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PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pemerintah
Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai
dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung
jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Demak.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja yang
telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan

kinerja ini.

Demak, 13 Maret 2023
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KATA PENGANTAR

ssalaamu’alaikum Warahmatullah
Wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran kehadirat
Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan
hidayah-Nya penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Demak

Tahun 2022 telah selesai disusun.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 22
menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah
kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyelenggaraan SAKIP dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban
(akuntabilitas) kinerja berupa informasi kinerja berdasarkan perencanaan kinerja strategis
dan perencanaan kinerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja akan digunakan sebagai evaluasi
untuk perbaikan, peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2022 ini terdiri
dari 4 Bab, yaitu:

Bab | Pendahuluan; memuat Latar Belakang, Potensi Daerah, Kewenangan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Sumber Daya
Aparatur, Sumber Daya Keuangan, dan Isu Strategis

Bab Il Perencanaan Kinerja; memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Daerah serta Indikator Kinerja Utama, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Bab 1l Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Daftar Penghargaan yang diterima Pemerintah
Kabupaten Demak selama tahun 2022

Pelaporan LKjIP Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2022 juga disajikan dalam

website www.demakkab.qo.id, serta disampaikan juga kepada Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui aplikasi e-SAKIP
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Kami berharap melalui pelaksanaa'n SAKIP yang terus disempurnakan, akuntabilitas
kinerja aparatur dan pemerintah daerah dapat diterima oleh Pemerintah dan meningkatkan
kemanfaatan maupun kepercayaan publik.

Atas peran aklif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dalam penerapan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dukungan instansi lain serta masyarakat
sehingga hasil evaluasi kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas penyelenggaraan SAKIP Pemerintah
Kabupaten Demak meningkat dari 66.40 menjadi 68.96 dengan predikat “B”. Oleh karena
itu, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, bimbingan dan bantuan semua pihak
atas capaian ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya, peningkatan
akuntabilitas kinerja mampu mempercepat perwujudan Demak yang Bermartabat, Maju dan
Sejahtera di Tahun 2022.

Akhirul kalam. Wassalaamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Demak, /4 Maret 2023
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan
guna mendukung pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang Dbertujuan untuk
meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi di jajaran Pemerintah Kabupaten
Demak. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah dan instansi pemerintah sudah
mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sekaligus
mendorong adanya peningkatan kinerja maka perlu dilakukan evaluasi yang diharapkan
dapat mendorong pemerintah daerah untuk secara berkelanjutan melalui berbagai upaya
meningkatkan kualitas implementasi SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
berorientasi hasil (result oriented governance).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai tindak lanjut dari
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja. Pelaporan
Kinerja tahun 2022 berdasar pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-
2026.

Dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada tahun
2022 Pemerintah Kabupaten Demak melakukan berbagai upaya perbaikan. Salah satunya
adalah dari segi perencanaan. RPJMD Kabupaten Demak 2021 - 2026 menjabarkan visi misi
Bupati menjadi 3 (tiga) Tujuan Daerah dan 12 (dua belas) Sasaran Daerah dengan 21 (dua
puluh satu) Indikator Kinerja Utama. Apabila dibandingkan dengan RPJMD Kabupaten
Demak sebelumnya yang memuat 16 (enam belas) Tujuan, 33 (tiga puluh tiga) Sasaran, 42
(empat puluh dua) Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati
Demak Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak
Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Demak tentunya pada RPIJMD Kabupaten Demak 2021 — 2026 terdapat perbaikan dari segi
perencanaan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) Tujuan Daerah 12 (dua

belas) Sasaran Daerah dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama, disimpulkan
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bahwa 2 (dua) Tujuan Daerah dengan predikat “Sangat Tinggi”, 1 (satu) Tujuan Daerah
predikat “Tinggi”. 10 (sepuluh) Sasaran Daerah dengan predikat “Sangat Tinggi”, 1 (satu)
Sasaran Daerah predikat “Sedang”, 1 (satu) Sasaran Daerah predikat “Rendah”. 16 (enam
belas) Indikator Kinerja Predikat "Sangat Tinggi” dengan prosentase 76.19%. 2 (dua)
Indikator Kinerja predikat “Tinggi”. 1 (satu) Indikator predikat “Sedang”. 1 (satu) Indikator
predikat “Rendah”. 1(satu) Indikator predikat “Sangat Rendah”.

Hasil pengukuran masing-masing sasaran telah dianalisis, yaitu membandingkan
realisasi kinerja berdasar target kinerja, dijelaskan cara menghitung capaian kinerja,
membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu, membandingkan
realisasi kinerja dengan capaian kinerja pemerintah provinsi Jawa Tengah dan pemerintah
pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian juga disajikan program realisasi anggaran
yang mendukung realisasi sasaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
pencapaian sasaran atau indikator kinerja.

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran,
dari 12 (dua belas) Sasaran Daerah dengan 16 (enam belas) indikator didapat bahwa 7
(tujuh) indikator efisien sedangkan 9 (sembilan) indikator belum efisien dikarenakan capaian
kinerja belum mencapai 100%.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten
Demak Tahun 2022 atas kinerja 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi telah disampaikan dan memperoleh nilai 68.96, predikat “B”,
dengan interpretasi Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat
digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Sedangkan hasil evaluasi
penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2018-2022 adalah sebagai
berikut :

No Komponen yang Dinilai 2018 2019 2020 2021 2022
1 Perencanaan kinerja 20.83 21.16 21.46 21.62 22.08
2 Pengukuran kinerja 14.91 15.13 15.49 15.99 19.41
3 Pelaporan kinerja 10.18 10.29 10.97 11.39 11.42
4 Evaluasi internal 5.06 5.44 5.8 6.06 16.05
5 Capaian kinerja 9.52 11.08 11.23 11.34

Nilai 60.60 63.11 64.95 66.4 68.96
Kenaikan 2.51 251 1.84 1.45 2.56
Tingkat akuntabilitas kinerja B B B B B
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan
dan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja
instansi pemerintah selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran
kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Demak dalam menyelenggarakan SAKIP 2022 berpedoman
pada:

(1) Rencana strategis berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2021-2026, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 11 Tahun 2021,

(2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2022 berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2022, yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 30 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022;

(3) Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021 — 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan
Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Demak;

(4) Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Demak tahun 2022, sebagaimana telah diubah menjadi
Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Demak tahun 2022.

Sedangkan pelaporan kinerja termasuk pengukuran kinerja atas rencana kinerja tahun

2022 tersebut, akan disajikan dalam buku ini.

1e
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B. Potensi Daerah
1. Letak dan Kondisi Geografis

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Demak

PEMERINTAN KARUPATEN DEMAK
BARAN PERESCARALY PENBANGININ
BAPPED) KABIPATEN BOAK

RENCAMA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DEMAX TAMUN 20% - 2030

PETA

LAUT JAWA

Sumber; www.Demakkab.go.id

Demak merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak pada koordinat
6°43'267-7°09'43” Lintang Selatan dan 110°27°58”-110°48’47” Bujur Timur. Batas-batas

administrasi Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

e sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa;

e sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan;

¢ sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten
Semarang;

¢ sebelah Barat berbatasan dengan Kota Semarang.

Jarak terjauh dari Barat ke Timur sepanjang 49 km, sedangkan dari Utara ke
Selatan terbentang sepanjang 41 km. Semua wilayah kecamatan di Kabupaten Demak
mudah dijangkau dan memiliki akses transportasi umum dengan mudah, terutama pusat-

pusat perkembangan perekonomian daerah.

2. Wilayah Administrasi
Luas wilayah Kabupaten Demak tercatat sebesar kurang lebih 99.532 ha terbagi

2e
BAB I PENDAHULUAN



http://www.demakkab.go.id/

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Demak 2022

atas 14 Kecamatan, 243 Desa dan 6 Kelurahan (Tabel 1.1). Sebagai daerah agraris,
sebagian besar wilayah kabupaten Demak terdiri dari atas kawasan tanaman
pangan yang seluas kurang lebih 56.763 ha, kawasan peruntukan industri seluas
kurang lebih 7.646 ha, kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 8.527
ha, kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 10.528 ha, kawasan
perlindungan seluas kurang lebih 4.471 ha, budidaya tambak seluas kurang lebih
6.062 ha, kawasan ekosistem mangrove seluas kurang lebih 701 ha, kawasan hutan
produksi seluas kurang lebih 3.278 ha dan kawasan holtikultura seluas kurang lebih

1.556 ha.
Tabel 1.1
Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Demak

No Kecamatan Jumlah Desa Ki:jurpe:zgn
1 Mranggen 19 .
2 Karangawen 12 .
3 Guntur 20 .
4 Sayung 20 .
5 Karangtengah 17 .
6 Bonang 21 .
7 Demak 13 6
8 Wonosalam 21 .
9 Dempet 16 .
10 Gajah 18 .
11 Karanganyar 17 .
12 Mijen 15 .
13 Wedung 20 .
14 | Kebonagung 14 .
Jumlah 243 6

Sumber : BPS Kab. Demak, 2022
Tabel 1.2
Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Demak

No Kecamatan Luas
1 | Mranggen 77.59
2 | Karangawen 81.71

3e
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No Kecamatan Luas
3 | Guntur 64.28
4 | Sayung 85.97
5 | Karangtengah 56.44
6 | Bonang 87.06
7 | Demak 63.05
8 | Wonosalam 62.79
9 | Dempet 63.94
10 | Gajah 53.73
11 | Karanganyar 69.87
12 | Mijen 55.00
13 | Wedung 129.42
14 | Kebonagung 44.46

Sumber : BPS Kab. Demak, 2022

3. Kondisi Demografis Daerah
Berdasarkan data BPS Kab. Demak, 2022 jumlah penduduk Kabupaten Demak
sebanyak 1.223.217 jiwa.

Tabel. 1.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2022
No Kecamatan Jumlah
Kode Nama

1 | 33.21.01 | MRANGGEN 177,837
2 | 33.21.02 | KARANGAWEN 96.198
3 | 33.21.03 | GUNTUR 88.228
4 | 33.21.04 | SAYUNG 106.503
5 | 33.21.05 | KARANGTENGAH 70154
6 | 33.21.06 | WONOSALAM 86,638
7 | 33.21.07 | DEMPET 60.921
8 | 33.21.08 | GAJAH 53.101
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No Kecamatan Jumlah
9 | 33.21.09 | KARANGANYAR 78.723
10 | 33.21.10 | MIJEN 59 395
111 33.21.11 | DEMAK 111.576
12 | 33.21.12 | BONANG 107.915
13 | 33.21.13 | WEDUNG 84.073
14 | 33.21.14 | KEBONAGUNG 41.955
Jumlah Total 1.223.217

Sumber: BPS Kab. Demak, 2022

Grafik. 1.1
Struktur Kependudukan Kabupaten Demak tahun 2022
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Sumber. BPS Kab. Demak, 2022

C. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Demak memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan dalam rangka otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang lokasinya,

penggunanya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan
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penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.
Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan dengan nomenklatur sebagai berikut:
a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

1) pendidikan;

2) kesehatan;

3) pekerjaan umum dan penataan ruang;

4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan

6) sosial.
b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

1) tenaga kerja;

2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

3) pangan;

4) pertanahan;

5) lingkungan hidup;

6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;

8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

9) perhubungan;

10) komunikasi dan informatika;

11) koperasi, usaha kecil, dan menengabh;

12) penanaman modal;

13) kepemudaan dan olah raga;

14) statistik;

15) persandian;

16) kebudayaan;

17) perpustakaan; dan

18) kearsipan.
c. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

1) kelautan dan perikanan;

2) pariwisata;

3) pertanian;

4) kehutanan;

5) energi dan sumber daya mineral;

6) perdagangan;

7) perindustrian; dan

6
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8) transmigrasi.
Di samping itu juga melaksanakan urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan

dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
D. Perangkat Daerah

Perangkat daerah dibentuk sebagai wadah untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan konkuren sesuai potensi daerah, beban kerja, karakteristik, potensi,
kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah. Perangkat
daerah Kabupaten Demak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Demak
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak. Sebagai tindak
lanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati Demak yang mengatur tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah maupun Peraturan Bupati

Demak mengenai pembentukan unit pelaksana teknis.

Gambar .2
Pendopo Kabupaten Demak

Sumber: Dokumentasi Bagian Prokompim Setda Kab. Demak Tahun 2022
Susunan Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2022, terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;

3. Inspektorat Daerah;
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BAB I PENDAHULUAN




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Demak 2022

Dinas Daerah, terdiri dari :

g.

a
b
c.
d
e
f.

. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

Dinas Pariwisata;

. Dinas Kesehatan;

. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana,;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

>

2 T O

.ﬁ

S.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Dinas Perhubungan;

Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Pertanian dan Pangan;

Dinas Kelautan dan Perikanan;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Badan Daerah, terdiri dari;

a
b
c
d

e

. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);

Kecamatan, terdiri dari :

a
b

= o o o

= Q@

. Kecamatan Demak;

. Kecamatan Wonosalam;
Kecamatan Dempet;
Kecamatan Bonang;
Kecamatan Wedung;
Kecamatan Mijen;
Kecamatan Gajah;
Kecamatan Karanganyatr;

Kecamatan Guntur;

8e
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J. Kecamatan Karangawen;

k. Kecamatan Mranggen;

I. Kecamatan Sayung;

m. Kecamatan Karangtengabh;

n. Kecamatan Kebonagung.
E. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Demak yang
ditempatkan pada perangkat daerah per 31 Desember 2022 sebanyak 7.860 orang.
Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut :
1. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 1.7
Rekap Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Demak Berdasarkat Tingkat Pendidikan

SD/MI/SEDERAJAT 44
SMP/MTS/SEDERAJAT 110
SMA/SMK/MA/SEDERAJAT 636
D1 2
D2 56
D3 530
S1/D4 5613
S2 866
S3 3
Jumlah 7.860

Sumber : BKPP Kabupaten Demak Tahun 2022, data diolah
2. Berdasarkan Tingkat Kepangkatan

Rekap Jumlah PNS Pemerintah };r:;)lil);tsen Demak Berdasarkan Golongan
Tingkat Kepangkatan Jumlah

Juru Muda 0
Juru Muda Tingkat | 0
Juru 13
Juru Tingkat | 40
Pengatur Muda 67
Pengatur Muda Tingkat | 88

Pengatur 374

Pengatur Tingkat | 426

Penata Muda 2700

Qe
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Tingkat Kepangkatan Jumlah

Penata Muda Tingkat | 610

Penata 729

Penata Tingkat | 879
Pembina 687

Pembina Tingkat | 1150
Pembina Utama Muda 94
Pembina Utama Madya 3
Pembina Utama 0

Total 7860

Sumber : BKPP Kabupaten Demak Tahun 2022, data diolah

3. Berdasarkan Eselon

Rekap Jumlah PNS Pemerintar;r;t;ilulbien Demak Berdasarkan Eselon
No Eselon Jumlah
1. | Eselon IV 177
2. | Eselon llI 118
3. | Eselon i 14
4. | Eselon| 0
TOTAL 309

Sumber : BKPP Kabupaten Demak Tahun 2022, data diolah
F. Isu Strategis

Kebijakan pembangunan tahun 2022 memiliki tema “Peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan
pemulihan daya saing ekonomi”. Pada tahun 2022 Kabupaten Demak masih dihadapkan
pada isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Implementasi Reformasi Birokrasi

Implementasi reformasi birokrasi akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

dan kondisi wilayah yang kondusif sehingga berdampak pada meningkatnya tingkat

kepercayaan publik dan dunia usaha. Reformasi birokrasi menjadi isu nasional yang
harus diperhatikan seluruh pemerintah daerah, tak terkecuali Kabupaten Demak.

Berdasaran Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

(KeMenPANRBRI) menunjukkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Demak

tahun adalah 69.94 (kategori B). Dalam LHE RB ini juga disebutkan Sistem Merit Kab.

10
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Demak sebesar 276. Profesionalitas ASN 66.11. SPBE 3.19. Kualitas Pengelolaan
Barang dan Jasa dengan angka 48. Kualitas Pelayanan Publik 3.98. Kapabilitas APIP
dan Maturitas SPIP dengan angka 3 dari skala 5. Kepatuhan terhadap Standar
Pelayanan Publik 89.39. Kualitas Pengelolaan Arsip 66.94. Demikian pula Berdasaran
Hasil Evaluasi SAKIP oleh KeMenPANRBRI nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) Kab.
Demak adalah 68.96 (kategori B).

Optimalisasi Kinerja Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan menuju Kemandirian dan
Daya Saing SDM yang Berkeadilan.

Berdasarkan data dari BPS Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Demak
tahun 2022 yaitu 73.36, meningkat dibandingkan angka tahun 2021 yaitu 72.57. Pada
kinerja pelayanan pendidikan, Indeks Pendidikan Kab. Demak tahun 2022 berada pada
angka 0.640. Berdasarkan Demak dalam Angka pada tahun 2022, rata-rata pengeluaran
perkapita sebesar 1,20 juta rupiah, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar
1,09 juta rupiah pada tahun 2021. Pada tahun 2022, persentase pengeluaran makanan
sebesar 55,48 persen lebih tinggi dibandingkan persentase pengeluaran nonmakanan
sebesar 44,52 persen. Persentase pengeluaran perkapita sebulan yang terbesar adalah
komoditas perumahan dan rumah tangga dan makanan dan minuman jadi, yaitu berturut-
turut 23,19 persen dan 17,83 persen.

Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Dampaknya

Pada pertengahan tahun 2021, Kabupaten Demak mengalami serangan Covid-19
gelombang kedua bersamaan dengan masuknya varian Delta. Kejadian tersebut sempat
menyebabkan Kabupaten Demak masuk pada kategori wilayah PPKM level 4. Seiring
dengan naiknya cakupan layanan vaksin, sejak bulan November 2021, Kabupaten
Demak telah masuk kategori PPKM level 1. Pada awal Januari tahun 2022, cakupan
layanan vaksin Covid-19 dosis pertama telah mencapai 84,19% dari kelompok sasaran
dan 62,18%pada dosis kedua. Pemerintah akan melanjutkan dengan pemberian vaksin
dosis ketiga, menyusul munculnya varian baru Omicron. Keberadaan varian baru ini,
masih menjadi bahan kajian peneliti. Beberapa laporan menunjukkan Omicron
menimbulkan dampak yang lebih ringan daripada Delta, tetapi menular beberapa kali
lebih cepat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten masih perlu mengantisipasi berbagai
kemungkinan perkembangan Covid-19 beserta dampaknya secara luas.

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara Menyeluruh

Pembangunan berkelanjutan masih menjadi isu global dan nasional. Bedasarkan sumber
dari DinLH Kab. Demak, realisasi IKLH Kab. Demak tahun 2022 adalah sebesar 54.84
turun apabila dibandingkan dengan IKLH tahun 2021 dengan angka 68.04. Komponen
IKLH Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan nilai 41.52. Hal ini mengindikasikan bahwa

Kabupaten Demak perlu memperhatikan pemenuhan ruang terbuka hijau dan daerah
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serapan air. Kondisi tersebut secara simultan akan berdampak pada naiknya daya
dukung air, mengingat Indeks Kualitas Air Kabupaten Demak berada pada angka 34.76.
Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan berdampak pada keberlanjutan
pembangunan dalam jangka panjang. Salah satu manfaat yang dapat dinikmati saat
pembangunan berkelanjutan diterapkan adalah menurunnya emisi gas rumah kaca
(Emisi GRK) yang menjadi pemicu perubahan iklim. Pada tahun 2022 Emisi GRK
Kabupaten Demak 1.500,21. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021
dimana Emisi GRK adalah 1.354,96. Kabupaten Demak yang terletak di wilayah pesisir
merupakan daerah yang rentan terdampak perubahan iklim, khususnya dalam hal

kenaikan permukaan air laut.

. Tingginya Potensi Kebencanaan Daerah

Berdasarkan penyebabnya, bencana dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu
bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Kabupaten Demak menghadapi
potensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, angin puting beliung dan kebakaran.
Banjir dan kekeringan merupakan bencana yang berkaitan erat dengan pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan. Sejak tahun 2020, sebagaimana yang terjadi di seluruh
dunia, Kabupaten Demak juga mengalami bencana non alam berupa wabah Covid-19.
Ancaman virus ini masih perlu diantisipasi di tahun 2023. Secara tidak langsung, apabila
bencana alam dan bencana non alam tidak berhasil ditangani dengan baik, berpotensi
pula menimbulkan konflik sosial. Berdasarkan sumber dari BPBD Kabupaten Demak
angka Indeks risiko bencana Kabupaten Demak Tahun 2022 adalah 103.88. Kondisi ini
lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun 2021 dimana Indeks Resiko Bencana Kab.
Demak berada pada angka 105.21. Intervensi yang paling mungkin dilakukan untuk
menurunkan risiko bencana adalah dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan
masyarakat dalam mitigasi, penanggulangan dan penangangan bencana.

Penguatan Struktur Ekonomi melalui Pendayagunaan Sektor Unggulan Daerah
Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2022 kondisi perekonomian Demak berangsur
mulai pulih dari pukulan pandemi, ditandai dengan naiknya laju pertumbuhan ekonomi di
angka 5.25%. LPE kategori Industri Pengolahan berada pada angka 6.84%. Namun LPE
Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menunjukkan angka yang masih rendah
dengan realisasi -0.51 (minus). Meskipun angka LPE subkategori perikanan
menunjukkan kenaikan pada tahun 2022 dengan angka 7.45% dimana angka ini
meningkat dari tahun sebelumnya -4.63 (minus). Komponen LPE Kategori Pertanian,
Peternakan, Perburuan, dan jasa Pertanian masih minus dengan angka -1.68. Potensi
pariwisata perlu dioptimalkan karena terbukti memiliki efek domino terhadap sektor-
sektor lainnya, seperti jasa akomodasi, makan/minum, UKM, perhubungan dan

sebagainya. Secara khusus, perlu disusu strategi agar lapangan usaha pertanian
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memberikan kontribusi yang lebih stabil pada PDRB.

Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Berdasarkan data dari BPS, Tingkat Kemiskinan Kab. Demak tahun 2022 berada pada
angka 12.09. Angka ini turun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana
angka Tingkat Kemiskinanadalah 12.92. Kabupaten Demak masuk menjadi salah satu
lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE). Kemiskinan ekstrem
didefinisikan sebagai kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis
kemiskinan ekstrem yang diukur menggunakan absolute poverty measure yang
konsisten antar negara dan antar waktu (setara dengan US$ 1.9 PPP).

Upaya Pemenuhan Ketersediaan dan Kualitas PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum).

Pemenuhan ketersediaan dan kualitas PSU difokuskan pada pemenuhan kebutuhan
dasar dengan memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan demi pencapaian
kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut merupakan
prasarana, sarana dan utilitas umum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari
masyarakat meliputi pemenuhan kebutuhan air, permukiman, jalan, transportasi dan
telekomunikasi. Penambahan jumlah penduduk dan berkembangnya kawasan
perindustrian memaksa tumbuhnya kawasan permukiman baru maupun pengembangan
wilayah yang sudah ada. Perluasan kawasan perkotaan menjadi salah satu
permasalahan yang dihadapi Kabupaten Demak. Perluasan wilayah perlu mendasarkan

Perda RTRW untuk menjaga pembangunan tetap terarah dan tidak sporadis.
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahunan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).
Pemerintah Kabupaten Demak bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Demak dalam melaksanakan SAKIP menyusun dokumen perencanaan untuk
kurun waktu selama 5 (lima) tahun, yang ditetapkan dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.
RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang

diuraikan sebagai berikut:
A. Visi Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

Visi Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 adalah “Demak Bermartabat, Maju dan

Sejahtera”
B. Misi Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

Dalam mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) misi Kabupaten Demak, yaitu:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat
yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

yang Berkualitas dan Berdaya Saing

3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan

Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran
C. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah serta Indikator Kinerja Utama

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan
pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun
pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,
spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun ke depan.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan
Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan IKU diformalkan dalam Peraturan Bupati Demak

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Demak.
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Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Program Pemerintah Kabupaten Demak

Tabel II. 1

Tujuan Daerah

Indikator Tujuan
Daerah

Sasaran Daerah

Indikator Sasaran
Daerah

Program

Indikator Program

PD

VISI : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera

Misi 1 :

Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya

1. Meningkatkan Tata

1.Indeks Reformasi

1. Meningkatnya kinerja

1. Indeks Kepuasan

PROGRAM PENUNJANG

Persentase pelayanan sesuai

SEMUA OPD (RUTIN)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Kelola Pemerintahan Birokrasi pelayanan publik Masyarakat (IKM) URUSAN PEMERINTAHAN standar pelayanan
yang Baik dan Bersih Pemerintahan Daerah Daerah DAERAH
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM Persentase penyelenggaraan KECAMATAN
PENYELENGGARAAN pemerintahan dan pelayanan
PEMERINTAHAN DAN publik yang baik
PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM Persentase Lembaga KECAMATAN
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan Masyarakat
MASYARAKAT DESA yang Aktif
DAN KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI Cakupan keamanan wilayah KECAMATAN
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM Persentase KECAMATAN
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan Urusan
URUSAN Pemerintahan yang
PEMERINTAHAN UMUM dilaksanakan
PROGRAM PEMBINAAN | Persentase Desa yang Tertib KECAMATAN
DAN PENGAWASAN Dalam Pengelolaan
PEMERINTAHAN DESA Administrasi, Keuangan dan
Aset Pemerintahan Desa
PROGRAM Persentase layanan BKPP
KEPEGAWAIAN DAERAH kepegawaian yang tepat
wakiu
15
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Tujuan Daerah Indikator Tujuan Sasaran Daerah Indikator Sasaran Program Indikator Program PD
Daerah Daerah
VISI : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera
PROGRAM DUKUNGAN Persentase Rencana Kerja SET DPRD
PELAKSANAAN TUGAS Tahunan DPRD yang
DAN FUNGSI DPRD difasilitasi
PROGRAM Persentase sarana dan DINHUB
PENYELENGGARAAN prasarana perhubungan
LALU LINTAS DAN dalam kondisi baik
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
PROGRAM persentase perekaman KTP DINDUKCAPIL
PENDAFTARAN elektronik
PENDUDUK
PROGRAM PENCATATAN persentase kepemilikan DINDUKCAPIL
SIPIL dokumen pencatatan sipil
PROGRAM Persentase Perangkat DINDUKCAPIL
PENGELOLAAN Daerah yang memanfaatkan
INFORMASI data kependudukan
ADMINISTRASI berdasarkan perjanjian kerja
KEPENDUDUKAN sama
PROGRAM PELAYANAN Jumlah perizinan yang DINPMPTSP
PENANAMAN MODAL dikeluarkan
sesuai standar
2. Meningkatnya 2. Nilai SAKIP Daerah PROGRAM PENUNJANG Persentase rekomendasi SEMUA OPD (RUTIN)
akuntabilitas kinerja URUSAN PEMERINTAHAN | hasil monitoring dan evaluasi
Pemerintahan Daerah DAERAH Perangkat Daerah yang
KABUPATEN/KOTA ditindaklanjuti
PROGRAM Persentase SETDA
PEMERINTAHAN DAN Penyelenggaraan Urusan
KESEJAHTERAAN Pemerintahan dan
RAKYAT Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM Persentase penyelenggaraan SETDA
PEREKONOMIAN DAN urusan perekonomian dan
PEMBANGUNAN pembangunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA
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Tujuan Daerah Indikator Tujuan Sasaran Daerah Indikator Sasaran Program Indikator Program PD
Daerah Daerah

VISI : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera

PROGRAM Persentase arsip yang DINPERPUSAR
PENGELOLAAN ARSIP dimasukkan dalam simpul
jaringan kearsipan

PROGRAM Persentase arsip yang sesuai DINPERPUSAR
PERLINDUNGAN DAN Norma Standar Prosedur dan
PENYELAMATAN ARSIP Kriteria (NSPK)
PROGRAM Persentase keselarasan BAPPEDA LITBANG
PERENCANAAN, program RKPD dengan
PENGENDALIAN DAN program RPJMD
EVALUASI Persentase perencanaan BAPPEDA LITBANG
PEMBANGUNAN DAERAH pembangunan daerah
berbasis T
PROGRAM KOORDINASI Indeks perencanaan BAPPEDA LITBANG
DAN SINKRONISASI program lingkup bidang
PERENCANAAN pemerintahan dan
PEMBANGUNAN DAERAH pembangunan manusia
Indeks perencanaan BAPPEDA LITBANG

program lingkup bidang
perekonomian, SDA,
infrasruktur dan kewilayahan

PROGRAM Persentase IKU Daerah yang BAPPEDA LITBANG
PERENCANAAN, mencapai target
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI

PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM PENELITIAN Persentase pemanfaatan BAPPEDA LITBANG
DAN PENGEMBANGAN hasil kelitbangan
DAERAH

Persentase kebijakan inovasi BAPPEDA LITBANG
yang diterapkan di daerah
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Tujuan Daerah

Indikator Tujuan

Sasaran Daerah

Indikator Sasaran

Program Indikator Program PD
Daerah Daerah
VISI : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera
PROGRAM Nilai Keterbukaan Informasi DINKOMINFO
PENGELOLAAN Publik (KIP) di Tingkat Jawa
INFORMASI DAN Tengah
KOMUNIKASI PUBLIK
PROGRAM Tingkat Ketersediaan sistem DINKOMINFO
PENYELENGGARAAN data dan statistik yang
STATISTIK SEKTORAL terintegrasi
PROGRAM Tingkat keamanan informasi DINKOMINFO
PENYELENGGARAAN pemerintah
PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN
INFORMASI
PROGRAM persentase aplikasi e-gov DINKOMINFO
PENGELOLAAN APLIKASI yang terintegrasi dengan
INFORMATIKA portal daerah
PROGRAM Persentase ASN yang BKPP
PENGEMBANGAN mengikuti diklat sesuai
SUMBER DAYA dengan pengembangan
MANUSIA kompetensi
PROGRAM Persentase perangkat BKPP
KEPEGAWAIAN DAERAH daerah yang melaksanakan
pembinaan disiplin
pegawainya
3. Indeks Persepsi PROGRAM Persentase penurunan INSPEKTORAT
Korupsi PENYELENGGARAAN rekomendasi BPK
PENGAWASAN
PROGRAM PERUMUSAN Persentase TLHP BPK dan INSPEKTORAT
KEBIJAKAN, APIP yang ditindaklanjuti
PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSI
4. Indeks Pengelolaan PROGRAM Tingkat pertumbuhan PAD BPKPAD
Keuangan Daerah PENGELOLAAN
(IPKD) PENDAPATAN DAERAH
18
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Berkualitas dan
Berdaya Saing

Tingkat partisipasi warga
negara usia 7-12 tahun yang
berpartisipasi dalam
Pendidikan Dasar

Tingkat partisipasi warga
negara usia 13-15 tahun
yang berpartisipasi dalam
Pendidikan Menengah
Pertama

Tujuan Daerah Indikator Tujuan Sasaran Daerah Indikator Sasaran Program Indikator Program PD
Daerah Daerah
VIS| : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera
PROGRAM Persentase penetapan APBD BPKPAD
PENGELOLAAN tepat waktu
KEUANGAN DAERAH Persentase Perangkat BPKPAD
Daerah yang menyampaikan
Laporan Keuangan sesuai
SAP
Persentase penyampaian BPKPAD
LKPD tepat waktu
PROGRAM Persentase aset yang BPKPAD
PENGELOLAAN BARANG | terdokumentasi dengan baik
MILIK DAERAH
Misi 2 :
Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan 2. Indeks 3. Meningkatnya 5. Indeks Pendidikan PROGRAM Tingkat partisipasi warga DINDIKBUD
Sumber Daya Pembangunan kualitas pendidikan PENGELOLAAN negara usia 5-6 tahun yang
Manusia yang Manusia (IPM) PENDIDIKAN berpartisipasi dalam PAUD

BAB II PERENCANAAN KINERJA
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Tujuan Daerah Indikator Tujuan Sasaran Daerah Indikator Sasaran Program Indikator Program PD
Daerah Daerah
VISI : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera
Tingkat partisipasi warga
negara usia 7-18 tahun yang
belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan
menengah yang
berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan
PROGRAM Persentase sekolah yang DINDIKBUD
PENGEMBANGAN menerapkan muatan lokal
KURIKULUM daerah
PROGRAM PENDIDIK DAN | Persentase tenaga pendidik DINDIKBUD
TENAGA KEPENDIDIKAN yang tersertifikasi
PROGRAM PEMBINAAN Persentase kunjungan DINPERPUSAR
PERPUSTAKAAN perpustakaan
PROGRAM PELESTARIAN persentase peningkatan DINPERPUSAR
KOLEKSI NASIONAL DAN | koleksi nasional dan naskah
NASKAH KUNO kuno yang dipublikasikan
PROGRAM Jumlah prestasi olah raga DINPORA
PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING
KEOLAHRAGAAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA
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Tujuan Daerah Indikator Tujuan Sasaran Daerah Indikator Sasaran Program Indikator Program PD
Daerah Daerah
VISI : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera
4. Meningkatnya derajat 6. Indeks Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN Rata-rata persentase DINKES
kesehatan masyarakat UPAYA KESEHATAN capaian SPM Bidang
PERORANGAN DAN Kesehatan
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
PROGRAM Persentase tenaga DINKES
PENINGKATAN kesehatan berkompetensi di
KAPASITAS SUMBER fasilitas pelayanan kesehatan
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
PROGRAM SEDIAAN Persentase sarana DINKES
FARMASI, ALAT pelayanan kefarmasian dan
KESEHATAN DAN alat kesehatan serta sarana
MAKANAN MINUMAN produksi makanan dan
minuman sesuai ketentuan
PROGRAM Persentase rumah tangga DINKES
PEMBERDAYAAN PHBS (Berperilaku Hidup
MASYARAKAT BIDANG Bersih dan Sehat)
KESEHATAN
5. Meningkatnya 7. Indeks Pengeluaran PROGRAM Persentase wirausaha muda DINPORA
pendapatan masyarakat PENGEMBANGAN Persentase organisasi DINPORA
KAPASITAS DAYA SAING pemuda aktif
KEPEMUDAAN
PROGRAM STABILISASI | Persentase komoditas bahan DINDAGKOP UKM
HARGA BARANG kebutuhan pokok yang
KEBUTUHAN POKOK DAN terkendali
BARANG PENTING
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KLA

Tujuan Daerah Indikator Tujuan Sasaran Daerah Indikator Sasaran Program Indikator Program PD
Daerah Daerah
VIS| : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera
PROGRAM HUBUNGAN Angka sengketa pengusaha- DINNAKERIND
INDUSTRIAL pekerja per tahun
6. Meningkatnya 8. Indeks PROGRAM PENGARUS Persentase kelembagaan DINSOS P2PA
kesetaraan dan Pembangunan Gender | UTAMAAN GENDER DAN PUG aktif
keadilan gender dalam (IPG) PEMBERDAYAAN
pembangunan PEREMPUAN
PROGRAM Persentase Perangkat DINSOS P2PA
PENGELOLAAN SISTEM daerah yang menggunakan
DATA GENDER DAN data gender dan anak
ANAK
PROGRAM Persentase Lembaga DINSOS P2PA
PENINGKATAN KUALITAS penyedia layanan bagi
KELUARGA keluarga yang mendapatkan
pembinaan dan penguatan
kelembagaan
PROGRAM Persentase Korban DINSOS P2PA
PERLINDUNGAN kekerasan perempuan yang
PEREMPUAN terlayani sesuai standar
PROGRAM Persentase Korban DINSOS P2PA
PERLINDUNGAN KHUSUS Kekerasan terhadap anak
ANAK yang terlayani sesuai standar
PROGRAM PEMENUHAN | Persentase Pemenuhan Hak DINSOS P2PA
HAK ANAK (PHA) Anak Dalam Implementasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA
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Tujuan Daerah

Indikator Tujuan
Daerah

Sasaran Daerah

Indikator Sasaran
Daerah

Program

Indikator Program

PD

VISI : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera

3. Emisi Gas
Rumah Kaca (GRK)

7. Meningkatnya
kualitas lingkungan
hidup yang
berkelanjutan dan
tangguh bencana

9. Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)

PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)

Persentase Penurunan
pelanggaran terhadap izin

DINLH

PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

persentase usaha yang taat
persyaratan pengendalian
pencemaran lingkungan

DINLH

PROGRAM
PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3) DAN
LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)

Persentase Pengelolaan
limbah B3

DINLH

PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

persentase cakupan area
pelayanan persampahan

DINLH

PROGRAM
PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN
HAYATI (KEHATI)

Persentase luasan tutupan
lahan perkotaan

DINLH

BAB II PERENCANAAN KINERJA
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Tujuan Daerah Indikator Tujuan Sasaran Daerah Indikator Sasaran Program Indikator Program PD
Daerah Daerah
VIS| : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera
10. Indeks Resiko PROGRAM Persentase masyarakat di BPBD
Bencana PENANGGULANGAN daerah rawan bencana yang
BENCANA mendapatkan layanan
pencegahan,
penanggulangan dan
penanganan bencana
PROGRAM Persentase korban bencana DINSOS P2PA
PENANGANAN BENCANA alam dan sosial yang
menerima perlindungan
sosial pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana
daerah kabupaten/kota
Misi 3 :
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran
3. Meningkatkan 4. Laju 8. Meningkatnya 11. LPE kategori PROGRAM Persentase pencapaian DINNAKERIND
Pertumbuhan Pertumbuhan pertumbuhan Industri Pengolahan PERENCANAAN DAN sasaran pembangunan
Ekonomi dan Ekonomi (LPE) perekonomian daerah PEMBANGUNAN industri termasuk turunan
Pemerataan berbasis potensi lokal INDUSTRI indikator pembangunan
Kesejahteraan industri dalam RIPIN yang
Masyarakat ditetapkan dalam RPIP
PROGRAM Persentase jumlah hasil DINNAKERIND
PENGENDALIAN IZIN pemantauan dan
USAHA INDUSTRI pengawasan dengan jumlah
Izin Usaha Industri (IU1) Kecil
dan Industri Menengah yang
dikeluarkan oleh instansi
terkait
PROGRAM Persentase koperasi yang DINDAGKOP UKM
PEMBERDAYAAN DAN berkualitas
PERLINDUNGAN
KOPERASI

BAB II PERENCANAAN KINERJA
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Produksi Perkebunan

Produksi Peternakan

Tujuan Daerah Indikator Tujuan Sasaran Daerah Indikator Sasaran Program Indikator Program PD
Daerah Daerah
VIS| : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera
PROGRAM Persentase Usaha Kecil DINDAGKOP UKM
PEMBERDAYAAN USAHA Menengah baru
MENENGAH, USAHA
KECIL, DAN USAHA
MIKRO (UMKM)
PROGRAM Persentase usaha mikro DINDAGKOP UKM
PENGEMBANGAN UMKM menjadi usaha kecil
PROGRAM PENGOLAHAN Persentase Usaha Skala DINLUTKAN
DAN PEMASARAN HASIL Mikro dan Kecil perikanan
PERIKANAN baru
PROGRAM Persentase UKM yang DINDAGKOP UKM
PENGEMBANGAN melakukan ekspor
EKSPOR
12. LPE Kategori PROGRAM PENYEDIAAN Produktivitas padi atau DINPERTAN PANGAN
Pertanian, Kehutanan DAN PENGEMBANGAN bahan pangan utama lainnya
dan Perikanan PRASARANA PERTANIAN per hektar
PROGRAM PENYULUHAN | Cakupan bina kelompok tani | DINPERTAN PANGAN
PERTANIAN
PROGRAM Jumlah kasus penyakit DINPERTAN PANGAN
PENGENDALIAN hewan yang terkonfirmasi
KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN
MASYARAKAT
VETERINER
PROGRAM PENYEDIAAN Produksi Pertanian DINPERTAN PANGAN
DAN PENGEMBANGAN
SARANA PERTANIAN
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Tujuan Daerah Indikator Tujuan Sasaran Daerah Indikator Sasaran Program Indikator Program PD
Daerah Daerah
VIS| : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera
PROGRAM Produksi pertanian tanaman | DINPERTAN PANGAN
PENINGKATAN pangan
DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT
PROGRAM Jumlah infrastruktur DINPERTAN PANGAN
PENGELOLAAN SUMBER pergudangan dan sarana
DAYA EKONOMI UNTUK pendukung lainnya untuk
KEDAULATAN DAN penyimpanan cadangan
KEMANDIRIAN PANGAN pangan
PROGRAM Produksi perikanan tangkap DINLUTKAN
PENGELOLAAN
PERIKANAN TANGKAP
PROGRAM Produksi perikanan budidaya DINLUTKAN
PENGELOLAAN
PERIKANAN BUDIDAYA
9. Meningkatnya 13. Tingkat PROGRAM Jumlah nilai investasi DINPMPTSP
investasi daerah Pertumbuhan Investasi PENGEMBANGAN IKLIM (PMDN/PMA)
(PMTB) PENANAMAN MODAL
PROGRAM PROMOSI Rasio Promosi terhadap DINPMPTSP
PENANAMAN MODAL Jumlah Investor
PROGRAM Jumlah investor DINPMPTSP
PENGENDALIAN (PMDN/PMA)
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
PROGRAM Jumlah informasi penanaman DINPMPTSP
PENGELOLAAN DATA modal yang ditampilkan
DAN SISTEM INFORMASI dalam media sosial
PENANAMAN MODAL
PROGRAM Rasio jumlah Polisi Pamong SATPOL PP
PENINGKATAN Praja
KETENTERAMAN DAN Rasio Linmas SATPOL PP
KETERTIBAN UMUM
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Tujuan Daerah Indikator Tujuan Sasaran Daerah Indikator Sasaran Program Indikator Program PD
Daerah Daerah
VISI : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera
PROGRAM PEMBINAAN Persentase Masyarakat yang KESBANGPOL
DAN PENGEMBANGAN mengikuti pendidikan
KETAHANAN EKONOMI, ketahanan yang paham
SOSIAL, DAN BUDAYA terhadap Ketahanan Bangsa
dan kerukunan umat
beragama
PROGRAM Persentase masyarakat KESBANGPOL
PENINGKATAN PERAN yang mengikuti pelatihan
PARTAI POLITIK DAN yang paham terhadap aspek-
LEMBAGA PENDIDIKAN aspek Indeks Demokrasi
MELALUI PENDIDIKAN Indonesia (IDI)
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK
PROGRAM Persentase organisasi KESBANGPOL
PEMBERDAYAAN DAN masyarakat yang terdaftar
PENGAWASAN dan aktif
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
PROGRAM PENGUATAN | Persentase masyarakat yang KESBANGPOL
IDEOLOGI PANCASILA mengikuti peningkatan
DAN KARAKTER wawasan kebangsaan yang
KEBANGSAAN paham terhadap ideologi
Pancasila, Bela Negara dan
wawasan kebangsaan
PROGRAM Persentase penanganan KESBANGPOL
PENINGKATAN kejadian terkait konflik sosial
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS
DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL

BAB II PERENCANAAN KINERJA
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan Daerah Indikator Tujuan Sasaran Daerah Indikator Sasaran Program Indikator Program PD
Daerah Daerah
VISI : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera
10. Meningkatnya 14. Persentase PROGRAM Rata-rata lama kunjungan DINPARTA
kualitas Peningkatan PAD PENINGKATAN DAYA
penyelenggaraan sektor Sektor Pariwisata TARIK DESTINASI
pariwisata PARIWISATA
PROGRAM PEMASARAN Jumlah event pemasaran DINPARTA
PARIWISATA pariwisata yang diikuti
PROGRAM Jumlah potensi pariwisata DINPARTA
PENGEMBANGAN dan ekonomi kreatif yang
SUMBER DAYA telah dikembangkan
PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
PROGRAM PELESTARIAN | Persentase Benda, Situs dan DINDIKBUD
DAN PENGELOLAAN Kawasan Cagar Budaya di
CAGAR BUDAYA luar museum yang
dilestarikan
PROGRAM Persentase peningkatan DINDIKBUD
PENGELOLAAN kunjungan museum
PERMUSEUMAN
PROGRAM Persentase peningkatan DINDIKBUD
PENGEMBANGAN penyelenggaraan event
KEBUDAYAAN kebudayaan
5. Tingkat 11. Menurunnya jumlah 15. Tingkat PROGRAM Persentase kegiatan yang DINNAKERIND
Kemiskinan pengangguran Pengangguran Terbuka | PERENCANAAN TENAGA | dilaksanakan yang mengacu
KERJA ke rencana tenaga kerja
PROGRAM PELATIHAN Persentase tenaga kerja DINNAKERIND
KERJA DAN bersertifikat kompetensi
PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA
PROGRAM PENEMPATAN Persentase pencari kerja DINNAKERIND
TENAGA KERJA yang terdaftar yang
ditempatkan
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Tujuan Daerah Indikator Tujuan Sasaran Daerah Indikator Sasaran Program Indikator Program PD
Daerah Daerah
VISI : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera
PROGRAM Persentase PSKS yang DINSOS P2PA
PEMBERDAYAAN SOSIAL menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
PROGRAM REHABILITASI Persentase penyandang DINSOS P2PA
SOSIAL disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia terlantar
dan gelandangan pengemis
yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar panti
PROGRAM Persentase fakir miskin yang DINSOS P2PA
PERLINDUNGAN DAN mendapatkan perlindungan
JAMINAN SOSIAL sosial
12. Meningkatnya 16. Indeks Gini PROGRAM PENATAAN Jumlah desa yang difasilitasi | DINPERMADES P2KB
pemerataan kondisi DESA pembentukan,
sosial ekonomi penghapusan,penggabungan
masyarakat dan perubahan status desa
PROGRAM persentase kerjasama antar | DINPERMADES P2KB
PENINGKATAN desa
KERJASAMA DESA
PROGRAM Persentase perkembangan DINPERMADES P2KB
PEMBERDAYAAN BUMDES
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
LEMBAGA ADAT,DAN
MASYARAKAT HUKUM
ADAT
PROGRAM Persentase sekolah siaga DINPERMADES P2KB
PENGENDALIAN kependudukan
PENDUDUK
PROGRAM PEMBINAAN Persentase KB aktif DINPERMADES P2KB
KELUARGA BERENCANA
(KB)
29
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan Daerah Indikator Tujuan Sasaran Daerah Indikator Sasaran Program Indikator Program PD
Daerah Daerah
VIS| : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera
PROGRAM KAWASAN Persentase kawasan DINPERKIM
PERMUKIMAN permukiman kumuh di bawah
10 ha yang ditangani
PROGRAM PERUMAHAN Persentase kawasan DINPERKIM
DAN KAWASAN permukiman di luar kawasan
PERMUKIMAN KUMUH kumuh di bawah 10 ha yang
ditangani
PROGRAM Persentase rumah tangga DINPUTARU
PENGELOLAAN DAN bersanitasi
PENGEMBANGAN SISTEM
AR LIMBAH
PROGRAM Persentase rumah tangga DINPUTARU
PENGELOLAAN DAN berakses air minum
PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM
PROGRAM Proporsi panjang jaringan DINPUTARU
PENYELENGGARAAN jalan kabupaten dalam
JALAN kondisi mantap
PROGRAM Persentase jaringan irigasi DINPUTARU
PENGELOLAAN SUMBER dalam kondisi baik
DAYA AR (SDA)
PROGRAM Tidak terjadi genangan lebih DINPUTARU
PENGELOLAAN DAN dari 2 kali setahun
PENGEMBANGAN SISTEM
DRAINASE
PROGRAM Luas alih fungsi lahan DINPUTARU
PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAAN Rasio bangunan berizin DINPUTARU
BANGUNAN GEDUNG

Sumber : RPIMD Kab. Demak 2021 - 2026
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D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, Bupati Demak tahun 2022 telah melakukan
Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ini berpedoman pada IKU yang ditetapkan
dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 yang ditetapkan pada bulan Januari 2022
serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun Perjanjian Kinerja ini telah dilakukan
perubahan seiring dengan dikeluarkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan
untuk mempercepat akselerasi dalam pencapaian program-program unggulan Bupati Demak

sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Perjanjian Kinerja Bupati Demak Tahun 2022

Meningkatkan Tata
1 Kelola_ In_deks R_eforma3| 68.99
Pemerintahan yang Birokrasi
Baik dan Bersih
Meningkatnya
2 kinerja pelayanan Indeks Kepuasan 85 50
publik Pemerintahan | Masyarakat (IKM) Daerah '
Daerah
Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas
3 akuntabilitas kinerja | Kinerja Instansi 68.95
Pemerintahan Pemerintah (SAKIP) '
Daerah Daerah
4 Indeks Persepsi Korupsi 3,73
Indeks Pengelolaan
5 Keuangan Daerah 72,50
Meningkatkan
Sumber Daya
6 | Manusia yang mgﬁhzizinrg&a)mgunan 73,04
Berkualitas dan
Berdaya Saing
7 Meningkatnya Indeks Pendidikan 0,638
kualitas pendidikan
Meningkatnya
8 derajat kesehatan Indeks Kesehatan 0,854
masyarakat
Meningkatnya
9 pendapatan Indeks Pengeluaran 0,715
masyarakat
31
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Meningkatnya
kesetaraan dan
10 keadilan gender IPG (Indeks 91,54
Pembangunan Gender)
dalam
pembangunan
Emisi Gas Rumah Kaca
11 (GRK) 1.693,35
Meningkatnya
kualitas lingkungan .
12 hidup yang 'Lniﬁgffﬁnéﬁhﬁiup (IKLH) 66,23
berkelanjutan dan
tangguh bencana
13 Indeks Risiko Bencana 103,45
Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi dan Laju Pertumbuhan
14 | pemerataan Ekonomi (LPE) 3,57-4,54
Kesejahteraan
Masyarakat
Meningkatnya
pertumbuhan Laju Pertumbuhan
15 perekonomian Ekonomi (LPE) kategori 3,57-5,50
daerah berbasis Industri Pengolahan
potensi lokal
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPE) Kategori )
16 Pertanian, Kehutanan dan 0,72-1,68
Perikanan
Tingkat Pertumbuhan
17 Meningkatnya Investasi Pembentukan 510
investasi daerah Modal Tetap Bruto '
(PMTB)
::/Iuearlliltr;%katnya Persentase peningkatan
18 penyelenggaraan Pendapatan Asli Daerah 10,00
sektor pariwisata (PAD) Sektor Pariwisata
19 Tingkat Kemiskinan 10,67-13,05
Menurunnya jumlah | Tingkat Pengangguran _
20 pengangguran Terbuka 6,57-7,49
Meningkatnya
21 pemerataan kondisi | o< Gini 0,270-0,298
sosial ekonomi
masyarakat
32
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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PROGRAM

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Pendidikan

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kesehatan

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan
Minuman

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
Limbah

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase

Program Penataan Bangunan Gedung
Program Penyelenggaraan Jalan
Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pengembangan Perumahan
Program Kawasan Permukiman

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

BAB II PERENCANAAN KINERJA

ANGGARAN
(Rp.)

585.937.283.974
226.592.439.760
540.000.000
341.461.769.401
129.126.161.640
5.647.760.000
528.094.000
1.674.419.600
24.775.796.304
21.850.000.000
25.675.402.000
15.094.290.000

300.000.000
9.175.000.000
46.975.726.272
100.000.000
250.000.000
6.209.082.975
9.822.490.240
2.594.000.000

73.196.405.000
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PROGRAM

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum (PSU)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penanggulangan Bencana

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pemberdayaan Sosial

Program Rehabilitasi Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program Penanganan Bencana

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Hubungan Industrial

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan

Program Perlindungan Perempuan
Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
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ANGGARAN
(Rp.)

690.000.000

10.618.939.389

1.842.544.427

95.000.000

4.223.189.789
2.700.407.484
6.623.886.552
651.737.100
2.298.284.510
3.419.230.000
2.669.196.000
25.735.000
5.515.379.930
1.960.811.750
245.000.000
130.000.000
42.250.000
55.500.000
560.000.000
15.000.000

100.000.000
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PROGRAM

Program Perlindungan Khusus Anak

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk
Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan Masyarakat

Program Penatagunaan Tanah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau
Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Limbah B3)

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap lzin
Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH)

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk
Masyarakat

Program Pengelolaan Persampahan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pendaftaran Penduduk

Program Pencatatan Sipil

Program Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,
Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program Pengendalian Penduduk
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ANGGARAN
(Rp.)

34.500.000
4.000.000.000
827.000.000
560.000.000
13.327.395.525
1.710.000.000

435.000.000

10.000.000

20.000.000

20.000.000
2.224.743.000
8.844.722.645

155.494.000

78.667.000

95.004.000
5.921.747.018

55.526.200

8.141.000.000
832.473.800

166.032.000
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PROGRAM

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga
Sejahtera (KS)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan (LLAJ)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Informasi dan Komunikasi Publik
Program Aplikasi Informatika

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,
Dan Usaha Mikro (UMKM)

Program Pengembangan UMKM

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Kepemudaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Keolahragaan

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
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ANGGARAN
(Rp.)

6.686.935.300
6.002.960.000
23.403.013.191
2.854.500.000
5.456.244.650

875.000.000
509.258.000

279.000.000
1.230.200.000
120.000.000
5.022.358.978

40.125.000
88.900.000
162.747.700

449.015.500
127.651.700
4.051.929.586
953.740.200
17.641.280.136

554.370.730

53.215.800
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PROGRAM

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk
Pengamanan Informasi

Program Pengembangan Kebudayaan
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program Pengelolaan Permuseuman

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pembinaan Perpustakaan
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Program Pengelolaan Arsip

Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana
Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana
Pertanian

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner
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ANGGARAN
(Rp.)

39.700.000
350.000.000
125.000.000
750.000.000

4.034.706.798
1.876.469.600

65.713.000
321.389.000

70.000.000
4.696.507.602
2.832.499.725

945.000.000
3.916.636.275
5.050.945.175

508.288.000

850.000.000
883.152.000
15.763.099.457
15.687.446.000
5.737.681.000

75.000.000
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PROGRAM

Program Penyuluhan Pertanian

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program Perekonomian dan Pembangunan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
DPRD

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Kepegawaian Daerah
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ANGGARAN
(Rp.)

937.400.000
12.136.054.130

5.413.725.000
100.000.000
2.904.158.650
50.000.000

50.000.000
26.941.053.295
17.055.948.000

8.641.990.150
44.191.977.319
22.728.239.803
4.380.256.950
575.473.056
1.570.931.700
16.539.346.068

426.996.016.000
650.000.000

24.494.381.450
5.999.029.448

837.390.700
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PROGRAM

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pengawasan
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan
Asistensi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
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ANGGARAN
(Rp.)

789.000.100
585.618.200
7.405.262.187
819.850.000
317.650.000
2.534.719.439
42.255.000
34.050.000

128.590.000

10.525.000
9.050.000
2.365.429.520
32.825.000
45.700.000

193.000.000

24.600.000

43.350.000

2.375.816.117

4.166.600

38.197.200

222.747.200
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PROGRAM

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

BAB II PERENCANAAN KINERJA

ANGGARAN
(Rp.)

21.544.400
33.328.000
2.538.651.879
12.910.000
55.979.800

221.540.000

23.270.000
19.820.800
2.325.713.305
15.288.600

30.518.600

191.768.600

4.370.000
20.855.000
2.453.797.805
19.145.000
32.683.600

185.800.000

7.012.900

27.997.900

2.557.272.633
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PROGRAM

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

BAB II PERENCANAAN KINERJA

ANGGARAN
(Rp.)

28.058.600

37.496.500

209.337.200

42.129.800
55.873.200
2.392.150.248
15.000.000
35.000.000
208.912.000
55.614.400
2.233.201.390
23.000.000

39.690.000

211.000.000

15.000.000

17.250.000

2.188.930.303

22.543.600

56.222.100

220.698.500

12.389.400
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PROGRAM

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

BAB II PERENCANAAN KINERJA

ANGGARAN
(Rp.)

32.489.000
8.283.076.870
25.000.000
78.803.100

524.900.000

15.000.000
766.713.400
2.348.266.819
10.000.000
35.000.000
175.000.000
5.000.000

28.000.000

2.271.991.383

11.400.000

66.330.000

208.900.000

5.860.000
24.200.000
2.381.890.028

22.714.800
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PROGRAM ANGGARAN
(Rp.)
210 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 40.177.300
Kelurahan
211 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 157.315.200
212 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 17.680.000
213 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 33.157.600
Desa
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
214 Kabupaten/Kota 2.086.652.665
215 Program Penguatan ldeologi Pancasila dan Karakter 1.365.503.000

Kebangsaan

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga
216 Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan 1.325.310.000
Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi

217 Kemasyarakatan 4.922.397.600
218 Program Pemplnaan dan Pengembangan Ketahanan 499.635.000
Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan
219 Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik 1.189.775.400
Sosial
JUMLAH 2.449.631.876.898

Tabel 1.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Demak Tahun 2022

Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi | Angka 68,99
Tata Kelola .
Pemerintahan | Meningkatnya
yang Baik dan k::\;irf(a pelayanan |\ ks Kepuasan Masyarakat | 85 50
Bersih P . (IKM) Daerah g ’
Pemerintahan
Daerah
Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas
akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Angka 68,95
kinerja (SAKIP) Daerah
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Pemerintahan Indeks Persepsi Korupsi Angka 3,73
Daerah
Indeks Pengelolaan Angka 72.50
Keuangan Daerah
Meningkatkan Indeks Pembangunan
Sumber Daya _ Manusia (IPM) Angka 73,04
Manusia yang | Meningkatnya
Berkualitas kualitas Indeks Pendidikan Angka 0,638
dan Berdaya pendidikan
Saing Meningkatnya
derajat kesehatan | Indeks Kesehatan Angka 0,854
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan Indeks Pengeluaran Angka 0,715
masyarakat
Meningkatnya
kesetaraan dan
keadilan gender IPG (Indeks Pembangunan Angka 91,54
Gender)
dalam
pembangunan
Emisi Gas Rumah Kaca Gg
(GRK) CO2eq 1.354,88
Meningkatnya . .
Indeks Kualitas Lingkungan
kualitas . grung Angka 66,23
. . Hidup (IKLH)
lingkungan hidup
yang
berkelanjutan dan | Indeks Risiko Bencana Angka 103,45
tangguh bencana
Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi 0
peruroner, I 7 S Wi
Ekonomi dan Meninakat Laju Pertumbuhan Ekonomi
Pemerataan ening ah“ya (LPE) kategori Industri % 3,57-5,50
Kesejahteraan pertukmbu an Pengolahan
erekonomian
Masyarakat P : Laju Pertumbuhan Ekonomi
daerah berbasis . _
. (LPE) Kategori Pertanian, % 0,72-1,68
potensi lokal _
Kehutanan dan Perikanan
Meninakatnva Tingkat Pertumbuhan
investgsi da)érah Investasi Pembentukan % 5,10
Modal Tetap Bruto (PMTB)
Men'lngkatnya Persentase penl'ngkatan % 10,00
kualitas Pendapatan Asli Daerah
44
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penyelenggaraan | (PAD) Sektor Pariwisata
sektor pariwisata
_ Tingkat Kemiskinan % 10,67-13,05
Menurunnya .
jumlah Tingkat Pengangguran % 6.57-7.49
Terbuka
pengangguran
Meningkatnya
pemerataan
kondisi sosial Indeks Gini Angka | 0,270-0,298
ekonomi
masyarakat
No PROGRAM ANGGARAN (Rp.)
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 265.557 586.922.29
Kabupaten/Kota
2 Program Pengelolaan Pendidikan 228.462.041.592
3 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 540.000.000
4 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan 132 662.189.759
Upaya Kesehatan Masyarakat
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 7 342 760.000
Kesehatan
6 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan 528.094.000
Minuman
7 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 1.695.485.125
8 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 15.823.806.000
9 Program Peng.elollaan dan Pengembangan Sistem 8.767 585.000
Penyediaan Air Minum
10 P.rogram Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air 13.012.482.000
Limbah
11 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 910.000.000
Drainase
12  Program Penataan Bangunan Gedung 48.113.129.685
13 Program Penyelenggaraan Jalan 102.863.717.272
14  Program Pengembangan Jasa Konstruksi 66.194.000
45
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PROGRAM
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah
Program Pengembangan Perumahan
Program Kawasan Permukiman

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum (PSU)

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban
Umum

Program Penanggulangan Bencana

Program Pemberdayaan Sosial

Program Rehabilitasi Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Penanganan Bencana

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Hubungan Industrial

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan

Program Perlindungan Perempuan
Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

ANGGARAN (Rp.)
750.000.000
640.000.000

6.062.400.000
2.973.950.000
94.527.458.250
2.600.000.000
186.112.500
2.470.146.365
2.549.530.484
714.337.100
2.201.269.700
13.760.083.317
3.144.196.000
25.735.000
3.450.233.550
245.000.000
130.000.000
42.250.000
102.275.500
555.000.000
15.000.000

200.000.000
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PROGRAM

Program Perlindungan Khusus Anak

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk
Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan Masyarakat

Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau
Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Limbah B3)

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin
Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH)

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk
Masyarakat

Program Pengelolaan Persampahan
Program Pendaftaran Penduduk

Program Pencatatan Sipil

Program Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan

Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,
Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program Pengendalian Penduduk

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga
Sejahtera (KS)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan (LLAJ)

Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program Aplikasi Informatika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

ANGGARAN (Rp.)
137.980.419
4.000.000.000
1.047.000.000
1.860.000.000

1.674.990.000

75.000.000

40.000.000

30.500.000
2.633.303.000
154.294.000
78.667.000
95.004.000
55.526.200
9.190.200.000
982.473.800
166.032.000
6.886.935.300
6.002.960.000
5.259.500.000
1.384.900.000

754.858.000
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PROGRAM

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,
Dan Usaha Mikro (UMKM)

Program Pengembangan UMKM

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Kepemudaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Keolahragaan

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk
Pengamanan Informasi

Program Pengembangan Kebudayaan

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Program Pengelolaan Permuseuman

Program Pembinaan Perpustakaan

Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Program Pengelolaan Arsip

Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

BAB II PERENCANAAN KINERJA

ANGGARAN (Rp.)
279.000.000
1.290.200.000
60.000.000
40.125.000
88.900.000
192.747.700
449.015.500
127.651.700
561.941.100
27.888.019.136
754.659.330
57.715.800
39.700.000
400.000.000
125.000.000
750.000.000
1.912.219.600
65.713.000
358.389.000
70.000.000
2.702.499.725

1.125.700.000
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PROGRAM
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana
Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana
Pertanian

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program Penyuluhan Pertanian

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program Perekonomian dan Pembangunan

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
DPRD

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Kepegawaian Daerah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

ANGGARAN (Rp.)
4.276.636.275
869.088.000
958.795.380
1.088.702.000
14.472.495.850
9.815.035.211
148.000.000
720.662.000
12.833.225.123
100.000.000
800.000.000
50.000.000
47.454.000
19.477.198.000
2.072.431.800
24.024.575.803
573.354.500
1.572.032.600
426.981.662.000
1.130.000.000
25.052.571.061

1.565.510.700
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PROGRAM
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan
Asistensi

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Program Penguatan ldeologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga
Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan
Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan
Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik
Sosial

JUMLAH

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Demak Tahun 2022

BAB II PERENCANAAN KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

1.184.400.000
515.055.500
986.200.000
301.300.000
230.153.600
612.136.300
2.699.630.200.00
213.891.500

1.371.144.925.00
1.336.903.000

1.523.810.000

4.422.397.600

424.835.000

1.061.592.400

2.631.052.249.759.29
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku
kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan
indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas
kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan
kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung
keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2022 didasarkan pada hasil
pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang mencakup penetapan kinerja
tahun 2022, pengukuran pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target
dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 — 2026 serta Peraturan Bupati Demak
Nomor 1 tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak.
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Demak diukur mengacu pada Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengacu pada regulasi tersebut maka kinerja Pemerintah Kabupaten Demak diukur
berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Bupati
Demak Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati
Demak tahun 2022. Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2022 ini
menyajikan pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja Perubahan Bupati Tahun 2022.

Bab ini akan menyajikan uraian pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja
sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja,
membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi
dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program yang
mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait

sasaran/indikator kinerja. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah,

51
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menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai
berikut:

Tabel I1l.1

Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1 91% <100% Sangat Tinggi
2 76% < 90% Tinggi
3 66% < 75% Sedang
4 51% < 65% Rendah
5 <50% Sangat Rendah -

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017

Penghitungan persentase pencapaian target kinerja menggunakan dua cara, yaitu :
a. Pada indikator positif, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang
semakin baik, maka digunakan rumus :
% pencapaian kinerja = Realisasi x 100%
Target
b. Pada indikator negatif, semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah
pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

% pencapaian kinerja = Rencana-(Realisasi-Rencana) x 100%

Rencana
Pengukuran terhadap kinerja meliputi capaian kinerja serta efisiensi dan efektivitas
sumber daya. Efisiensi diukur dengan selisih capaian realisasi kinerja dengan realisasi
anggaran. Sedangkan efektivitas adalah dengan mengukur capaian kinerja dibagi

capaian anggaran dikali 100%.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Pemerintah Kabupaten Demak telah melaksanakan tugas dalam rangka
mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021. Pengukuran target
kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Bupati Demak No 1
Tahun 2022 akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi
kinerja. Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Demak Tahun 2022 dapat
dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 111.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Demak Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

. , . Realisasi TA. 2022
Tujuan [ Sasaran Indikator Kinerja 2019 | 2020 | 2021 | Target | Realisasi | Capaian Ket
Tujuan 1 : Meningkatkan :
Tata Kelola Pemerintahan | "0k REOM3SE | o) o1 | 6499 | ©© | 6899 | 6004 | 10138
. . Birokrasi 2
yang Baik dan Bersih
Sasaran 1 : Meningkatnya Indeks Kepuasan 85.8
kinerja pelayanan publik Masyarakat (IKM) 83.59 | 84.86 1' 85.5 85.93 100.50
Pemerintahan Daerah Daerah
Nilai SAKIP Daerah | 63.11 | 64.95 | 66.4 | 68.95 68.96 100.01
Indeks Persepsi 3,915 | 3.25
Sasaran 2 : Meningkatnya Korupsi NA 6 6 373 37128 99.94
akuntabilitas kinerja Indeks
Pemerintahan Daerah Pengelolaan 5995 | 67.84 ) 698 72.5 71.6441 98.82
96 21 288
Keuangan Daerah
Rata - Rata 99.59
Tujuan 2 : Meningkatkan
Sumber Daya Manusia yan Indeks 72.5
o Yahg | pembangunan NA | 7222 | 27| 7304 | 7336 | 100.44
Berkualitas dan Berdaya . 7
, Manusia (IPM)
Saing
Sasaran 3: Meningkatnya 1|0\ pendidikan | 0613 | 0.627 | 00 | 0638 | 0640 | 10036
kualitas pendidikan 2
Sasaran 4 : Meningkatnya 0.85
derajat kesehatan Indeks Kesehatan NA | 0.852 '3 0.854 0.854 100
masyarakat
Sasaran 5 : Meningkatnya | Indeks 0.365 | 0.357 | 0.36 | 0.715 | 0.379 53 | Rendah
pendapatan masyarakat Pengeluaran 1
Sasaran 6 : Meningkatnya IPG (Indeks 911
kesetaraan dan keadilan Pembangunan 90.57 | 90.90 6. 91.54 91.16 99.58
gender dalam pembangunan | Gender)
Tujuan 2 : Meningkatkan
Sumber Daya Manusia yang - 1.543, | 1.35 | 1354.8 .
Berkualitas dan Berdaya Emisi GRK NA 65 4.96 8 1.500,21 89.27 Tinggi
Saing
Indeks Kualitas 68.0
Lingk Hid 53.72 | 59.79 ' 66.23 54.84 82.80 Tinggi
Sasaran 7 : Meningkatnya (Il}:EHl;ngan ap 4 n3g
kualitas lingkungan hidup —
yang berkelanjutan dan Indeks Risiko M8.2 110571105 1 yna a5 | 10388 | 9958
Bencana 1 7 21
tangguh bencana
Rata - rata 91.19
Tujuan 3 : Meningkatkan | Laju Pertumbuhan | NA | -0.23 | 262 | 357- | 525 115.64
53
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. , . Realisasi TA. 2022
Tujuan [ Sasaran Indikator Kinerja 2019 | 2020 | 2021 | Target | Realisasi | Capaian Ket
Pertumbuhan Ekonomi dan | Ekonomi (LPE) 4.54
Pemerataan Kesejahteraan
Masyarakat
LPE kategori 357
Industri NA NA | 4.65 ' 6.84 191.6
5.50
Pengolahan
Sasaran 8 : Meningkatnya LPE Kategori
pertumbuhan perekonomian | Pertanian, 0.72-
daerah berbasis potensi lokal | Kehutanan dan NA - NATATT g 0.5 0
Perikanan
Rata - rata 95.8
o Tingkat
Sasaran 9 : Meningkatnya | oo b an 554 | 977 | 398 | 5.1 3.39 66.47 | Sedang
investasi daerah .
Investasi (PMTB)
Sasaran 10 : Meningkatnya Persentase 775
kualitas penyelenggaraan peningkatan PAD 7.29 | -72.1 1' 10 240.23 2402.3
sektor pariwisata Sektor Pariwisata
Tujuan 3 : Meningkatkan
iiﬁiﬂ?:::'&f:;';ﬁtﬂ::: Tingkat Kemiskinan | NA | NA 122'9 11%%2 1200 | 107.36
Masyarakat
Sasaran 11 : Menurunnya Tingkat 6.57-
jumiah pengangguran Pengangguran 546 | 578 | 528 749 6.110 107
Terbuka
Sasaran 12 : Menlln_gkat.nya N 036 | 0.270-
pemerataan kondisi sosial Indeks Gini NA NA 0.300 99.33
. 8 0.298
ekonomi masyarakat

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Demak, 2022

Sedangkan Rekapitulasi Nilai Capaian Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel I11.3
Rekapitulasi Nilai Capaian Kinerja Tahun 2022

No

Predikat Kerja

Jumlah Indikator

%

2 | Tinggi 2 9.53
3 | Sedang 1 4.76
4 | Rendah 1 4.76

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Demak, 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
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Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) Tujuan Daerah 12 (dua belas)

Sasaran Daerah dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 2
(dua) Tujuan Daerah dengan predikat “Sangat Tinggi’, 1 (satu) Tujuan Daerah predikat
“Tinggi”. 10 (sepuluh) Sasaran Daerah dengan predikat “Sangat Tinggi”, 1 (satu) Sasaran
Daerah predikat “Sedang”, 1 (satu) Sasaran Daerah predikat “Rendah”. 16 (enam belas)
Indikator Kinerja Predikat "Sangat Tinggi” dengan prosentase 76.19%. 2 (dua) Indikator
Kinerja predikat “Tinggi”. 1 (satu) Indikator predikat “Sedang”. 1 (satu) Indikator predikat
“‘Rendah”. 1(satu) Indikator predikat “Sangat Rendah”. Adapun penjelasan lebih lanjut tiap

indikator kinerja tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Analisis Kinerja Tujuan 1 : “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan

Bersih”.

Hasil pengukuran capaian kinerja tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang

Baik dan Bersih” dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 101.38% dan

masuk kategori “Sangat Tinggi” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel IIl.4
Capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

1 | Indeks Reformasi 6291 | 6499 | 6662 | 6899 | 69.94 7699 | 8653%
Birokrasi

Sumber : Bag. Organisasi Setda, 2022

Indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi merupakan Penilaian pelaksanaan
Reformasi Birokrasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi pertama kali
dilaksanakan pada tahun 2019. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2019
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Demak adalah sebesar 62.91. Terjadi
peningkatan pada tahun 2020 dimana Indeks Reformasi Kabupaten Demak menjadi 64.99.
Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022
Tanggal 6 Desember 2022 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Demak adalah sebesar
69.94 lebih tinggi dari Indeks RB tahun 2021 dengan angka 66.62. Rincian Hasil Evaluasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 1.5
Rincian Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Demak tahun 2020 - 2021

No. Komponen Penilaian Bobot 2020 NZI:)aZI 1 2022
| Komponen Pengungkit
1 Pemenuhan 20.00 12.39 13.81 13.86
2 Hasil Antara Area Perubahan 10.00 5.50 5.96 6.61
3 Reform 30.00 12.73 14.00 17.38
Total Komponen Pengungkit (A) 60.00 30.62 33.77 37.85
Il Komponen Hasil
1 Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 10,00 7,42 7.55 7.83
2 Kualitas Pelayanan Publik 10,00 9,03 8.54 9.40
3 Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN 10,00 9,28 8.82 8.26
4 Kinerja Organisasi 10,00 8,66 7.94 6.60
Total Komponen Hasil (B) 40,00 34,38 32.85 32.09
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) 100,00 64,99 66.62 69.94

Sumber : LHE RB Tahun 2020-2022

Sehubungan dengan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Demak tahun 2022 dengan nilai 69.94, dapat dilihat bahwa setiap tahun Indeks
Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan. Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi
Tahun 2022 adalah 101.38% dengan realisasi 69.94 dari target 68.99. Capaian terhadap
akhir RPIJMD sebesar 86.53% apabila dibandingkan dengan target akhir RPIMD sebesar
76.99.

Instansi Pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi kategori Baik
adalah Instansi Pemerintah yang memiliki nilai total Komponen Pengungkit + Komponen
Hasil diatas 60, atau memiliki predikat B keatas. Indeks Reformasi Birokrasi Kategori Baik
diukur dari jumlah Instansi Pemerintah dengan nilai Reformasi Birokrasi diatas 60 pada
tahun bersangkutan dibagi jumlah populasi Instansi Pemerintah.

Perbandingan realisasi nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah di

wilayah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki Indeks RB “Baik” tahun 2022 adalah:

Perbandingan nilai Indeks Reformasi Biro-ll;?:seilélil;/snayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
NO KAB/KOTA NILAIRB | PREDIKAT
1 | BANYUMAS 73.08 BB
2 | SEMARANG KOTA 72.68 BB
3 | PEKALONGAN KOTA 71.04 BB
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NO KAB/KOTA NILAIRB | PREDIKAT
4 | SURAKARTA 70.78 BB
5 | DEMAK 69.94 B
6 | CILACAP 69.27 B
7 | KUDUS 69.21 B
8 | BOYOLALI 68.76 B
9 | MAGELANG 68.24 B
10 | PURBALINGGA 67.89 B
11 | TEGAL KAB. 67.41 B
12 | TEGAL 67.33 B
13 | SALATIGA 66.85 B
14 | SALATIGA 66.85 B
15 | WONOGIRI 66.58 B
16 | PEKALONGAN KAB. 66.56 B
17 | KENDAL 66.51 B
18 | GROBOGAN 66.25 B
19 | PURWOREJO 65.48 B
20 | BATANG 65.15 B
21 | TEMANGGUNG 64.61 B
22 | KEBUMEN 62.81 B
23 | SRAGEN 62.57 B
24 | KARANGANYAR 62.01 B
25 | REMBANG 61.99 B
26 | PEMALANG 61.76 B
27 | PEMALANG 61.76 B
28 | BANJARNEGARA 61.66 B
29 | WONOSOBO 61.07 B
30 | JEPARA 60.89 B
31 | SEMARANG KAB 60.03 B
32 | KLATEN 59.61 cC
33 | SUKOHARJO 59.59 cC
34 | BLORA SRS CcC
35 | BREBES 58.54 CcC

Sumber : Biro Organisasi Prov. Jateng, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Demak berada pada peringkat
5 (lima) diantara 35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.

Beberapa faktor yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
diantaranya adalah:
1. Kepemimpinan yang kuat dan konsisten.

Kepemimpinan yang kuat dan konsisten dapat memberikan arahan dan dukungan yang

diperlukan untuk mengimplementasikan reformasi.
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2. Partisipasi aktif dari seluruh stakeholder.

Partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pegawai birokrasi, masyarakat, dan
pemerintah, dapat memperkuat implementasi reformasi.

3. Kebijakan yang konsisten dan terintegrasi.

Kebijakan yang konsisten dan terintegrasi dapat memastikan bahwa reformasi
dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

4. Sistem pengawasan yang efektif.

Sistem pengawasan yang efektif dapat memastikan bahwa reformasi dilaksanakan
sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

5. Pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan dan pelatihan yang tepat dapat memastikan bahwa pegawai birokrasi

memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020, yang
menggunakan kriteria dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan
kriteria pada tools evaluasi sebelumnya. Tools evaluasi yang baru menekankan pada aspek
reform (30%), penilaian hasil antara (10%), sedangkan aspek pemenuhan hanya sebesar

20%. Dengan perubahan tools evaluasi yang begitu signifkan, maka diperhitungkan bahwa

instansi pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap tools evaluasi tersebut.

Konsekuensinya adalah pada tahun-tahun awal periode Renstra (tahun 2020 - 2021) instansi

pemerintah tidak akan mengalami kenaikan indeks RB, bahkan untuk instansi pemerintah

yang tidak responsif, indeks RB dimungkinkan turun. Tantangan pelaksanaan reformasi
birokrasi adalah kurangnya komitmen dari pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan
perbaikan tata kelola pemerintah.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi di

Kabupaten Demak diantaranya adalah :

1. Pandemi Covid-19 menyebabkan proses asistensi dan evaluasi tidak dapat dijalankan
seperti biasanya.

2. Pemotongan anggaran yang dialami oleh hampir seluruh instansi pemerintah
menyebabkan penguatan pelaksanaan RB menjadi berkurang.

3. Regulasi baru (Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi 2020-2024, Peraturan Menteri PANRB No. 26 Tahun 2020 tentang
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi). Penerapan Reformasi Birokrasi
Tematik yang dapat menyelesaikan permasalahan nyata di tengah masyarakat, sehingga
instansi pemerintah memerlukan adaptasi kembali atas implementasi kebijakan tersebut.

4. Kekakuan dalam struktur organisasi dan sistem kerja yang ada, yang menyulitkan

perubahan dan peningkatan efisiensi.
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5. Paradigma tatanan baru birokrasi untuk program pembangunan yang kolaboratif, dinamis

dan terintegrasi.

Beberapa hal yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Demak dalam meningkatkan

Indeks Reformasi Birokrasi antara lain:

1. Koordinasi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Demak, sebagai
upaya menyamakan kebijakan dan strategi dalam mendorong percepatan pelaksanaan
RB.

2. Memaksimalkan peran agen perubahan yang dibuktikan dengan prestasi yang diraih
agen perubahan sepertii Penghargaan SP4N LAPOR dan Smart City dari
Kemenkominfo, Penghargaan Top 45 KIPP, Anugerah Parahita Ekapraya, dsb.

3. Melakukan internalisasi Core Values ASN BerAkhlak dan Employer Branding “Bangga
Melayani Bangsa” serta melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman pegawai thd 8
Area Perubahan RB melaui :

a. Launching dan sosialisasi SE Bupati Demak Nomor : 061/51 Tahun 2021 tentang
Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak pada tanggal 23 November 2021 oleh
Bupati Demak yang dihadiri oleh Kepala beserta Sekretaris Perangkat Daerah.

b. Penandatanganan Pencanangan Core Values ASN BerAKHLAK dan Employer
Branding ASN “Bangga Melayani Bangsa” pada tanggal 23 November 2021 oleh
Bupati dan seluruh Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Demak sebagai bentuk
komitmen bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Demak siap untuk menerapkan Core Values ASN BerAKHLAK yaitu :
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
dan siap untuk menerapkan Employer Branding ASN vyaitu Bangga Melayani
Bangsa.

c. Sosialisasi serta Penggalian Perwujudan Perilaku Spesifik Core Values dan
Employer Branding ASN dengan mendatangkan Narasumber dari Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 November 2022 yang
diikuti oleh Sekretaris Perangkat Daerah beserta Kasubbag Umum dan
Kepegawaian.

d. Monitoring Sosialisasi dan Internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK dan
Employer Branding ASN “Bangga Melayani Bangsa” pada 41 (Empat Puluh Satu)
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak pada tanggal 30
November — 5 Desember 2022.

4. Menyempurnakan peta keterkaitan antar kebijakan yang disusun serta melakukan

tindak lanjut hasil pemetaan.
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5. Melakukan sosialisasi serta pendampingan penyusunan Peta Proses Bisnis (Probis).

6. Meningkatkan implementasi sistem merit dgn mengoptimalkan Manajemen SDM
melalui:

a. Penetapan SKP melalui dialog kinerja dan ekspektasi pimpinan yg dituangkan ke
Matrik Peran Hasil

b. Penyusunan dan evaluasi Standar Kompetensi Jabatan

c. Melaksanakan assesment kepada seluruh pegawai

d. Menyusun regulasi (Perbup) terkait 8 aspek penilaian dalam sistem merit

7. Menyempurnakaan ukuran kinerja individu sehingga lebih berorientasi hasil melalui :

a. Pendampingan penyusunan PK eselon Il sampai level pelaksana dan pengecekan /
desk persandingan PK dengan cascading

b. Menambahkan menu PK (tahunan dan triwulanan) pada aplikasi e kinerja dan telah
diformalkan melalui Perbup Demak Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan
Keempat atas Perbup Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai

c. Sosialisasi Pengisian PK pada E-Klnerja

8. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi APIP melalui diklat/  bimtek/
workshop/pelatihan/ webinar.

Adapaun langkah ke depan yang akan dilakukan antara lain :

1. Sosialisasi tentang RB Tematik penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi,
digitalisasi administrasi pemerintahan, dan prioritas nasional, dan mempermudah proses
knowledge sharing.

2. Meningkatkan kolaborasi antar perangkat daerah untuk mewujudkan evaluasi bersama
pelaksanaan reformasi birokrasi agar pembangunan reformasi birokrasi dapat selaras
dan bersinergi dengan baik.

3. Merumuskan kebijakan terkait reward and punishment sebagai stimulus untuk
meningkatkan pelaksanaan RB di pemerintah Kabupaten Demak.

2. Analisis Kinerja Sasaran 1 : “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Pemerintahan
Daerah”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan publik
Pemerintahan Daerah” dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah
mencapai 100.50% dan termasuk predikat “Sangat Tinggi” sebagaimana disajikan

dalam tabel berikut :
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Tabel I11.7
Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks
Kepuasan 83.59 84.86 85.81 85.5 85.93 88 97.65%

Masyarakat

Sumber data : Bag. Organisasi Setda, 2022
Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pengukuran survey kepuasan pengguna

layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari Survei Kepuasan Masyarakat pada 41
(Empat Puluh Satu) Perangkat Daerah dan 29 (dua puluh sembilan) unit organisasi di
Kabupaten Demak. Realisasi IKM Kabupaten Demak tahun 2022 meningkat dibandingkan
IKM tahun-tahun sebelumnya. Berpedoman pada Peraturan Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, untuk memudahkan
interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 — 100 maka hasil penilaian tersebut
dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

SKM Unit Pelayanan x 25

Merujuk pada rumus tersebut, perolehan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kabupaten Demak di Tahun 2022 sebesar 85.93. Jika dibandingkan dengan target nilai
indeks 85.50 maka diperoleh capaian sebesar 100.50 % dan apabila dibandingkan dengan
target akhir RPJMD yang sebesar 88 maka capaian kinerja adalah 97.65% dengan predikat
capaian “Sangat Baik”. Pada tahun 2020 IKM Kab. Demak mengalami peningkatan dengan
angka 84.86 apabila dibandingkan dengan IKM tahun 2019 dengan angka 83.59. IKM Kab.
Demak tahun 2022 naik 0.12 apabila dibandingkan dengan tahun 2021.

Adapun hasil Survei Kepuasan Masyarakat per Perangkat Daerah dan unit organisasi

adalah sebagai berikut:
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Tabel 111.8
Peringkat Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah Tahun 2022

1 | KEC. BONANG 93.06

2 | BPBD 92.06

3 | DINPUTARU 92.04

4 | DINLUTKAN 92.03

5 | RSUD SUNAN KALIJAGA 90.69

6 | DINKOMINFO 90.2

7 | DINPORA 90.11

8 | DINAS PARIWISATA 90.04

9 | DINPERTAN & PANGAN 89.93
10 | BAPPEDA LITBANG 89.45
11 | DINPMPTSP 89.43
12 | DINAS KESEHATAN 89.16
13 | DINDUKCAPIL 89.15
14 | DINPERMADES & KB 88.85
15 | BKPP 88.81
16 | KEC. SAYUNG 88.75
17 | SEKRETARIAT DAERAH 88.7
18 | RSUD SULTAN FATAH 88.5
19 | INSPEKTORAT 88.41
20 | DINDAGKOP & UKM 88.38
21 | BAKESBANGPOL 88.19
22 | KEC. MIJEN 88.1
23 | DINHUB 87.98
24 | KEC. KARANGANYAR 87.75
25 | DINPERPUSAR 87
26 | PUSKESMAS WONOSALAM 1 86.76
27 | DINSOS P2PA 86.58
28 | SEKRETARIAT DPRD 86.16
29 | SATPOL PP 85.72
30 | BPKPAD 85.71
31 | DINNAKERIN 85.7
32 | DINDIKBUD 85.44
33 | KEC. DEMAK 85.22
34 | DLH 85.17
35 | PUSKESMAS KEBON AGUNG 85.06
36 | PUSKESMAS MIJEN 1 84.88
37 | KEC. WONOSALAM 84.52
38 | PUSKESMAS GUNTUR 1 84.4
39 | PUSKESMAS BONANG 1 84.18
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40 | PUSKESMAS Kr. ANYAR 1 84.01
41 | KEC. MRANGGEN 83.9
42 | PUSKESMAS MIJEN 2 83.89
43 | PUSKESMAS Kr. AWEN 1 83.88
44 | PUSKESMAS MRANGGEN 1 83.72
45 | KEC. GAJAH 83.62
46 | PUSKESMAS BONANG 2 83.56
47 | DINPERKIM 83.46
48 | PUSKESMAS WEDUNG 1 83.23
49 | KEC. KARANGAWEN 83.17
50 | PUSKESMAS DEMAK 3 83.15
51 | KEC. KARANGTENGAH 83.08
52 | PUSKESMAS GAJAH 1 83.06
53 | PUSKESMAS WONOSALAM 2 82.89
54 | PUSKESMAS DEMAK 1 82.44
55 | PUSKESMAS GAJAH 2 82.41
56 | PUSKESMAS WEDUNG 2 81.96
57 | PUSKESMAS DEMAK 2 81.9
58 | PUSKESMAS SAYUNG 1 81.81
59 | PUSKESMAS GUNTUR 2 81.78
60 | PUSKESMAS Kr. TENGAH 81.73
61 | PUSKESMAS MRANGGEN 2 81.39
62 | KEC. WEDUNG 81.29
63 | KEC. GUNTUR 81.23
64 | KEC. KEBONAGUNG 81.19
65 | PUSKESMAS Kr. AWEN 2 81.18
66 | KEC. DEMPET 81.03
67 | PUSKESMAS MRANGGEN 3 80.98
68 | PUSKESMAS Kr. ANYAR 2 80.91
69 | PUSKESMAS DEMPET 80.39
70 | PUSKESMAS SAYUNG 2 80.21

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Demak, 2022
Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat pada 41 (Empat Puluh Satu) Perangkat
Daerah dan 29 (dua puluh sembilan) unit organisasi di Kabupaten Demak didapat bahwa
nilai IKM tertinggi didapat oleh Kecamatan Bonang dengan angka 93.06. Faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah :
a. Meningkatnya implementasi budaya pelayanan “Berorientasi Pelayanan” sebagai
budaya kerja organisasi perangkat daerah.
b. Meningkatnya aspek kebijakan pelayanan yang meliputi standar pelayanan,

maklumat pelayanan, dan survey kepuasan masyarakat.
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c. Tersedianya sistem informasi pelayanan meliputi Sistem Informasi Elektronik dan

Sistem Informasi Non Elektronik .

d. Responsifitas dalam menangani pengaduan masyarakat, serta kemudahan akses
pengaduan dan konsultasi.

e. Pengembangan inovasi yang merupakan bauran dari beberapa aspek pelayanan
dalam upaya untuk lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Adapun tantangan yang dihadapai dalam pencapaian sasaran ini, antara lain:
Meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas dan efisiensi pelayanan.

b. Kemajuan teknologi yang cepat yang memerlukan adaptasi yang cepat dalam pelayanan
publik.

c. Masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan dalam
pelayanan.

Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan antara lain :

a. Melaksanakan digitalisasi pelayann public guna meningkatkan kualitas dan efisiensi
pelayanan Meningkatkan (Scale up) kompetensi pegawai di bidang pelayanan publik
yang mendukung profesionalisme SDM pelayanan;

b. Melaksanakan digitalisasi pelayanan publik guna meningkatkan kualitas dan efisiensi
pelayanan

c. Membentuk Mall Pelayanan Publik, sebagai sumber informasi pelayanan publik dari
berbagai aspek pelayanan meliputi : kebijakan pelayanan, sarana dan prasarana,
konsultasi dan pengaduan, sistem informasi pelayanan.

Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah dengan indikator

Indeks Kepuasan Masyarakat dicapai melalui program dan anggaran sebagaimana tampak

pada tabel berikut:

Tabel 111.9
Program dan Anggaran indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
o %

No Program Anggaran Realisasi Capaian
Program Penunjang Urusan

1 Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 422.029.713.685 | 378.783.127.835 89.75
Program Penyelenggaraan Pemerintahan

2 | dan Pelayanan Publik 230.153.600 219.467.900 95.36
Program Pemberdayaan Masyarakat

3 Desa dan Kelurahan 612.136.300 593.539.800 96.96
Program Koordinasi Ketentraman Dan

4 | Ketertiban Umum 2.699.630.200 2.655.635.450 98.37
Program Penyelenggaraan Urusan

5 Pemerintahan Umum 213.891.500 208.301.500 97.39
Program Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa 1.371.144.925 1.332.621.525 97.19
Program Kepegawaian Daerah 1.500.890.900 1.066.357.080 71.05
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No Program Anggaran Realisasi 2
Capaian

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas

8 | dan Fungsi DPRD 24.024.575.803 21.153.323.852 88.05
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas

9 | Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 5.259.500.000 5.241.659.367 99.66

10 | Program Pendaftaran Penduduk 154.294.000 146.980.000 95.26

11 | Program Pencatatan Sipil 78.667.000 78.464.000 99.74
Program Pengelolaan Informasi

12 | Administrasi Kependudukan 95.004.000 94.896.100 99.89

13 | Program Pelayanan Penanaman Modal 192.747.700 192.318.950 99.78
Jumlah 458.462.349.613 | 411.766.693.359 89.81

Sumber : Bag. Organisasi Setda Kab. Demak, Kecamatan, BKPP Kab. Demak, Set DPRD Kab.

Demak, Dinhub Kab. Demak, Dindukcapil Kab. Demak, DPMPTSP Kab. Demak 2022

Berdasarkan tabel di atas Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah

Daerah dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat didukung oleh 13 (tiga belas)

program dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 411.766.693.359,- dari pagu anggaran

sebesar Rp. 458.462.349.613,- dengan capaian realisasi anggaran 89.81% dengan rincian

program sebagai berikut :

1.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diampu oleh 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemkab. Demak. Program ini memiliki indikator Persentase pelayanan sesuai standar
pelayanan dengan capaian kinerja 100%. Hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja
indikator IKM Daerah mencapai 100.50%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh
pelayanan pada 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah telah sesuai dengan standar.
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diampu oleh 14 (empat belas) Kecamatan di Lingkungan Pemkab. Demak.
Program ini memiliki indikator Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik yang baik dengan capaian kinerja 100%.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diampu oleh 14 (empat belas) Kecamatan di Lingkungan Pemkab. Demak.
Program ini memiliki indikator Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang
Aktif dengan capaian kinerja 100%

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini diampu oleh 14 (empat belas) Kecamatan di Lingkungan Pemkab. Demak.
Program ini memiliki indikator Cakupan keamanan wilayah dengan capaian kinerja
100%.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
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10.

11.

12.

13.

Program ini diampu oleh 14 (empat belas) Kecamatan di Lingkungan Pemkab. Demak.
Program ini memiliki indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
dilaksanakan dengan capaian kinerja 100%

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diampu oleh 14 (empat belas) Kecamatan di Lingkungan Pemkab. Demak.
Program ini memiliki indikator Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan
Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa dengan capaian kinerja 100%
Program Kepegawaian Daerah

Program ini diampu oleh BKPP. Program ini memiliki indikator Persentase layanan
kepegawaian yang tepat waktu dengan capaian kinerja 100%

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diampu oleh Sekretariat DPRD. Program ini memiliki indikator Persentase
Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi dengan capaian kinerja 100%

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diampu oleh Dinas Perhubungan. Program ini memiliki indikator Persentase
sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik dengan capaian kinerja 100%
Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diampu oleh Dnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Program ini memiliki
indikator persentase perekaman KTP elektronik dengan capaian kinerja 102.52%
Program Pencatatan Sipil. Program ini diampu oleh Dnas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil. Program ini memiliki indikator Persentase kepemilikan dokumen
pencatatan sipil dengan capaian kinerja 111.08%

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Program ini diampu oleh
Dnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Program ini memiliki indikator Persentase
perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja
sama dengan capaian kinerja 100%

Program Pelayanan Penanaman Modal. Program ini diampu oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Program ini memiliki indikator Jumlah
perizinan yang dikeluarkan sesuai standar dengan capaian 97.29%.

Adapun tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya atas sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah dengan indikator Indeks

Kepuasan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 111.10

Meningkatnya
kinerja
pelayanan
publik
Pemerintahan
Daerah

Indeks
Kepuasan
Masyarakat

Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Sat
uan

Kinerja

Keuangan

Tar
get

Reali
sasi

Inde
ks

85.5

85.5

CAPAIAN INDIKATOR

(%)

o =S

Program

Pagu

realisasi

%

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

422.029.713.6
85

378.783.127.
835

89.75

Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik

230.153.600

219.467.900

95.36

Program
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Dan Kelurahan

612.136.300

593.539.800

96.96

Program Koordinasi
Ketentraman Dan
Ketertiban Umum

2.699.630.200

2.655.635.45
0

98.37

Program
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
Umum

213.891.500

208.301.500

97.39

Program
Pembinaan Dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa

1.371.144.925

1.332.621.52
5

97.19

Program
Kepegawaian
Daerah

1.500.890.900

1.066.357.08
0

71.05

Program Dukungan
Pelaksanaan Tugas
Dan Fungsi Dprd

24.024.575.80
3

21.153.323.8
52

88.05

Program
Penyelenggaraan
Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan
(Llaj)

5.259.500.000

5.241.659.36
7

99.66

o -

Program
Pendaftaran
Penduduk

154.294.000

146.980.000

95.26

Program
Pencatatan Sipil

78.667.000

78.464.000

99.74

N —

Program
Pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan

95.004.000

94.896.100

99.89

w =

Program Pelayanan
Penanaman Modal

192.747.700

192.318.950

99.78

Total

458.462.349.6
13

411.766.693.
359

89.81

TINGKAT EFISIENSI 10.69
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uan ar eal (%) n Program Pagu realisasi %
get | sasi 0

TINGKAT EFEKTIFITAS 111.90%

Sumber : Bagian Organisasi Setda, 2022
Berdasarkan tabel di atas Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah
Daerah dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki tingkat efisiensi 10.69 yang
didapat dari selisih capaian kinerja dengan capaian anggaran (100.50 — 89.81= 10.69) dan
tingkat efektivitas 111.90% yang didapat dari capaian kinerja dibagi capaian anggaran dikali
100 (100.50/89.81*100=111.90).
3. Analisis Kinerja Sasaran 2 : “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
Daerah”.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Pemerintahan Daerah” dengan Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Daerah, Indeks Persepsi Korupsi (IPAK), Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah (IPKD) mencapai 99.59% dan termasuk predikat “Sangat Tinggi”
sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 111.11
Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Nilai SAKIP

Daerah

63.11 64.95 66.4 68.95 68.96 76.95 86.29

Indeks
Persepsi NA 3,9156 3.256 3.73 3.728 3.77 98.88

Korupsi

Indeks

Pengelolaan
59.9596 67.8421 69.8288 72.50 71.6441 82.50 86.84
Keuangan

Daerah

Rata - rata Capaian

Sumber : Bag. Organisasi Setda, Inspektorat Daerah, Bappelitbangda Kab. Demak, 2022

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah diukur melalui 3

(tiga) indikator yaitu :
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A. Nilai SAKIP Daerah

Nilai SAKIP Daerah merupakan Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi No. 88 Tahun 2021 Tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan RPIJMD 2021 — 2026 Nilai
SAKIP Daerah tahun 2022 memiliki target 68.95.

Capaian Indikator Nilai SAKIP Daerah Kab. Demak dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 111.12
Capaian Indikator Nilai SAKIP Daerah

Nilai SAKIP
Daerah

63.11 64.95 66.4 68.95 68.96 76.95 86.29

Sumber : Bag. Organisasi Setda Kab. Demak, 2022

Hasil evaluasi penerapan SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Demak oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang disampaikan
melalui surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/1006/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten
Demak memperoleh nilai 68.96 atau Predikat B. Nilai ini meningkat sebesar 2.56
dibandingkan dengan tahun 2021. Hasi Evaluasi SAKIP tahun 2020 adalah 64.95. Apabila
dibandingkan dengan tahun 2019 dimana nilai SAKIP Demak adalah 63.11, nilai SAKIP
Tahun 2022 meningkat sebesar 5.85. Adapun rincian Nilai SAKIP Kabupaten Demak tahun
2019 — 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 111.13
Rincian Nilai Akuntabilitas Kinerja Kab. Demak 2019 -2022

Nilai Nilai
No | Komponen yang dinilai Bobot Bobot
2019 2020 2021 2022
1 | Perencanaan Kinerja 30 21.16 2146 21.62 30 22.08
2 | Pengukuran Kinerja 25 15.13 15.49 15.99 30 19.41
3 | Pelaporan Kinerja 15 10.29 10.97 11.39 15 11.42
69
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_____________________________________________________ Niai | | Niai

No | Komponen yang dinilai Bobot Bobot
2019 2020 2021 2022
4 | Evaluasi Internal 10 544 5.80 6.06 25 16.05

5 | Capaian Kinerja 20 11.08 11.23 11.34
Nilai Hasil Evaluasi 100 63.11 64.95 66.40 100 68.96
Tingkat Akuntabilitas Kinerja B B B B

Sumber : LHE SAKIP 2019 — 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai SAKIP Kab. Demak mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun dari semua komponen yang dinilai. Apabila dibandingkan
dengan Kab/ Kota se Jawa Tengah pada tahun 2022 nilai SAKIP Demak berada pada
peringkat 10 sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel Ill.14
Perbandingan Nilai SAKIP Kab/ Kota se Jawa Tengah tahun 2022
NO KAB/KOTA NILAI SAKIP
1 | BANYUMAS 78.46
2 | CILACAP 74.26
3 | WONOGIRI 73.88
4 | PEKALONGAN KOTA 73.31
5 | BOYOLALI 71.44
6 | KUDUS 71.13
7 | MAGELANG KOTA 70.49
8 | SEMARANG KOTA 70.35
9 | SURAKARTA 70.34
10 | DEMAK 68.96
11 | PEMALANG 68.93
12 | KARANGANYAR 68.67
13 | KENDAL 67.83
14 | TEGAL KOTA 67.63
15 | BATANG 67.27
16 | WONOSOBO 66.09
17 | PURBALINGGA 65.94
18 | KEBUMEN 65.49
19 | SALATIGA 65.35
20 | KLATEN 65.14
21 | BANJARNEGARA 65.08
22 | PATI 65.04
23 | BLORA 64.78
24 | TEMANGGUNG 64.73
25 | JEPARA 64.53
26 | PEKALONGAN KAB. 64.33
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NO KAB/KOTA NILAI SAKIP

27 | REMBANG 64.15
28 | SUKOHARJO 63.58
29 | GROBOGAN 63.27
30 | TEGAL KAB. 63.26
31 | SRAGEN 63.14
32 | PURWOREJO 63.1

33 | BREBES 62.86
34 | MAGELANG KAB. 62.25
35 | SEMARANG KAB 62.18

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Jateng, 2022
Beberapa kondisi yang menjadi perhatian khusus pada setiap komponen SAKIP,
antara lain adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan Kinerja :

a. Kualitas rumusan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja masih belum
berorientasi hasil dan belum mengacu pada rumusan pohon kinerja yang
seharusnya, khususnya di level OPD.

b. Terdapat beberapa indikator maupun formulasi indikator yang belum memenubhi
kriteria SMART.

2. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja belum memperhatikan keselarasan dan kesesuaian indikator kinerja
di masing-masing level, mulai dari level Kabupaten sampai level individu.

3. Pelaporan Kinerja
Laporan kinerja yang disusun belum secara deskriptif menjelaskan analisis atas faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja.

4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja telah dilakukan, namun belum sepenuhnya menjadi

masukan untuk penyempurnaan di periode selanjutnya.

Upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan SAKIP, antara lain adalah:
1. Perencanaan Kinerja

a. Bappelitbangda telah menyusun Kertas Kerja RPJMD yang didalamnya memuat:
Target Makro , IKU Daerah, IKU Perangkat Daerah, IKD per aspek, POKIN dan
catatan belanja.

b. Perangkat Daerah telah menyusun cascading, IKU, formulasi IKU mendasar pada
Kertas Kerja RPJMD.

c. Tim RPJMD melakukan pendampingan (roadshow) dalam penyusunan cascading dan

membuka klinik cascading.
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d. Melaksanakan pemetaan indikator subkegiatan Perangkat Daerah dengan
KEPMENDAGRI Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan

inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah.
2. Pengukuran Kinerja

a. Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai level JPT sampai dengan level pelaksana dan
fungsional di lingkungan Perangkat Daerah berdasarkan pada cascading kinerja.

b. Setiap ASN telah menginput Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan sumber data
untuk penginputan aktivitas kerja harian masing — masing ASN yang selanjutnya
menjadi dasar penghitungan produktivitas kerja bulanan pada aplikasi e-Kinerja.

c. Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) didasarkan pada produktivitas
kerja dan kedisiplinan.

3. Pelaporan Kinerja

a. Pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Perangkat
Daerah dan memastikan seluruh LKjIP PD telah memuat analisis faktor-faktor yang
berperan dalam keberhasilan/kegagalan, efektivitas dan efisiensi.

b. Pemanfaatan aplikasi e-SAKIP Demak (sakip.demakkab.go.id) dan aplikasi E-Sakip
Reviu (https://esr.menpan.go.id/) untuk pelaporan kinerja triwulanan dan penyusunan
LKjIP.

4. Evaluasi Kinerja

a. Dilakukan monitoring oleh APIP untuk memastikan bahwa hasil evaluasi atas
implementasi SAKIP OPD telah ditindaklanjuti oleh seluruh PD sesuai dengan
rekomendasi.

b. Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja per triwulan.

Indikator kinerja Nilai SAKIP Daerah dicapai melalui program-program sebagai berikut :

Tabe I11.15
Program dan Anggaran Indikator Kinerja Nilai SAKIP Daerah

No Program Anggaran Realisasi % Capaian

Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |  843.527.873.237 788.003471.3% | 9342

Program Pemerintahan dan

2 Kesejahteraan Rakyat 19.477.198.000 19.194.344.432 98.34
Program Perekonomian dan

3 Pembangunan 2.072.431.800 1:820.140.980 87.83

4 | Program Pengelolaan Arsip 358.389.000 357.395.686 99.72

5 Program Perlindungan dan 69.728.019 99,61

Penyelamatan Arsip 70.000.000
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No Program Anggaran Realisasi % Capaian
P sl IR R T R
et | 1mouw|  toses| s
8 [P);oi;ahm Penelitian dan Pengembangan 15,055 500 512,997 716 99.60
: Egﬁr;rirllaz,?r;’gueblﬁliaan e can 1.384.900.000 1:374.095.725 %9.22
10 g;i?cr)z:;r; Penyelenggaraan Statistik 715 800 57 124.000 98.97
1 | e | |
12 :Tm;cc))?rr:;]ikzengeldaan Aok 754.858.000 751.356.159 99.54
13 ;r;’:l:;”; Pengembangan Sumber Daya @ 184.400.000 1178.875.500 |  99.53
14 | Program Kepegawaian Daerah 64.619.800 64.099.800 99.20
Jumlah 871.652.508.237 815.472.253.008 93.55

Sumber : Seluruh OPD, Setda Kab. Demak, Dinperpusar Kab. Demak, Bappelitbangda Kab. Demak,

Dinkominfo Kab. Demak, BKPP Kab. Demak, 2022
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator Nilai SAKIP Daerah didukung

oleh 14 (empat belas) program dengan realisasi anggaran Rp. 815.472.253.008,- dari pagu

anggaran Rp. 871.652.528.237,- dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 93.55%.

Adapun rincian program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diampu oleh
seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Demak. Program ini memiliki indikator
Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang
ditindaklanjuti dengan capaian kinerja 82.92%

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diampu oleh Sekretariat Daerah.
Program ini memiliki indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat dengan capaian kinerja 100%

3. Program Perekonomian dan Pembangunan yang diampu oleh Sekretariat Daerah.
Program ini memiliki indikator Persentase penyelenggaraan urusan perekonomian dan
pembangunan dengan capaian kinerja 100%

4. Program Pengelolaan Arsip yang diampu oleh Dinperpusar. Program ini memiliki
indikator Persentase arsip yang dimasukkan dalam simpul jaringan kearsipan dengan

capaian kinerjal00%
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10.

11.

12.

13.

14.

Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip yang diampu oleh Dinperpusar. Program
ini memiliki indikator Persentase arsip yang sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria
(NSPK) dengan capaian kinerja 100%

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang diampu
oleh Bappelitbangda. Program ini memiliki indikator Persentase keselarasan program
RKPD dengan program RPJMD, Persentase perencanaan pembangunan daerah
berbasis IT, Persentase IKU Daerah yang mencapai target dengan capaian kinerja 100%
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang diampu
oleh Bappelitbangda. Program ini memiliki indikator Indeks perencanaan program lingkup
bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan capaian kinerja 100%
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang diampu oleh Bappelitbangda.
Program ini memiliki indikator Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, Persentase
kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dengan capaian kinerja 100%

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang diampu oleh Dinkominfo.
Program ini memiliki indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa
Tengah dengan capaian 100%

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang diampu oleh Dinkominfo. Program ini
memiliki indikator Tingkat Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi
dengan capaian kinerja 100%

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi yang diampu oleh
Dinkominfo. Program ini memiliki indikator Tingkat keamanan informasi pemerintah
dengan capaian kinerja 100%

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yang diampu oleh Dinkominfo. Program ini
memiliki indikator persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal daerah
dengan capaian kinerja 119.17%

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diampu oleh BKPP. Program ini
memiliki indikator Persentase ASN yang mengikuti diklat sesuai dengan pengembangan
kompetensi dengan capaian 100%

Program Kepegawaian Daerah yang diampu oleh BKPP. Program ini memiliki indikator
Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan disiplin pegawainya
dengan capaian kinerja 100%

Adapun tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya atas Indikator Nilai

SAKIP Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 111.16
Tingkat Efektifitas dan efisiensi indikator Nilai SAKIP Daerah
Kinerja Keuangan
Sasaran Indikator Satu -|-argj Realisas n :
an ot i (%) o Program Pagu realisasi | %
Program  Penunjang
1 Urusan Pemerintahan 788.003. | 9342
Nilai  SAKIP | Angk | 68.9 Daeran 843521.813.231 | 471335
Daerah a g 5 ' 68.96 Kabupaten/Kota ’
Program Pemerintahan
2 ng(yat Kesejahteraan 19.477.198.000 121233 98.34
Program
3 | Perekonomian dan 1.820.14 | 87.83
Pembangunan 2L 0.980
Program Pengelolaan
4 Arsip 358.389.000 883, | BRI
686
Program Perlindungan
5 dar! Penyelamatan 70.000.000 69.728.0 | 99.61
Arsip 19
Program Perencanaan,
Pengendalian dan
6 | Evaluas 573.354.500 Sl il
610
Pembangunan Daerah
Program  Koordinasi
i dan Sinkronisasi
Meningkatny 7| Perencanaan 1572032600 | 92384 | 96.93
a 8.816
N Pembangunan Daerah
ﬁﬁuenr}gblhtas Program  Penelitian
Pemerintaha 8 gzr;rahPengembangan 515 055.500 ?1%.997. 99.60
n Daerah Program Pengelolaan
CAPAIAN 9 | Informasi dan 1.384.900.000 1.374.09 | 99.22
Komunikasi Publik e 5.725
1 Program
Penyelenggaraan 571240 | 98.97
. Statistik Sektoral AN 00
Program
1 | Penyelenggaraan
1 | Persandian Untuk | 39.700.000 28'371'1 et
Pengamanan Informasi
1 | Program Pengelolaan
2 | Aplikasi Informatika 754.858.000 123'356' Sy
1 Program
Pengembangan 1.178.87 | 99.53
3 Sumber Daya Manusia LA 5.590
1 | Program Kepegawaian
4 | Daerah 64.619.800 33'099'8 S
Jumlah 815472. | 93.55
871.652.528.237 253008

TINGKAT EFISIENSI 6.46

TINGKAT EFEKTIVITAS 106.9%

Sumber : Bag. Organisasi Setda, 2022
Berdasarkan tabel di atas indikator Nilai SAKIP Daerah memiliki tingkat efisiensi sebesar

6.46 yang didapat dari selisis capaian kinerja dengan capaian realisasi anggaran (100.01-
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93.55=6.46) dan tingkat efektivitas sebesar 100.9% yang didapat dari capaian kinerja dibagi
capaian anggaran dikali 100(11.01/93.55*100=106.9%).

B. Indeks Persepsi Korupsi

Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah juga diukur melalui
indikator Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang merupakan survey eksternal kepada
masyarakat terhadap persepsi korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Nilai Indeks
Persepsi Korupsi menjadi komponen pembentuk Indeks Reformasi Birokrasi. Merujuk pada
Definisi Operasional atas indikator ini menyebutkan bahwa Nilai Indeks Persepsi Korupsi
menjadi komponen pembentuk Indeks Reformasi Birokrasi dapat kami sampaikan bahwa
sejak tahun 2021 kemarin, Indeks Persepsi Korupsi pada komponen hasil Reformasi
Birokrasi diukur dari Indeks Integritas Pemerintah Daerah, untuk Kabupaten Demak Indeks
Integritas tahun 2022 adalah 74.56 dengan nilai rata-rata nasional 72. Sedangkat tahun 2021
adalah 81.4 dengan rata-rata nasional 72.4.

Capaian Indeks Persepsi Korupsi kab. Demak tahun 2020 — 2022 dapat dilihat pada
tabel berikut :

Tabel 111.17

Capaian Indeks Persepsi Korupsi kab. Demak

Indeks Persepsi
Korupsi

NA 3,9156 3,256 3,73 3,728 99.94 3.77 98,88

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Demak, 2022

Pada tahun 2022 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama kembali dengan
PT Marketing Sentratama Indonesia (Frontier Grup) menggelar Survei Penilaian Integritas
(SPI). Survei dilakukan dalam skala nasional dengan melibatkan Kementerian, Lembaga,
dan Pemerintah Daerah (K/L/PD), (Kementrian, Lembaga, Perangkat Daerah) secara
serentak yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli — 30 September 2022. Survei Penilaian
Integritas (SPI) bertujuan untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran
dan mengukur efektivitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing instansi.
Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsinya.

Hasil dari Indeks Persepsi Korupsi tahun 2022 jika dihitung dari konversi nilai Survei
Penilian Integritas (SPI) yang berupa Indeks Integritas dengan skala 5 maka Indeks Persepsi
Korupsi Kabupaten Demak adalah 3.728. Namun hasil secara resmi yang tertuang dalam
LHE RB tahun 2022 sampai dengan laporan ini tersusun belum dapat tersaji.
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Nilai

ini tentunya sangat berbeda jauh dari tahun 2021, pada tahun 2022 penilaian IPK

yang merupakan konversi dari penilaian SPI tahun 2022 yang merupakan komponen

pengukur IPK dilakukan terhadap seluruh stakeholder penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah yang meliputi :

a. Responden internal yang terdiri dari seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Demak baik Pegawai Negeri, PPPK maupun tenaga honorer yang dalam

pelaksanaan survey akan disampel secara acak melalui sistem

b. Responden eksternal yaitu seluruh pengguna layanan pada Pemerintah Kabupaten

Demak, yang dalam pemilihannya juga dilakukan secara acak melalui sistem

c. Respondek eksper yang terdiri dari

1).
2).

3).
4).
5).
6).
7).

8).

9).
10)

11)

19)
20)
21)

Inspektorat/Pengawas Internal;

Pensiunan maksimal 5 tahun terakhir (Pejabat minimal eselon Il untuk K/L/Provinsi
atau eselon Il untuk Kabupaten/Kota);

Pimpinan Lembaga minimal eselon | untuk K/L atau Kepala Daerah/Sekda untuk
Provinsi/Kabupaten/Kota;

Auditor BPK;

Auditor BPKP;

Perwakilan Ombudsman;

Penanggung jawab program pencegahan korupsi dari KPK (Korsupgah, Stranas PK,
Dit. Monitoring);

Instansi lain yang terkait (Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri,
KemenpPN/Bappenas;

Asosiasi Pengusaha (KADIN, HIPMI, APINDO) atau pengusaha yang berpengaruh;

. DPRD (Pimpinan DPRD dan ketua komisi yang membidangi pemerintahan

(diutamakan Komisi A));

. Advokat;
12).
13).
14).
15).
16).
17).
18).

Saber Pungli Polres;

Saber Pungli Kejari;

Saber Pungli Pengadilan Negeri;

Muspida;

Jurnalis (pemerhati kinerja instansi) yang bereputasi;
LSM yang fokus pada kinerja instansi atau antikorupsi;

Akademisi bidang hukum atau politik/pemerintahan/sektor terkait/local setempat;

. Advisor dari lembaga donor;
. Penyuluh Antikorupsi pada level madya dan utama;

. Kriteria narasumber ahli lain yang ditetapkan KPK
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Capaian indikator Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2022 yang dihitung dari hasil

konversi nilai SPI mencapai 99.94% dari target 3,73 dengan realisasi 3,728. Jika dibandingkan

dengan tahun 2021, maka Realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 6.84.

Pencapaian Indeks ini melebihi dari capaian nasional di Tahun 2021 yaitu sebesar 3.62.
Indeks Persepsi Korupsi menunjukkan tingkat persepsi masyarakat terhadap korupsi.

Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berpersepsi semakin anti

korupsi, namun sebaliknya jika nilai indeks semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa

masyarakat berpersepsi semakin permisif terhadap korupsi.
Indikator Indeks Persepsi Korupsi dapat tercapai karena adanya faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Tingkat kepatuhan APIP pada kode etik;

2. Peningkatan implementasi standart audit secara konsisten;

3. Penyelenggaraan pengukuran kinerja dengan melaksanakan reward dan punishment;

4, Sarana dan prasarana yang semakin meningkat sehingga mendukung pelaksanaan
proses pengawasan;

Adapun Permasalahan / Hambatan yang masih ada dalam pencapaian indikator Indeks

Persepsi Korupsi adalah:

1. Meningkatnya tuntutan tupoksi sebagai kebijakan nasional dalam pemberantasan korupsi
dan reformasi birokrasi serta cakupan obyek pengawasan dan kompleksitas
permasalahan dalam pelaksanaan tugas pengawasan tidakseimbang dengan jumlah dan
kompetensi APIP;

2. Kurang memadainya pemahaman obyek pengawasan terhadap faktor risiko dalam

penyelenggaraan tupoksinya,

Kurangnya kesempatan aparat pengawas dalam pendidikan profesi;

Terbatasnya keahlian dan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi informasi;

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kesadaran perilaku anti korupsi;

o 0 bk~ w

Kurang optimalnya pelaksanaan atas sistem dan prosedur anti korupsi yang telah

dibangun.

Strategi/ upaya perbaikan kedepan untuk peningkatan capaian kinerja indikator Indeks

Persepsi Korupsi :

1. Peningkatan koordinasi dengan instansi Pembina, Aparat Penegak Hukum, Komite
Informasi Publik maupun instansi formal lainnya;

2. Peningkatan transparansi dan advokasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
pengawasan;

3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tugas pengawasan yang terintegrasi dengan

system informasi penyelenggaraan pemerintahan;
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Peningkatan kompetensi aparat pengawasan.

Peningkatan anggaran untuk meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas;

Mengintegrasikan pengembangan IT bidang pengawasan dalam pengembangan smart

city yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Demak;

Peningkatan penggalakan budaya perilaku anti korupsi pada seluruh lapisan masyarakat;
8. Evaluasi berkala atas kepatuhan sistem dan prosedur anti korupsi pada pelaksana

kebijakan

Indikator Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dicapai melalui program sebagaimana tampak

pada table berikut:

Tabel 111.18
Program dan Anggaran indikator Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

No Program Anggaran Realisasi % Capaian

1 Program Penyelenggaraan Pengawasan 99.86

986.200.000 984.850.000

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan
dan Asistensi 301.300.000 300.950.000

Jumlah 1.287.500.000 1.285.800.000 99.87

99.88

Sumber data : Inspektorat Daerah Kab. Demak, 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
didukung oleh 2 (dua) Program dengan realisasi anggaran Rp. 1.285.800.000,- dari pagu
anggaran Rp. 1.287.500.000,- dengan capaian realisasi anggaran 99.87%. Adapun rincian
program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan yang diampu oleh Inspektorat Daerah. Program
ini memiliki indikator Persentase Penurunan Rekomendasi BPK dengan capaian kinerja
250% dengan realisasi 25% dari target 10%. Program ini memiliki kegiatan yaitu :
Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan
Tertentu.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang diampu oleh
Inspektorat Daerah. Program ini memiliki indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK dan APIP yang di tindaklanjuti dengan capaian kinerja 105.68%
dengan realisasi 97.23% dari target 92%.

Adapun analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya atas Indikator

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dapat dilihat dalam tabel berikut :
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Tabel 111.19
Tingkat Efektifitas dan efisiensi indikator Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Kinerja Keuangan
N Sasaran Indikator Sat i i
uan | Tar | Realis %) N | program Paqu realisa Py
get | asi (% 0 9 9 Si ?
Program
1 | Penyelenggaraan 986.200.000 984.85 | 99.86
Pengawasan o 0.000
Meningkat Indeks
nya 9 Persepsi Inde | 5 -4 3798 Program
Kinerja ﬁgpupsi ks ’ Perumusan
1 | Pelayanan 2 | Kebijakan, 300.95 | 99.88
EUb"k : Pendampingan N
heme”ma dan Asistensi
CAPAIAN Jumlah 1987 500.000 8023(5)08 99.87

TINGKAT EFISIENSI -

TINGKAT EEEKTIVITAS -

Sumber data : Inspektorat Daerah Kab. Demak, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat Efisiensi dan Efektivitas Indikator
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tidak dapat dihitung dikarenakan capaian kinerja belum
mencapai 100%.

C. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan
ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai
kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
dalam periode tertentu. Pengukuran IPKD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pengukuran dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah,
penganggaran, pelaksanaan penyerapan anggaran, dan laporan hasil pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan.
Terdapat 6 (enam) dimensi dalam pengukuran IPKD, yaitu:

Dimensi 1: kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran,

Dimensi 2: pengalokasian anggaran belanja dalam APBD,

Dimensi 3: transparansi pengelolaan keuangan daerah,

Dimensi 4: penyerapan anggaran,

Dimensi 5: kondisi keuangan daerah, dan

o gk~ wbdR

Dimensi 6: opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Penginputan data pada 6 (enam) dimensi tersebut dilakukan pada aplikasi http://ipkd-
bpp.kemendagri.go.id/ .

Capaian IPKD Kab. Demak 2019 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 111.20
Capaian IPKD Kab. Demak 2019 - 2022

67.8421 69.8288

Sumber http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/

Pengukuran IPKD pertama kali dilaksanakan pada tahun 2021, dengan menginput
data tahun 2018, 2019 dan 2020 sekaligus. Pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, IPKD
menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU) dengan koordinator Bappelitbangda dan
Perangkat Daerah pelaksana yaitu BPKPAD, Dinkominfo dan Inspektorat Daerah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 130/129 tahun 2022 tentang
Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2021, Kabupaten Demak masuk pada klaster kemampuan
keuangan daerah tinggi, dengan IPKD 71,6441. Dengan capaian tersebut, Kabupaten
Demak berada pada peringkat ke-9 kabupaten dengan klaster kemampuan keuangan
daerah yang sama. Nilai tersebut masuk kategori B (Perlu Perbaikan).

Tabel 111.21
Perbandingan IPKD Tahun 2022 dengan Kabupaten Sekitar

Kabupaten/Kota Kluster Keuangan Daerah Indeks Kategori
Kabupaten Demak Tinggi 71,6441 |Perlu Perbaikan
Kabupaten Grobogan Tinggi 83,4027 |Baik
Kabupaten Jepara Tinggi 74,0002 |Perlu Perbaikan
Kabupaten Semarang Tinggi 83,7524 |Baik
Kabupaten Kudus Sedang 59,1089 |Perlu Perbaikan
Kabupaten Kendal Sedang 57,5534 |Perlu Perbaikan

Sumber: SK Gub. Jateng No. 130/129 tahun 2022
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Grafik 11l.1
Hasil Pengukuran IPKD Tahun 2019-2022
untuk Tahun Anggaran 2018-2021

~
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Sumber http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/ (2022, diolah)

Berdasarkan grafik di atas, IPKD Kabupaten Demak mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan daerah semakin
membaik. IPKD tahun 2020 meningkat 7,8 poin dari tahun 2019, sementara nilai IPKD dua
tahun terakhir naik 1,8-1,9 poin. Tingginya kenaikan nilai pada tahun 2020 disebabkan
naiknya nilai dimensi transparansi, yaitu publikasi APBD di website Pemerintah Kabupaten
yang semula terlambat menjadi tepat waktu.

Tabel 111.22
Hasil Pengukuran per Dimensi IPKD Tahun 2022 untuk Tahun Anggaran 2021

Dimensi 1| Dimensi 2 | Dimensi 3 | Dimensi 4 | Dimensi 5 | Dimensi 6
Nilai Maksimal 15 20 15 20 15 15
Realisasi 9,4802 20 8,7931 15 3,370 15
Capaian (%) 63,20 100,00 58,62 75,00 22,47 100,00

Sumber: SK Gub. Jateng No. 130/129 tahun 2022

Pada tahun 2022, hasil pengukuran IPKD naik sebanyak 1,815 dari tahun 2021
dengan sumbangan terbesar berasal dari dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam
APBD (dimensi 2) dan opini BPK (dimensi 6). Kedua dimensi tersebut mendapat angka
maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran Kabupaten Demak telah
memenuhi amanat regulasi yaitu: alokasi anggaran kependidikan 20%, alokasi kesehatan

10%, alokasi infrastruktur 25% dan alokasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai
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perundang-undangan. Pada tahun anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Demak telah

memperoleh opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 6 kali berturut-turut.

Capaian terendah yaitu pada dimensi 5: Hasil Pengukuran Kondisi Keuangan Daerah
dengan nilai sebanyak 3,3708. Nilai pada dimensi ini tergolong sulit dipenuhi karena
pengukuran didasarkan pada kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas
operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas layanan.
Pendapatan Kabupaten Demak masih didominasi oleh Pendapatan Transfer (75,83%),
sementara Pendapatan Asli Daerah baru di angka 18,81%. Perlu kajian dan upaya yang
sistematis untuk memperbaiki nilai pada dimensi ini.

Capaian yang belum maksimal terdapat pula pada dimensi kesesuaian dokumen
perencanaan dan penganggaran (dimesi 1), dimensi transparansi pengelolaan keuangan
daerah (dimensi 3), dan dimensi penyerapan anggaran (dimensi 4). Capaian dimensi 1 baru
63,2% karena kesesuaian antara program RPJMD dan RKPD sangat rendah. Hal ini
disebabkan perbedaan nomenklatur program pada dokumen RPJMD Tahun 2016-2021
dengan RKPD tahun 2021. RPJMD masih menggunakan Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 sedangkan RKPD menggunakan Permendagri 90 Tahun 2019. Kesesuaian pagu
RKPD — KUAPPAS dan kesesuaian pagu KUAPPAS-APBD juga masih rendah karena
terjadi dinamika pada saat pembahasan anggaran di DPRD.

Hasil pengukuran transparansi keuangan daerah (dimensi 3) mendapatkan nilai
sebanyak 8,7931. Skor ketepatan waktu pada tahun 2021 tidak dapat terpenuhi karena
waktu unggah dokumen perencanaan dan penganggaran dalam website pemerintah daerah
lebih dari 30 hari terhitung sejak tanggal ditetapkan. Hal ini terjadi karena kurangnya
koordinasi antar Perangkat Daerah pengampu dimensi, mengingat pengukuran IPKD masih
tergolong baru.

Nilai dimensi 4 berada di angka 15 dari skor maksimal 20. Penyerapan anggaran tahun 2021

mencapai 92,74%, yang merupakan penyerapan dari belanja operasional, belanja modal dan

belanja transfer. Kabupaten Demak kehilangan poin pada penyerapan anggaran belanja
tidak terduga karena pada tahun 2021, anggaran tersebut tidak digunakan.

Adapun faktor penghambat dalam pencapaian target IPKD Kab.Demak 2022 diantaranya :

1. Sumber pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Demak masih terbatas sehingga
kemandirian keuangan masih rendah.

2. Dinamika regulasi dari Pemerintah Pusat yang sering berubah-ubah sehingga
memengaruhi proses maupun kualitas dokumen perencanaan dan alokasi
penganggaran.

Faktor pendorong dalam pencapaian target IPKD Kab.Demak 2022 yaitu RPIJMD Kabupaten

Demak Tahun 2021-2026 telah mengikuti peraturan perundang-undangan terbaru, yaitu
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prosesnya mengikuti Permendagri 86 Tahun 2017, nomenklatur program mengikuti

Permendagri 90 Tahun 2019 dan menggunakan aplikasi SIPD. Jika tidak ada perubahan

regulasi lagi, selama lima tahun ke depan, kesesuaian program RPIJMD-RKPD-KUAPPAS-

APBD dapat dipastikan keselarasannya.

Tindak lanjut yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Demak dalam mencapai target

IPKD yaitu Memperbaiki koordinasi antar Perangkat Daerah penanggung jawab indikator.
Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dicapai melalui program

sebagaimana tampak pada table berikut:

Tabel 111.23
Program dan Anggaran indikator Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

No Program Anggaran Realisasi % Capaian

1 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 25.052.571.061.00 R 96.88

426.981.662.000.00 | 423.395.490.632.00

2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 99.16
3| Program Pengelolaan Barang Milk Daerah 113000000000 | 1059.917850.00 | g g
Jumlah 453.164.233.061.00 | 448.725.093.602.00 99.02

Sumber : BPKPAD Kab. Demak, 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
didukung oleh 3 (program) dengan capaian realisasi anggaran 99.02% atau Rp.
448.725.093.602.00 dari anggaran Rp. 453.164.233.061.00. Adapun rincian program
tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang diampu oleh BPKPAD. Program ini
memiliki indikator Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian
kinerja 96% dengan realisasi 120 dokumen dari target 125 dokumen.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang diampu oleh BPKPAD. Program ini
memiliki indikator Persentase penetapan APBD tepat waktu, Persentase Perangkat
Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP, Persentase penyampaian
LKPD tepat waktu dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi 100% dari target
100%.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diampu oleh BPKPAD. Program ini
memiliki indikator Persentase aset yang terdokumentasi dengan baik dengan capaian
kinerja 100% dengan realisasi 100% dari target 100%.

Adapun tingkat atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya atas Indikator

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dapat dilihat dalam tabel berikut :
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Tabel I11.24
Efisiensi dan Efektivitas Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Sat Kinerja Keuangan
Sasaran Indikator i i
uan | T1ar R.eallsa (%) n Program Pagu !'eallsas %
get | si o i
Program 25.052.571.061. | 24.269.
1 | Pengelolaan 00 | 685.120 | 96.88
Pendapatan Daerah .00
Indeks
. Pengelolaan Program 423.395
Menmgkatln Keuangan Inde 72.5 | 71.6441 2 | Pengelolaan 426.981.662.000 490.63 | 99.16
ya Kinerja ks .00
Daerah Keuangan Daerah 2.00
Pelayanan
pupik | (PKD) 10599
P intah Program 1.130.000.000.0 1.785.0
emerinta 3 | Pengelolaan Barang 0 00 | 93:80
Milik Daerah
448.725
CAPAIAN Jumlah 193.1040.233081 | 093,60 | 99.02
] 2.00
TINGKAT EFISIENSI -
TINGKAT EFEKTIFITAS -

Sumber : Bappelitbangda Kab. Demak, 2022

Berdasarkan tabel di atas analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber
daya atas Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tidak dapat dihitung
karena sasaran belum tercapai 100%.

4. Analisis Kinerja Tujuan 2 : “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
dan Berdaya Saing”.
Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas dan Berdaya Saing” dengan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 94.86% dan termasuk predikat “Sangat

Tinggi” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel I11.25
Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas dan Berdaya Saing

IPM NA 72.22 72.57 73.04 73.36 76.99 95.29%
Emisi Gas 13548
Rumah NA 1.543,65 | 1.354,96 ' 8 ’ 1.500,21 89.27% 1.354,56 89,25%
Kaca (GRK)
Rata — Rata Capaian
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Sumber : BPS Kab. Demak, DinLH Kab. Demak, 2022

Tujuan kedua dari misi kedua “Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing” adalah Meningkatkan Sumber
Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Untuk mengukur Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas dan Berdaya Saing digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia
sebesar 73.04 dan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 1.354,88 Gg CO2eq.

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur

capaian pembangunan kualitas hidup manusia di suatu wilayah yang diukur menggunakan 3

(tiga) dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak.

[PM = 3\/IkesehatanXIpemiidikanlee'ngeluaran x100

Usia harapan hidup pada saat lahir digunakan sebagai indikator umur panjang dan sehat.
Ini mewakili jumlah tahun yang diperkirakan dapat dicapai oleh bayi baru lahir, dengan
asumsi bahwa pola angka kematian tidak berubah sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur
melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah
merupakan rata-rata tahun penduduk berusia 25 tahun ke atas yang menjalani pendidikan
formal. Sementara harapan lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun pendidikan
formal yang diharapkan akan diterima anak pada usia tertentu di masa depan. Standar hidup
layak dicerminkan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan, yang dihitung berdasarkan
paritas daya beli.

IPM diperoleh dengan menghitung rata-rata geometri dari indeks kesehatan, indeks
pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Indeks-indeks ini diterima melalui standardisasi
dengan menggunakan nilai minimum dan maksimum untuk setiap komponen. Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur perkembangan pembangunan
dalam jangka panjang. Dua faktor penting untuk memantau kemajuan pembangunan
manusia adalah kecepatan dan status capaian. Menurut UNDP, IPM memperhitungkan
berbagai elemen kualitas hidup untuk menilai capaian pembangunan manusia. IPM, juga
dikenal sebagai Human Development Index (HDI), adalah indeks gabungan yang membantu
menjelaskan bagaimana masyarakat suatu wilayah dapat memperoleh manfaat dari
pembangunan melalui pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan faktor-faktor lainnya.
Capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Demak dapat dilihat

pada tabel berikut :
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Tabel 111.26
Capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia

IPM NA 72.22 72.57 73.04 73.36 76.99 95.29%

Sumber : BPS Kab. Demak, 2022

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten
Demak tahun 2022 adalah sebesar 73.36 dari target 73.04 dengan capaian kinerja 100.44%.
Realisasi ini meningkat apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 72.57.
Realisasi IPM Kab. Demak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun melihat realisasi
tahun 2020 adalah sebesar 72.22. Meskipun angka tersebut berada di atas rata-rata Jawa
Tengah, tetapi masih lebih rendah daripada rata-rata Kedungsepur dan kabupaten/kota
sekitar dengan angka 75.55. Apabila dibandingkan dengan angka IPM Nasional sebesar
72.91 angka IPM Kab. Demak lebih tinggi. Berdasarkan sumber dari Demak dalam Angka
2023, IPM Kabupaten Demak tergolong kategori "tinggi”. Di tingkat provinsi, IPM Kabupaten
Demak berada pada peringkat 15 dari 35 Kabupaten/Kota. Jika dibandingkan dengan target
akhir RPIJMD sebesar 76.99 maka diperoleh capaian tahun 2022 sebesar 95.29%, hal ini
bisa dikatakan bahwa capaian IPM tahun 2022 “SANGAT TINGGI".

Adapun faktor — faktor yang mempengaruhi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) adalah :
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Rasio ketergantungan
Konsumsi rumah tangga untuk makanan
APBD untuk pendidikan
APBD untuk kesehatan
Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

o bk 0D

adalah :

3. Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan masyarakat

4. Percepatan pemenuhan infrastruktur pendidikan berkualitas

5. Mewujudkan literasi berbasis inklusi sosial

6. Peningkatan kualitas olahraga daerah dan kapasitas kepemudaan dalam pembangunan

87
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



| Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Demak 2022

B. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Definisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah istilah yang digunakan untuk menyebut gas-gas
yang keberadaannya berfungsi untuk menghangatkan suhu di dalam atmosfer bumi. Namun
gas-gas tersebut bila jumlahnya semakin meningkat melebihi jumlah ideal maka
menyebabkan suhu atmosfer bumi naik hingga mengakibatkan perubahan iklim global.
Diantara sekian banyak gas kategori GRK yang paling banyak jumlahnya didalam atmosfer
ialah carbon dioksida (CO2), Methane (CH4), Nitrous Oxide (N20), Perfluoroethane (Z2F6),
Perfluoropentane (C5F12), Perfluorohexane (C6F14), Sulphur Hexafluoride (SF6).

Penghitungan GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai
tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai
sumber emisi dan penyerapnya sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Rl  nomor : P.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.

Indikator emisi gas rumah kaca (GRK) adalah ukuran yang digunakan untuk
memperkirakan jumlah emisi GRK yang dihasilkan oleh suatu aktivitas atau proses. Indikator
ini dapat membantu dalam mengevaluasi dampak suatu kegiatan terhadap perubahan iklim
dan lingkungan, serta membantu dalam mengembangkan strategi mitigasi emisi GRK yang
lebih efektif.

Beberapa indikator emisi GRK yang umum digunakan antara lain:

1. Intensitas Emisi: Indikator ini menghitung jumlah emisi GRK yang dihasilkan per unit
output atau produksi, seperti jumlah emisi CO2 per unit energi listrik yang dihasilkan atau
per unit produksi industri. Intensitas emisi ini dapat digunakan untuk memantau
perubahan emisi GRK dari waktu ke waktu, serta membantu dalam mengembangkan
strategi untuk mengurangi intensitas emisi.

2. Faktor Emisi: Indikator ini menunjukkan jumlah emisi GRK yang dihasilkan per unit
aktivitas, seperti emisi CO2 per kilometer pada kendaraan bermotor atau emisi metana
per kilogram daging sapi yang diproduksi. Faktor emisi ini biasanya diperoleh dari basis
data emisi nasional atau internasional, dan digunakan untuk menghitung emisi GRK dari
aktivitas atau proses tertentu.

3. Inventaris Emisi: Indikator ini adalah daftar lengkap emisi GRK dari sumber-sumber
tertentu dalam suatu wilayah atau negara, seperti sektor energi, transportasi, industri,
dan pertanian. Inventaris emisi ini dapat membantu dalam memperkirakan kontribusi
emisi GRK dari berbagai sektor dan mengevaluasi efektivitas strategi mitigasi yang telah
dilakukan.

4. Emisi Absolut: Indikator ini mengukur jumlah total emisi GRK yang dihasilkan dari suatu
aktivitas atau proses, seperti emisi total CO2 dari produksi bahan bakar fosil atau emisi
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total metana dari sektor pertanian. Emisi absolut ini dapat digunakan untuk mengevaluasi

kontribusi emisi GRK dari suatu aktivitas atau sektor terhadap total emisi nasional atau
global.
Penghitungan emisi gas rumah kaca dapat dilakukan dengan menggunakan formula

sebagai berikut:
E =AD x Ef

E :Beban emisi yang ditanggung oleh wilayah pada periode tertentu (ton/th)

AD : Data aktifitas dari sumber emisi

Ef : Faktor emisi (besaran ditentukan dari Kementrian)
Capaian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Demak tahun 2019 - 2022 dapat dilihat
pada tabel berikut :

Tabel 111.27
Capaian Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Demak

Emisi Gas 13548
Rumah 148525 | 154365 | 135496 | 150021 | 89.27% | 1.354,56 89,25%

Kaca (GRK)

Sumber : DinLH Kab. Demak, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Capaian Emisi Gas Rumah Kaca
(GRK) Tahun 2022 sebesar 89,27% dengan realisasi 1.500,21 dari target 1.354,88. Jika
dibandingkan Tahun sebelumnya 2021 nilai Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar
1.354,96 dimana angka tersebut jauh lebih baik dari Tahun 2022.

Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Demak pada Tahun 2022
adalah sebessar 1.500,21 Gg CO2eq, mengalami peningkatan emisi sebesar 5,8% atau
setara dengan 82,26 Gg COZ2eq jika dibandingkan tahun 2020. Tren emisi dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun 2017 - 2021 mengalami peningkatan sebesar 13,53% atau setara
dengan 178,84 Gg CO2eq. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor
diantaranya:

1. Peningkatan emisi di sektor pengan dan dan penggunaan energi.
2. Peningkatan emisi di sektor Industrial Processes and Production Use (IPPU)
3. Peningkatan emisi di sektor sektor AFOLU.

Hasil perhitungan GRK di Kabupaten Demak akan menjadi bagian dari input data
pada penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) penurunan GRK Provinsi Jawa Tengah dan
RAN penurunan GRK Nasional sebagaimana yang ada pada system informasi GRK
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Nasional (SIGN-GRK) sehingga untuk penghitungan GRK tidak ada pengkategorian buruk,

sedang ataupun baik. Dari Hasil perhitungan jumlah emisi GRK yang dilaksanakan oleh
Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya menjadi dasar penentuan target penurunan GRK pada
Rencana Aksi Daerah (RAD) yang akan ditetapkan oleh Bappelitbangda masing-masing
Kabupaten/Kota.

Fluktuasi Indeks Gas Rumah Kaca Kabupaten Demak Tahun 2019 — 2022 dapat
dilihat pada grafik berikut :

Grafik 111.2
Fluktuasi Indeks Gas Rumah Kaca Kabupaten Demak Tahun 2019 - 2022

Perkembangan Indeks GRK Tahun 2019 - 2022
1600

1550 154365

1500 1500.21
~71485.25 \ / o
1450 \ /
1400 = |ndeks GRK
1350 v‘lfl':.zl 96

1300

1250 T T T 1
2019 2020 2021 2022

Sumber : DinLH Kab. Demak, 2022

Berdasarkan grafik di atas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kab. Demak tahun 2022
adalah sebesar 1500.21 terjadi kenaikan dari tahun 2021 dimana Emisi GRK Kab. Demak
adalah 1354.96. Tahun 2021 Emisi GRK Kab. Demak paling baik dibandingkan dengan
tahun sebelumnya dimana tahun 2020 Emisi GRK Kab. Demak adalah 1543.65 dan 1485.25
pada tahun 2019.

Dampak yang ditimbulkan bila terjadi peningkatan jumlah Gas-gas kategori GRK
yang siknifikan berarti komposisi udara dalam atmosfer memburuk maka terjadi peningkatan
suhu udara hingga akan mencairkan es di kutub bumi dan berdampak pada perubahan iklim
global yang akan dirasakan oleh beberapa Negara bahkan sedunia. Adapun yang strategi
yang digunakan untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah :

4. Meningkatkan peran pemerintah dapat menyelaraskan tujuan dan target pengendalian
perubahan iklim dengan target pembangunan daerah termasuk tujuan pembangunan

berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGS).

90
BAB IIT AKUNTABILITAS KINERJA



| Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Demak 2022

5. Merangkul pihak non-party stakeholders untuk mengembangkan inovasi dan

memperkuat komunitas dalam upaya pengendalian perubahan iklim.
6. Melakukak green campaig (save water, reduce, reuse, recycle, use public transportation,

environment friendly product, save energy).

5. Analisis Kinerja Sasaran 3 : “Meningkatnya Kualitas Pendidikan”.
Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pendidikan” dengan
Indikator Indeks Pendidikan mencapai 100.36% dan termasuk predikat “Sangat Tinggi”

sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 111.28
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Indeks

L 0.613 0.627 0.632 0.638 0.640 0.664 96.43
Pendidikan

Sumber : Dindikbud Kab. Demak, 2022

Indeks Pendidikan adalah salah satu pembentuk Indeks Pembangunan Manusia
yang merupakan rerata dari Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata-rata Lama
Sekolah. Harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang
diharapkan dapat dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Rata-rata lama
sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani

pendidikan formal.

HES — HES o
Ius = 75 —HLS
maks min

RLS — RLS. s
TrLs = RLS — RLS
maks min

Igrs +1Iprs

Ipendidikan >0 2

Ket:
HLS = Harapan Lama Sekolah
HLS maks = 18; HLS min =0
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RLS = Rata-rata Lama Sekolah
RLS maks =15; RLS min=0

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator Indeks Pendidikan tahun 2022 mencapai

100.31% termasuk kategori Sangat Tinggi. Capaian ini didapat dengan angka realisasi 0.640
dari target 0.638. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 0.632,realisasi
tahun 2022 lebih tinggi. Realisasi Indeks Pendidikan Kab. Demak dari tahun ke tahun dapat
dilihat mengalami peningkatan dimana realisasi tahun 2019 sebesar 0.613 dan realisasi
tahun 2020 sebesar 0.627. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian
realisasi kinerja Indeks Pendidikan pada tahun 2022 mencapai 96.43% dari target yang
ditetapkan sebesar 0.664.
Adapun upaya — upaya yang dapat dilakukan dalam mencapai target yang optimal
antara lain :
1. Pengembangan kurikulum yang fleksibel.
Kebutuhan pendidikan seringkali berubah dengan cepat. Oleh karena itu,
pengembangan kurikulum yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan.
2. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran.
Teknologi dapat membantu meningkatkan akses ke pendidikan dan memungkinkan
pembelajaran jarak jauh, serta memberikan akses ke konten yang lebih relevan dan up-
to-date.
3. Tetap memberikan aksesibilitas yang seluas-luasnya tentang layanan pendidikan yang
bermutu kepada masyarakat tentang pembiayaan sekolah gratis setingkat Wajar Dikdas
9 (sembilan) tahun.
4. Pengembangan keterampilan yang terkait dengan digital.
Keterampilan digital menjadi semakin penting terutama dalam hal kecakapan
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Menerapkan strategi yang inklusif.
Strategi yang inklusif dapat membantu memastikan bahwa semua siswa memiliki
kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang, terlepas dari latar belakang atau
kondisi sosial-ekonomi mereka.
6. Memberikan stimulus bantuan operasional sekolah pada jenjang SD dan SMP.
Indikator Indeks Pendidikan dicapai melalui program sebagaimana tampak pada tabel

berikut ini :
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"""""""""""""""""""""" Tabelll29
Program dan Anggaran indikator Indeks Pendidikan
. %
No Program Anggaran Realisasi Capaian
1 | Program Pengelolaan Pendidikan 228.462.041.592 | 217.210.617.749 95.08
o | Program Pendidik dan Tenaga 540,000,000 507.264.000 | 93.94
Kependidikan
3 | Program Pembinaan Perpustakaan 1.912.219.600 1.846.424.300 | 96.56
4 Program Pelestarian Koleksi Nasional 65.713.000 65.633.000 99 88
dan Naskah Kuno
5 | Program Pengembangan Kapasitas 27.888.019.136 |  27.504.663.664 | 98.63
Daya Saing Keolahragaan
Jumlah 258.867.993.328 | 247.134.602.713 | 95.47

Sumber : Dindikbud Kab. Demak, Dinperpusar Kab. Demak, Dinpora Kab. Demak, 2022
Dari tabel di atas indikator Indeks Pendidikan didukung oleh 5 (lima) program dengan
247.134.602.713,- dari pagu
258.867.993.328,- dengan capaian realisasi anggaran 95.47%. Adapun rincin program

realisasi anggaran sebesar Rp. anggaran Rp.

tersebut sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Dindikbud. Program ini memiliki
indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam
PAUD, Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam
Pendidikan Dasar, Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi
dalam Pendidikan Menengah Pertama, Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun
yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan dengan capaian kinerja 98%

2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diampu oleh Dindikbud. Program ini
memiliki indikator Persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi dengan capaian kinerja
100%

3. Program Pembinaan Perpustakaan yang diampu oleh Dinperpusar. Program ini memiliki
indikator Persentase kunjungan perpustakaan dengan capaian kinerja 100%

4. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang diampu oleh Dinperpusar.
Program ini memiliki indikator persentase peningkatan koleksi nasional dan naskah kuno
yang dipublikasikan dengan capaian kinerja 100%

5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan yang diampu oleh
Dinpora. Program ini memiliki indikator Jumlah prestasi olah raga dengan capaian kinerja
127.5%

Adapun tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya atas Indikator Indeks

Pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut :
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o e
Efisiensi dan Efektivitas Indikator Indeks Pendidikan
Kinerja Keuangan
N Sat
Sasaran Indikator Tar | Realisa n realisas
0 uan ) (%) Program Pagu ) %
get | si o i
Program
217.210
1 | Pengelolaan 95.08
228.462.041.592 | .617.74
Pendidikan
9
Program Pendidik
2 | dan Tenaga 540.000.000 | 507.264 | 93.94
Kependidikan .000
Indeks Inde | 0.63 Program Pembinaan
0.640 3 1.912.219.600 | 1.846.4 | 96.56
Pendidikan | ks 8 Perpustakaan
Meningkatn 24.300
1 | ya Kualitas Program Pelestarian
Pendidikan 4 | Koleksi Nasional dan 65.713.000 | 65.633. | 99.88
Naskah Kuno 000
Program
Pengembangan
5 _ 27.888.019.136 | 27.504. | 98.63
Kapasitas Daya
663.664
Saing Keolahragaan
247134
CAPAIAN Jumlah 95.47
258.867.993.328 | .602.71
3
TINGKAT EFISIENSI 4.84
TINGKAT EFEKTIFITAS 105.07%

Sumber : Dindikbud Kab. Demak, 2022

Berdasarkan tabel di atas Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan dengan indikator
Indeks Pendidikan memiliki tingkat efisiensi sebesar 4.84 yang didapat dari selisih capaian
kinerja dengan capaian realisasi anggaran (100.36 - 95.47 = 4.84) dan tingkat efektivitas
sebesar 105.07% yang didapat dari capaian kinerja dibagi capaian realisasi anggaran dikali
100 (100.31/95.47*100 = 105.07%).

6. Analisis Kinerja Sasaran 4 : “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”
Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan
Masyarakat” dengan Indikator Indeks Kesehatan mencapai 100% dan termasuk predikat

“Sangat Tinggi” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :
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Tabel 111.31
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indeks
NA 0.852 0.853 0.854 0.854 0.856 99.78%
Kesehatan

Sumber : Dinkes Kab. Demak, 2022
Indeks Kesehatan adalah salah satu pembentuk Indeks Pembangunan Manusia yang
merupakan penghitungan dari Angka Harapan Hidup (AHH). Penghitungan indeks

Kesehatan menggunakan rumus :

AHH — AHH,;,
Ikes&humﬂ:AHH — AHH

maks min
Ket.

AHH = Angka Harapan Hidup

AHH min = 20; AHH maks = 85

Berdasan tabel di atas Pada tahun 2022, target kinerja untuk indeks Kesehatan
Kabupaten Demak sebesar 0.854 dengan realisasi kinerja sebesar 0.854. Hal ini
menunujukkan bahwa persentase capaian kinerja atas target indeks kinerja pada tahun 2022
sebesar 100% dan persentase capaian kinerja atas target akhir RPIJMD sebesar 99.78%
dengan status capaian kinerja sangat baik. Bila dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya,
hasil pencapaian kinerja atas indeks Kesehatan selalu mengalami peningkatan. Tahun 2020
menunjukkan angka indeks Kesehatan sebesar 0.852, pada tahun 2021 meningkat menjadi
0.853, dan pada tahun 2022 angka indeks Kesehatan meningkat menjadi 0.854. Dengan
demikian, rata-rata peningkatan angka indeks Kesehatan di Kabupaten Demak selama tahun
2020-2022 sebesar 0.001 yang artinya terdapat perbaikan status kesehatan masyarakat di
Kabupaten Demak setiap tahunnya.

Angka Indeks Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 0.840 dan
Indeks Kesehatan nasional Tahun 2022 sebesar 0.798. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks
Kesehatan Kabupaten Demak lebih tinggi dibandingkan dengan hasil indeks Kesehatan
Provinsi Jawa tengah dan indeks Kesehatan Nasional. Gambaran peningkatan indeks

kesehatan menunjukkan bahwa bayi yang dilahirkan pada tahun 2021 mempunyai harapan
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hidup mencapai umur 75.46 tahun lebih panjang 0.06 tahun dibandingkan dengan bayi yang

lahir ditahun 2020. Jika dibandingkan dengan Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi jawa
Tengah sebesar 74.47 tahun, maka Kabupaten Demak mempunyai Umur Harapan Hidup
(UHH) hanya 0.01 tahun lebih rendah, dan bila dibandingkan dengan Umur Harapan Hidup
(UHH) Nasional 71.57 tahun maka usia harapan hidup di Kabupaten Demak 3,89 tahun lebih
tinggi.

Angka harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat
ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah jumlah tahun yang
diharapkan untuk hidup atau dapat diartikan dengan banyaknya tahun yang ditempuh
penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu oleh suatu generasi (seseorang sejak
lahir) berdasarkan rata-rata statistik (berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang

dirillis pada https://jateng.bps.go.id/indicator/26/83/1/indeks-pembangunan-manusia-metode-

baru-.html. Capaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kab. Demak dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 111.32
Angka Harapan Hidup (AHH) Kab. Demak

2022 Target Capaian
Realisasi | Realisasi Akhir sd 2022

2020 2021 L . RPJMD | terhadap
Target | Realisasi | Capaian
(2026) 2026

Indikator Kinerja

Angka Harapan Hidup
(AHH)
Sumber : Dinkes Kab. Demak, 2022

75.40 75.46 75.50 75.52 75.66 99.81%

Berdasarkan tabel di atas target AHH pada tahun 2022 sebesar 75.5 dengan
realisasi AHH sebesar 75.52, hal ini menunujukkan bahwa persentase capaian kinerja atas
target AHH tahun 2022 sebesar 100.03% dan persentase capaian kinerja atas target akhir
RPJMD sebesar 99.81% dengan status capaian kinerja sangat baik. AHH di Kabupaten
Demak selama tahun 2020-2022 menunjukkan adanya peningkatan yang berkelanjutan.
Tahun 2020 menunjukan AHH sebesar 75.40, pada tahun 2021 AHH meningkat menjadi
75.46, dan pada tahun 2022 AHH meningkat menjadi 75.52. Gambaran peningkatan umur
harapan hidup menunjukkan bahwa bayi yang dilahirkan pada tahun 2022 mempunyai
harapan hidup mencapai umur 75.52 tahun lebih panjang 0,06 tahun dibandingkan dengan
bayi yang lahir ditahun 2021.

Angka Harapan Hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi suatu wilayah.
Secara garis besar, Semakin tinggi angka harapan hidup di suatu wilayah, menunjukan

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada
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umumnya. Kondisi tersebut juga menggambarkan tingkat Indeks Kesehatan masyarakat di

wilayah tersebut.

AHH Kabupaten Demak lebih tinggi dibandingkan target AHH Provinsi Jawa tengah
melihat target AHH Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 74.10 dengan realisasi AHH
sebesar 74.57. Sedangkan persentase capaian AHH Kabupaten Demak tahun 2022
terhadap target AHH provinsi sebesar 101.92%, yang artinya kinerja Capaian Angka
harapan Hidup masuk ke dalam kategori capaian kinerja sangat tinggi (skor >90%).

Penghitungan Indeks Kesehatan ditentukan oleh Nilai maksimum dan Minimum
Angka harapan Hidup. Batas maksimun dan minimum Komponen IPM Metode Baru
mengacu pada United Nations Development Programe (UNDP) yang dapat dilihat pada tabel
di bawah ini:

Tabel 111.33
Batas maksimun dan minimum Komponen IPM Metode Baru mengacu pada United
Nations Development Programe (UNDP)

| _ Minimum |
Indikator
I N =T ——

Angka Harapan Hidup saat Lahir

(AHH) Tahun 20 20 85 85
Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 0 0 18 18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 0 0 15 15
Pengeluaran per Kapita 100 1.007.436%* 107.721 26.572.352%%*
Disesuaikan (PPP U$) (Rp) (PPP U$) (Rp)

Sumber : https.//jateng.bps.qo.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.htmitsubjekViewTab2

Adanya Peningkatan AHH selama 3 tahun terakhir juga mempengaruhi hasil dari
penghitungan indeks Kesehatan di Kabupaten Demak. Dari hasil penghitungan Indeks
Kesehatan Kabupaten Demak menunjukkan adanya trend peningkatan yang kontinyu
selama 3 tahun terakhir.

Keberhasilan atas capaian Indeks Kesehatan di Kabupaten Demak dipengaruhi oleh
faktor :

1. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). AKI pada tahun
2021 sebesar 91,19 per 100.000 kelahiran hidup, Tahun 2022 AKI mengalami
penurunan menjadi 67,73 per 100.000 kelahiran hidup. Sama halnya dengan AKI, AKB
pada tahun 2021 sebesar 3,8 per 1.000 kelahriran hidup, dan mengalami penurunan
angka kejadian pada tahun 2022 menjadi 3,73 per 1.000 kelahiran hidup.

2. Telah terkendalinya emerging diseases Covid-19 (pandemi Covid-19) dan angka
kematian. Target Incident rate Covid-19 pada tahun 2022 sebesar < 535 per 100.000
penduduk dengan realisasi kasus sebesar 346 per 100.000 penduduk. Tahun 2021,
tercatat ada 9.687 kasus terkonfirmasi Covid-19, menurun pada tahun 2022 menjadi
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4.

4.220 kasus terkonfirmasi covid-19. Angka kematian akibat covid-19 tahun 2021 tercatat
889 kasus dan menurun menjadi 66 kasus pada tahun 2022.

Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang terakreditasi minimal
Madya. Target fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang terakreditasi
minimal Madya Tahun 2022 sebesar 93,1% dan realisasi atas target tersebut sebesar
96,6% dengan capaian kinerja sebesar 104%. Kabupaten Demak mempunyai 29 fasilitas
primer dan rujukan, yang terdiri dari 27 puskesmas dan 2 rumah sakit umum daerabh.
Tahun 2021, tercatat ada 27 fasyankes yang mempunyai akreditasi minimal madya.
Pada tahun 2022 tercatatat adanya 28 fasyankes yang terakreditasi madya, hal ini oleh
karena RSUD Sultan fatah telah melaksanakan penilaian akreditasi untuk pertama kali
dan mendapatkan hasil dengan status akreditasi Paripurna. Hal ini sangat menunjang
kinerja bidang kesehatan dalam upaya peningkatan jaminan atas kualitas dan kuantitas
pelayanan publik bidang Kesehatan, khusunya dalam upaya pemberian layanan yang
terjangkau masyarakat dan penanganan rujukan pada kasus kegawatdaruratan secara
cepat dan tepat, sehingga dapat memperkecil angka kesakitan dan kematian.

Adanya peningkatan Desa Siaga aktif mandiri. Tahun 2022, Bidang Kesehatan
mentargetkan desa siaga aktif mandiri sebesar 45% dengan realisasi kinerja sebesar
61,04%. Dari data tercatat 152 dari 249 desa telah berstatus sebagai desa siaga aktif
mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa Sebagian besar penduduk di kabupaten Demak
memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk melakukan
mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawadaruratan,
kesehatan secara mandiri.

Pemanfaatan sumberdaya manusia yang ada, peningkatan koordinasi dan kejasama
lintas sektor dan dengan stakeholder terkait dalam upaya pemenuhan standart
pelayanan minimal pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir, dan peningkatan
pelayanan kesehatan ibu dan bayi melalui peningkatan kompetensi tenaga bidan desa
dan tenaga PONED, peningkatan pengetahuan keluarga dengan Ibu Maternal.

Faktor yang menjadi penghambat atas keberhasilan capaian Indeks Kesehatan di

Kabupaten Demak dipengaruhi oleh :

1.

3.

Tingginya angka kesakitan yang disebabkan oleh karena Masih adanya kasus kematian
ibu, kematian bayi, kematian balita; Masih adanya kasus penyakit menular dan semakin
meningkatnya kasus penyakit tidak menular.

Masih adanya kasus kekurangan gizi yang disebabkan oleh karena Masih adanya kasus
Balita Gizi buruk dan Masih adanya kasus stunting. Berdasarkan data SSGI tahun 2022,
tercatat kasus stunting di Kabupaten Demak sebesar 16,2%.

Belum semua masyarakat miskin memiliki asuransi/jaminan kesehatan; Belum
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optimalnya Kualitas, kuantitas dan pemerataan tenaga kesehatan strategis; dan Masih
kurangnya sediaan kefarmasian dan perbekalan kesehatan.

Rendahnya budaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang disebabkan oleh
karena Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga.

Adapun Strategi untuk pencapaian dan peningkatan kinerja, antara lain Peningkatan

Pelayanan Kesehatan promotive dan Preventif dengan tetap memperhatikan kuratif dan
rehabilitatif.

a.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan bayi melalui Peningkatan kualitas pelayanan
ANC, PNC dan Peningkatan Kualitas pelayanan Puskesmas PONED, RS PONEK; dan
peningkatan pola asuh balita dan peningkatan pengetahuan petugas.

Menurunkan penyakit menular dan tidak menular melalui Peningkatan mutu pelayanan,
kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan penyakit menular dan tidak
menular; Peningkatan penemuan kasus penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan
Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM); dan Penguatan survailans penyakit dan
Peningkatan mutu dan cakupan imunisasi.

Peningkatan status gizi. Melalui Peningkatan pemberian makanan tambahan pada balita
dengan berat badan di bawah garis merah (BGM) dan penderita gizi buruk; Peningkatan
cakupan ASI Eksklusif melalui penegakan peraturan, penyediaan pojok laktasi dan
peningkatan pemahaman masyarakat; dan Peningkatan deteksi dini tumbuh kembang
anak pada PAUD.

Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan
melalui Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasrana fasilitas kesehatan primer dan
rujukan; Peningkatan sediaan kefarmasian dan alat kesehatan, pengawasan obat,
perbekalan kesehatan, pangan dan bahan berbahaya; dan Standarisasi pelayanan
kesehatan dasar dan Lanjutan, Pelayanan laboratorium kesehatan.

Peningkatan Upaya Promotif Preventif melalui GERMAS. Melalui Sosialisasi dan
advokasi Regulasi Upaya Promotif dan preventif melalui GERMAS; Pembuatan dan
penyebarluasan informasi melalui berbagai media; dan peningkatan cakupan
peningkatan PHBS tatanan rumah tangga dan Kebugaran Fisik Masyarakat.

Keberhasilan atas realisasi Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

dengan Indikator Indeks Kesehatan tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 111.34
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
indikator Indeks Kesehatan

No Program Anggaran Realisasi % Capaian
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan 132.662.189.759 | 121.817.390.654

1 91.83
Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
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No Program Anggaran Realisasi % Capaian
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 7.342.760.000 7.330.860.000

2 . 99.84
Manusia Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan 528.094.000 524.433.830

3 . 99.31
Makanan Minuman
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang 1.695.485.125 1.667.252.400

4 98.33
Kesehatan

Jumlah 142.228.528.884 | 131.339.936.884 9234

Sumber: Dinkes Kab. Demak, 2022
Dari tabel di atas dapat diketahui Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan

Masyarakat dengan indikator Indeks Kesehatan didukung oleh 4 (rmpat) program dengan

realisasi anggaran sebesar Rp. 131.339.936.884,- dari pagu anggaran Rp.

142.228.528.884,- dengan capaian realisasi anggaran 92.34%. Adapun rincian program
sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
yang diampu oleh Dinas Kesehatan. Program ini memiliki indikator Rata-rata persentase
capaian SPM Bidang Kesehatan dengan capaian kinerja 100%

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang diampu oleh
Dinas Kesehatan. Program ini memiliki indikator Persentase tenaga kesehatan
berkompetensi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan capaian kinerja 100%

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman yang diampu oleh
Dinas Kesehatan. Program ini memiliki indikator Persentase sarana pelayanan
kefarmasian dan alat kesehatan serta sarana produksi makanan dan minuman sesuai
dengan capaian kinerja 100%

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang diampu oleh Dinas
Kesehatan. Program ini memiliki indikator Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku
Hidup Bersih dan Sehat) dengan capaian kinerja 100%

Adapun tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya atas Sasaran

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Indikator Indeks Kesehatan dapat

dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 111.35
Efisiensi dan efektivitas indikator Indeks Kesehatan

N Sat Kinerja Keuangan
Sasaran Indikator Tar | Realisa n realisas

o uan get | si (%) o Program Pagu i %
Meningkatn Egﬁ;ﬁ‘han Uoava 121.817

1 |ve Derajat | Indeks Inde | 0.85 0.854 1 | Kesehatan Paya | 132.662.189.759 | .390.65 91,83
Kesehatan | Kesehatan | ks 4 ' P D 4 '
Masyarakat erorangan an

Upaya Kesehatan

100
BAB IIT AKUNTABILITAS KINERJA



| Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

) Kabupaten Demak 2022
""""""""""""""""""""""""""""" Masyarakat | |
Program
Peningkatan 7.330.8
2 | Kapasitas Sumber | /542760000 | 66000 | 99,84
Daya Manusia
Kesehatan
Program  Sediaan
Farmasi, ANat | 528004000 | 024433
3 830 99.31
Kesehatan Dan
Makanan Minuman
Program
Pemberdayaan 1.695.485.125 U5ei2
4 . 52.400 | 98.33
Masyarakat Bidang
Kesehatan
131.339
CAPAIAN Jumlah 142.228.528.884 .932.88 9234
TINGKAT EFISIENSI 7.66
TINGKAT EFEKTIFITAS 108.29%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2022

Berdasarkan tabel di atas Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan
indikator Indeks Kesehatan terjadi efisiensi sebesar 7.66 yang didapat dari selisih capaian
kinerja dengan capaian realisasi anggaran (100 - 92.34 =7.66 dan efektivitas sebesar
108.29% yang didapat dari capaian kinerja dibagi capaian anggaran dikalil00
(100/92.34*100).

7. Analisis Kinerja Sasaran 5 : “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat”
Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat”
dengan Indikator Indeks Pengeluaran mencapai 53% dan termasuk predikat “Rendah”
sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 111.36
Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pengeluaran

0.365 0.357 0.361 0.715 0.379 53% 0,739 51.28%

Indeks
Pengeluaran

Sumber : Dindagkop UKM Kab. Demak, 2022
Sasaran Daerah Meningkatnya Pendapatan Masyarakat, melalui Indikator Indeks

Pengeluaran adalah salah satu pembentuk Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan
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penghitungan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power

Parity — PPP). Pengeluaran per Kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi
semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian
maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah
tangga tersebut dan Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity — PPP) adalah suatu teori
ekonomi untuk menyetarakan harga sekumpulan barang yang identik di berbagai negara.

Hasil yang didapatkan pada pengukuran capaian kinerja Indeks Pengeluaran tahun
2022 oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah jika dibandingkan
dengan target pada Tahun 2022 capaian kinerja yang di dapatkan dapat dikatakan kurang
memuaskan dan perlu upaya lebih keras untuk dapat tercapai realisasinya. Pada tahun 2022
target yang ditetapkan sebesar 0.715, Sedangkan realisasi yang didapatkan hanya
mencapai 0.379, atau mendapatkan capaian sebesar 53%.

Pengukuran pencapaian kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2022, apabila
dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun lalu atau tahun-tahun Sebelumnya,
realisasi kinerja indikator Indeks Pengeluaran mengalami penurunan serta kenaikan dalam
pelaksanaan pengukuran capaian kinerja indikator tersebut. Pada Tahun 2019 pengukuran
pencapaian kinerja yang dilaksanakan pada Indikator Indeks Pengeluaran, mendapatkan
realisasi sebesar 0,365 atau dengan besaran nilai pengeluaran perkapita yang disesuaikan
(PPP) sebesar Rp. 10.344.000, sedangkan pengukuran pencapaian Kkinerja yang
dilaksanakan pada Indikator Indeks Pengeluaran pada Tahun 2020, realisasi yang
didapatkan sebesar 0,357, atau dengan besaran nilai pengeluaran perkapita yang
disesuaikan (PPP) sebesar Rp. 10.128.000. Besaran nilai realisasi indikator Indeks
Pengeluaran kurun waktu Tahun 2019-2020 mengalami penurunan realisasi sebesar 0,008.
Pengukuran capaian kinerja yang dilaksanakan pada Tahun 2021, realisasi indikator Indeks
Pengeluaran yang didapatkan sebesar 0,361, atau dengan besaran nilai pengeluaran
perkapita yang disesuaikan (PPP) sebesar Rp. 10.248.000. Besaran nilai realisasi yang
didapatkan pada indikator Indeks Pengeluaran kurun waktu Tahun 2020-2021 mengalami
kenaikan realisasi sebesar 0,004. Serta pada Tahun 2022 pengukuran pencapaian kinerja
yang dilaksanakan pada Indikator Indeks Pengeluaran mendapatkan realisasi kinerja
sebesar 0,379, atau dengan besaran nilai pengeluaran perkapita yang disesuaikan (PPP)
sebesar Rp.10.698.000. Hasil realisasi capaian kinerja pada pelaksanaan kurun waktu
Tahun 2021-2022, mendapatkan hasil yang positif dengan nilai kinerja yang didapatkan
meningkat dari Tahun sebelumnya sebesar 0,018.

Pengukuran capaian kinerja pada Tahun 2022, apabila dibandingkan dengan target
jangka menengah yang terdapat pada RPIJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, masih

terdapat selisih capaian kinerja yang perlu diupayakan dengan keras, agar dapat mencapai
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nilai capaian 100%, dikarenakan apabila dibandingkan, hasil realisasi capaian kinerja

indikator Indeks Pengeluaran pada Tahun 2022, mendapatkan realisasi sebesar 0.379,
sedangkan pada akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Demak, yaitu Tahun 2026, target
yang ditentukan sebesar 0.739. Dengan ini pengukuran capaian kinerja pada indikator
Indeks Pengeluaran, hanya mendapatkan capaian sebesar 51.28%, atau perlu upaya keras
dalam pelaksanaan pencapaian indikator tersebut.

Analisis perbandingan pengukuran capaian kinerja indikator Indeks Pengeluaran,
yang dilakukan meliputi Daerah Metropolitan yang berada di eks-keresidenan Semarang
(KEDUNGSEPUR), vyang terdiri dari Kendal-Demak-Ungaran-Semarang-Purwodadi,
pengukuran capaian kinerja pada Tahun 2022, Kabupaten Demak menempati urutan ke 4
(Empat), dari lima Daerah eks-karesidenan Semarang. Pada Tahun 2022, pengukuran
capaian kinerja yang dilaksanakan pada indikator Indeks Pengeluaran mengacu dengan
perbandingan jumlah pengeluaran maksimum dan pengeluaran minimum, dengan uraian
pengeluaran maksimum sebesar Rp. 26.572.352, dan jumlah pengeluaran minimum sebesar
Rp. 1.007.436, pada setiap Daerah. Pengukuran pencapaian kinerja yang dilaksanakan
pada Kota Semarang yang menempati urutan pertama pada analisis perbandingan yang
dilaksanakan, mendapatkan hasil realisasi pada Tahun 2022, dengan besaran nilai realisasi
pada indikator Indeks Pengeluaran sebesar 0.600, atau dengan besaran nilai pengeluaran
perkapita yang disesuaikan (PPP) sebesar Rp. 16.351.000. Pada urutan kedua ditempati
oleh Kabupaten Ungaran, dengan hasil pencapaian kinerja pada indikator Indeks
Pengeluaran Tahun 2022 sebesar 0,448, atau dengan besaran nilai pengeluaran perkapita
yang disesuaikan (PPP) sebesar Rp. 12.448.000. Pada urutan ketiga, ditempati oleh
Kabupaten Kendal, dengan besaran nilai realisasi pada indikator Indeks Pengeluaran
sebesar 0.430, atau dengan besaran nilai pengeluaran perkapita yang disesuaikan (PPP)
sebesar Rp. 11.999.000. Pada urutan keempat ditempati Kabupaten Demak, dengan
besaran nilai realisasi pada indikator Indeks Pengeluaran sebesar 0.379, atau dengan
besaran nilai pengeluaran perkapita yang disesuaikan (PPP) sebesar Rp. 10.698.000. Serta
pada urutan terakhir pada perbandingan pencapaian kinerja indikator Indeks Pengeluaran
yang dilaksanakan meliputi Daerah Metropolitan eks-Karesidenan Semarang, ditempati oleh
Kabupaten Grobogan (Purwodadi), dengan besaran nilai realisasi pada indikator Indeks
Pengeluaran sebesar 0,376, atau dengan besaran nilai pengeluaran perkapita yang
disesuaikan (PPP) sebesar Rp. 10.610.000.

Jika diperhatikan lebih lanjut selisih pencapaian kinerja pada Kabupaten Demak
terhadap urutan pertama dan urutan terakhir pada perbandingan pencapaian kinerja
indikator Indeks Pengeluaran yang dilaksanakan meliputi Daerah Metropolitan eks-

Karesidenan Semarang, selisih pencapaian realisasi kinerja indikator Indeks Pengeluaran

103
BAB IIT AKUNTABILITAS KINERJA



| Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Demak 2022

Kabupaten Demak dengan Kota Semarang sebagai urutan pertama, mendapatkan hasil

sebesar 0,221. Sedangkan perbandingan selisih yang dilaksanakan pada Kabupaten
Groboan, sebagai urutan terakhir pada perbandingan pengukuran capaian kinerja pada eks-
karesidenan Semarang, dengan Kabupaten Demak, hanya terpaut selisih sebesar 0,003.
Dengan kata lain, Kabupaten Demak memerlukan upaya keras agar dapat mewujudkan
peningkatan realisasi serta keberhasilan pada pengukuran capaian kinerja Indeks
Pengeluaran pada Tahun mendatang, dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.
Pada pengukuran capaian kinerja indikator sasaran Indeks Pengeluaran, terdapat
beberapa faktor penyebab keberhasilan peningkatan dan faktor penyebab kegagalan /
penurunan kinerja pada indikator Indeks Pengeluaran yang dilaksanakan kurun waktu Tahun
2019-2022, antara lain :
Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja indikator Indeks
Pengeluaran, antara lain :
1. Semakin berkembangnya pola kemampuan beli pada kehidupan rumah tangga di
Kabupaten Demak, untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
Bertambahnya pendapatan masyarakat di Kabupaten Demak;
Adanya peningkatan pada pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Demak;

Menurunnya angka tingkat pengangguran di Kabupaten Demak;

ok~ wD

Terciptanya kemandirian masyarakat di Kabupaten Demak dalam proses berwirausaha
untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pertumbuhan laju ekonomi di Daerah
Kabupaten Demak;

6. Adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Demak.

Permasalahan/Hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja indikator Indeks

Pengeluaran, antara lain:

1. Masih adanya lonjakan permintaan bahan konsumsi yang ada di Kabupaten Demak,
sehingga mempengaruhi kenaikan harga di pasaran;

2. Timbulnya perilaku konsumtif pada masyarakat di Kabupaten Demak;

3. Adanya kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat menjelang hari-hari besar;

4. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan masih banyak pula pengangguran
di Kabupaten Demak;

5. Kurang optimalnya penyerapan informasi dan kemampuan ketrampilan pada SDM, yang
mengikuti pelatihan kewirausahaan, sehingga berpengaruh pada laju pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Demak;

6. Masih adanya Kemiskinan Ekstrim yang melanda Daerah-daerah pesisir di Kabupaten

Demak.
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Adapun Program dan Anggaran yang menunjang Sasaran Meningkatnya
Pendapatan Masyarakat dengan indikator Indeks Pengeluaran dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 111.37
Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
Indikator Indeks Pengeluaran
. %

No Program Anggaran Realisasi Capaian
1 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing 561.941.100 508.197 350 90 44

Kepemudaan
2 | Program Hubungan Industrial 130.000.000 129.710.000 99.78
3 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 754.659.330 652.389.400 86.45
4 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 12.833.225123 | 12.632.984.477 98.44
5 | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 100.000.000 97.914.400 97.91

Jumlah 14.379.825.553 | 14.021.195.627 | 97

Sumber data : Dindagkop UKM, Dinpora, Dinnakerind Kab. Demak 2022

Berdasarkan tabel diatas, Sasaran Daerah Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

melalui indikator Indeks Pengeluaran didukung oleh 5 (lima) program dengan realisasi

sebesar Rp. 14.021.195.627,- dari pagu anggaran Rp. 14.379.825.553,- dengan capaian

realisasi anggaran sebesar 97.51%. Adapun rincian dari program ini sebagai berikut :

1.

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang diampu oleh
Dinpora. Program ini memiliki indikator Persentase wirausaha muda, Persentase
organisasi pemuda aktif dengan capaian kinerja 100%

Program Hubungan Industrial yang diampu oleh Dinnakerind. Program ini memiliki
indikator Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun dengan capaian kinerja 100%
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang diampu oleh Dinpora. Program
ini memiliki indikator Persentase Organisasi Pramuka yang aktif dengan capaian kinerja
100%

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang diampu oleh Dindagkop
UKM. Program ini memiliki indikator Persentase Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan
Dalam Kondisi Baik

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang diampu oleh Dindagkop UKM.
Program ini memiliki indikator Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan
Perlengkapannya (Uttp) Bertanda Sah Yang Berlaku dengan capaian kinerja 109.3%

Adapun tingkat efisiensi dan efektivitas Sasaran Meningkatnya Pendapatan

Masyarakat dengan indikator Indeks Pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 111.38
Tingkat Efektifitas dan efisiensi Indikator Indeks Pengeluaran
Kinerja Keuangan
N . Sat
Sasaran Indikator Tar | Realis n o
uan ] (%) Program Pagu realisasi | %
get | asi o
Program
Pengembangan 561.941.100. | 508.197.
1 | Kapasitas  Daya 00 350.00 | 90.44
Saing
Kepemudaan
Program
2 | Hubungan 129.710.
Industrial 130.000.000 000 | 99.78
Program
Meningkat | Indeks
Inde | 0.71 Pengembangan
nya Pengeluar 0.379 53% |3 )
ks 5 Kapasitas 652.389.
Pendapat | an
1 Kepramukaan 754.659.330 400 | 86.45
an
Program
Masyarak i
) 4 Peningkatan
a
Sarana Distribusi 12.833.225.1 | 12.632.9
Perdagangan 23 84.477 | 98.44
Program
5 Standardisasi dan
Perlindungan 97.914.4
Konsumen 100.000.000 00 | 97.91
14.021.1
CAPAIAN 53% Jumlah 14.379.825.5
95.627
53 97.51
TINGKAT EFISIENSI -
TINGKAT EFEKTIFITAS -

Sumber data : Dindagkop UKM Kab. Demak, 2022

Berdasarkan tabel di atas Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dengan
indikator Indeks Pengeluaran tidak terjadi efektivitas dan efisiensi karena capaian kinerja

belum mencapai 100%.

8. Analisis Kinerja Sasaran 6 : “Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender
dalam Pembangunan”
Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan
Gender dalam Pembangunan” dengan Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)
mencapai 99.58% dan termasuk predikat “Sangat Tinggi” sebagaimana disajikan dalam
tabel berikut :
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Tabel 111.38
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Meningkatnya
Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan

Indeks
Pembangunan | 90.57 90.90 91.16 | 91.54 91.16 92.38 98.68
Gender (IPG)

Sumber : DinsosP2PA Kab. Demak, 2022
Sasaran Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Pembangunan
dengan Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) memiliki formulasi perhitungan
Indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan
dengan IPM Laki — laki. Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengukur
pencapaian dimensi dan variabel yang sama dengan IPM tetapi mengungkapkan
ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.
_ IPM Perempuan
O = 1PM Laki — laki *
Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk

100

3 (tiga) komposit : umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standart hidup layak.
Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara
perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka
semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laik-laki. Angka
100 adalah standart untuk menginterprestasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan
rasio perbandingan yang paling sempurna.

Berdasarkan tabel diatas terlihat realisasi tahun 2021 sama dengan realisasi tahun 2022,
hal ini disebabkan perhitungan data tahun 2022 masih dalam proses. Realisasi IPG tahun
2022 mencapai 91,16 mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 dan tahun 2019. Jika
dilihat dari capaian terhadap target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 92,38 maka masih
diperlukan usaha inovasi untuk mencapai angka 100.

IPG Kab. Demak lebih rendah apabila dibandingkan dengan angka IPG Provinsi Jawa
Tengah sebesar 92.83.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran adalah :

a. Adanya Kelembagaan Organisasi Pemerintah daerah yang membidangi Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Adanya kebijakan Kepala Daerah terkait Kesetaran Gender pada dokumen RPJMD,

RKPD, Renstra.
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c. Adanya Kebijakan Kepala Daerah terkait pelaksanaan Perencanaan, dan Penganggaran

Responsif Gender (PPRG) pada semua bidang pembangunan, baik dalam bentuk
Peraturan Bupati maupun Surat Edaran.
d. Adanya penghargaan dari Kementerian PP dan PA RI dalam pelaksanaan
Pemberdayaan Perempuan, PUG dan Perlindungan Perempuan dan anak tingkat
Utama.
Sedangkan faktor menyebabkan kegagalan, antara lain :
Pelaksanaan ARG belum menjadi komitmen kuat sesuai dengan Peraturan Bupati.

b. Masih adanya anggapan di masyarakat, bahwa perempuan konco wingking.

o

Dampak / hasil dari pelaksanaan kegiatan kesetaraan gender, tidak dapat langsung
tampak, tetapi baru bisa dirasakan setelah beberapa tahun.

Pencapaian Sasaran dalam

Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender
Pembangunan dengan Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) didukung oleh program
dan anggaran sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 111.39
Program dan Anggaran Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)

No Program Anggaran Realisasi % Capaian
|| conpomborinporonpun | azsoony| 22000 100
2 g;or?(;:;nd:ﬁrfr?;oklaan eiem e 15.000.000 15.000.000 | 100.00
3 E;ngfg Peningkatan Kualitas s 000,000 55 698,676 00.59
4 | Program Perlindungan Perempuan 102.275.500 72.929.125 71.31
5 | Program Perlindungan Khusus Anak 137.980.419 92.310.260 66.90
6 |(D|::|c_)|gArfm Pemenuhan Hak Anak 0000000 198.914.800 00.45

Jumlah 1.052.505.919 974.102.861 92.55

Sumber : DinsosP2PA Kab. Demak, 2022

Berdasarkan tabel diatas, Sasaran Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender
dalam Pembangunan dengan Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) didukung oleh 6
(enam) program dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.021.195.627,- dari pagu
anggaran Rp. 14.379.825.553,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar 97.51%.

Adapun analisis efisiensi dan efektivitas Sasaran Meningkatnya Kesetaraan dan
Keadilan Gender dalam Pembangunan dengan Indikator Indeks Pembangunan Gender
(IPG) dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 111.40
Tingkat Efektifitas dan efisiensi Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kinerj K
N Sasaran Indikator Satu T R 'Fefja e
0 an ::g eailsas (%) : Program Pagu realisasi %
Program
Pengarusutamaan
1 | Gender dan 42.250.000 42.250.000 | 100.00
Pemberdayaan
Perempuan
Program Pengelolaan
2 | Sistem Data Gender 15.000.000 15.000.000 | 100.00
dan Anak
Meningkatny Indeks ,
a Pembanguna | Inde | 915 | o .o 3 | program Peningkaten | geso00.000 | *2EBET | 9959
Kesetaraan n Gender ks 4 ' 9
! dan (PG) o Pering
Keadilan 4 P;"rg[ﬁ‘m ar?”” ungan | 402275500 | 72.920.125 | 7131
Gender pu
5 | Program Periindungan | 157980419 | 92310260 | 66.90
Khusus Anak
Program Pemenuhan 198.914.80
6 Hak Anak (PHA) 200.000.000 0 99.46
CAPAIAN Jumlah 1052505919 | T80 | gy 55
TINGKAT EFISIENSI -
TINGKAT EFEKTIFITAS -

Sumber data : Dindagkop UKM Kab. Demak, 2022

Berdasarkan tabel di atas Sasaran Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender
dalam Pembangunan dengan Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) tidak terjadi
efisiensi dan efektivitas karena capaian kinerja belum mencapai 100%.

9. Analisis Kinerja Sasaran 7 : “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang
berkelanjutan dan Tangguh Bencana”
Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
yang berkelanjutan dan Tangguh Bencana” dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH) dan Indeks Resiko Bencana mencapai 91.19% dan termasuk predikat
“Sangat Tinggi” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :
Tabel 111.41

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
yang berkelanjutan dan Tangguh Bencana

Indeks

Kualitas
Lingkungan
Hidup (IKLH)

53.72 59.79 68.04 66.23 54.84 82.80% | 66.34 82.67%
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Indeks Resiko
Bencana

Rata - rata capaian

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup 2022, data diolah

Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan Tangguh
Bencana diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan
Indeks Resiko Bencana.

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran kondisi
lingkungan hidup yang difokuskan pada media lingkungan air, udara dan lahan
sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Nomor: S-318/PPKL/set/ ren.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020. IKLH

dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)

Ket:

IKA = Indeks Kualitas Air
IKU = Indeks Kualitas Udara
IKL = Indeks Kualitas Lahan

Capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Demak dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 111.42
Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Demak

Indeks
Kualitas
Lingkungan
Hidup (IKLH)

53.72 59.79 68.04 66.23 54.84 82.80% | 66.34 | 82.67%

Sumber : DinLH Kab. Demak, 2022

Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Demak tahun 2022
adalah 54.84 dari target 66.23 dengan capaian kinerja 82.80%. Realisasi tahun 2022
mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 dimana realisasi IKLH
adalah sebesar 68.04. Realisasi IKLH di tahun 2020 sebesar 59.79 juga lebih tinggi apabila
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dibandingkan dengan realisasi IKLH tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan capaian

nasional pada tahun 2022 yang sebesar 72.42, IKLH Kabupaten Demak masih dibawahnya.

Rendahnya realisasi IKLH pada tahun 2022 disebabkan pada awal perencanan
perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Demak berdasarkan
Permen LHK Nomer P.78/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Indikator Kinerja Utama
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun setelah diberlakukannya Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas
Lingkungan hidup, maka perhitungan dalam menentukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH) berbeda dengan tahun tahun sebelumnya. Perhitungan IKLH untuk tahun 2022-2026
pada in-pute data indicator/parameternya mengalami perubahan dalam jumlah, jenis dan
sistem perhitungannya, sehingga akan lebih rendah nilai IKLH dibandingkan dengan tahun
2016 — 2021. Perkembangan IKLH Kab. Demak dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 111.3
Perkembangan IKLH Kab. Demak

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Demak Tahun 2019 - 2022
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Sumber : DinLH Kab. Demak, 2022

Berdasarkan grafik di atas angka IKLH Kab. Demak tahun 2022 adalah paling rendah
apabila dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun 2021. Hal ini disebabkan adanya
perubahan perihitungan dari Permen LHK Nomer P.78/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang
Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas
Lingkungan hidup.

Beberapa faktor pendukung pencapaian target kinerja bisa dikemukakan sebagai
berikut :
a. Melakukan Uji kualitas air dan udara di wilayah Kabupaten Demak secara rutin setahun 2

kali pada musim kemarau dan musim hujan.
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b. Pendampingan PROPER pada pengusaha kegiatan dilakukan secara berkelanjutan bagi

perusahaan diwilayah Kabupaten Demak baik tingkat regional maupun Nasional.

c. Penyuluhan dan pengendalian terhadap pencemaran air dan udara kepada masyarakat
melalui sosialisasi , koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan instansi terkait.

d. Koordinasi pengelolaan prokasih / superkasih dilakukan setiap tahun ditempat sungai —
sungai yang tercematr.

e. Koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan pihak — pihak terkait

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator IKLH antara lain adalah

[}

. Perilaku masyarakat di Kabupaten Demak kurang memahami tentang bagaimana
pengendalian pencemaran udara.
b. Pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Demak belum melaksanakan
pengendalian pencemaran udara secara maksimal.
c. Perilaku masyarakat di Kabupaten Demak kurang memahami tentang bagaimana cara
pengendalian pencemaran air.
d. Sampai saat ini Kabupaten Demak Banyak pelaku usaha yang belum memaksimalkan
pelaksanaan pengendalian pencemaran air.
e. Pengelolaan konservasi Sumber Daya ALam (SDA) dan pengendalian kerusakan
sumber — sumber air dilakukan secara berkelanjutan.
f. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem dengan cara pengadaan bibit
tanaman setiap tahun.
g. Pengendalian dampak perubahan iklim dengan penanaman/ rehabilitasi.
h. Koordinasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) kepada instansi terkait tingkat

Kabupaten dan provinsi.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian indikator IKLH yang terdiri
atas 3 Komponen (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan
Lahan), maka Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Melakukan upaya pengawasan dan penaatan pengendalian pencemaran air dan udara

di wilayah Kabupaten Demak secara maksimal.

b. Melaksanakan pengendalian terhadap udara di wilayah Kabupaten Demak secara efektif,
rutin dan berkelanjutan.

Melakukan koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan pihak — pihak terkait.

d. Melakukan upaya pengawasan dan penaatan pengendalian kerusakan tutupan lahan di

Kabupaten Demak secara maksimal.

e. Melaksanakan pengendalian secara efektif, rutin dan berkelanjutan.

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dicapai melalui program sebagai
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Tabel 111.43
Program dan Anggaran Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
No Program Anggaran Realisasi % Capaian
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap
1 | lIzin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan 40.000.000 39.600.000 99.00
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
o | Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau 1860.000.000 |  1.782.631.564 |  95.84
Kerusakan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan
3 | Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan 75.000.000 44.850.000 59.80
Beracun (Limbah B3)
4 | Program Pengelolaan Persampahan 2.633.303.000 2.352.987.015 89.35
5 (Pégﬁ;et‘lr)“ Pengelolaan Keanekaragaman Hayall 1674990000 |  1.600.222.800 |  95.54
6 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk 30.500.000.00 30.200.000.00 99,02
Masyarakat
Jumlah 6.313.793.000 5.850.491.379 92.66

Sumber : DinLH Kab. Demak, 2022
Berdasarkan tabel di atas indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

didukung oleh 6 (enam) program dengan realisasi anggaran Rp. 5.850.491.379,- dari pagu

anggaran Rp. 6.313.793.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar 92.66%. Dalam

pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) didukung upaya sebagai berikut :

1. Menurunkan Pencemaran Udara

a. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan lzin

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah salah satu
program yang dapat membantu menurunkan pencemaran udara. Program ini
bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang berpotensi mencemari
lingkungan mendapatkan izin yang tepat dan dipantau dengan baik. Dengan
demikian, kegiatan tersebut dapat diatur dan diawasi dengan baik sehingga dapat
mengurangi dampak negatifnya pada lingkungan dan kesehatan manusia. Melalui
program PPLH, pemerintah dapat memastikan bahwa perusahaan atau organisasi
yang memiliki kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan mematuhi
persyaratan yang telah ditetapkan dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Jika ada pelanggaran, pemerintah dapat mengambil
tindakan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.

2. Menurunkan Pencemaran Air Permukaan

a. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

bertujuan untuk mengurangi dan mencegah kerusakan lingkungan hidup, termasuk

pencemaran air permukaan. Program ini mencakup berbagai tindakan, seperti
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pengaturan penggunaan lahan, pengaturan kegiatan industri dan transportasi,

pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, serta pengendalian penggunaan
bahan kimia yang dapat mencemari air permukaan. Dengan mengimplementasikan
program ini, capaian IKLH dapat meningkat karena kualitas lingkungan hidup
menjadi lebih terjaga.

b. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3
juga Dbertujuan untuk mengurangi pencemaran air permukaan dengan
mengendalikan penggunaan bahan kimia berbahaya dan beracun serta limbahnya.
Program ini mencakup tindakan seperti pengaturan penggunaan bahan B3,
pengawasan terhadap kegiatan industri yang menggunakan bahan B3, serta
pengelolaan limbah B3. Dengan demikian, program ini dapat membantu
meningkatkan capaian IKLH karena kualitas air permukaan dapat terjaga.

c. Program Pengelolaan Persampahan juga berkontribusi dalam meningkatkan
capaian IKLH dengan cara mengelola sampah secara teratur dan efektif, sehingga
dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk pencemaran air
permukaan. Program ini mencakup tindakan seperti pengumpulan, pengangkutan,
dan pengolahan sampah. Dengan mengimplementasikan program ini, pencemaran
air permukaan dapat dikurangi dan kualitas lingkungan hidup dapat terjaga.

3. Meningkatkan Luas Tutupan Lahan

a. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) adalah program yang
bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati di suatu
daerah. Dalam konteks IKLH, program ini dapat membantu meningkatkan capaian
IKLH dengan cara menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, seperti
mempertahankan kelestarian hutan, mengurangi pencemaran air dan udara, dan
mempromosikan praktik pertanian yang berkelanjutan.

b. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat adalah program
yang memberikan penghargaan kepada masyarakat yang melakukan tindakan untuk
menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Program ini dapat membantu
meningkatkan capaian IKLH dengan cara meningkatkan kesadaran dan partisipasi
masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup, serta mendorong masyarakat untuk
melakukan tindakan-tindakan yang positif seperti pengurangan sampah,
penghematan energi, dan penggunaan transportasi ramah lingkungan.

Adapun analisis efisiensi dan efektivitas indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH) dapat dilihat dalam tabel berikut:
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Tabel 111.44
Efisiensi dan efektivitas indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Sat Kinerja Keuangan

realisas

: %

Sasaran Indikator Tar | Realisa (%) n
. ()

uan get | si o Program Pagu

Program Pembinaan
Dan  Pengawasan
Terhadap Izin
Lingkungan dan Izin
Perlindungan  dan
Pengelolaan
Lingkungan  Hidup
(PPLH)

40.000.000 39.600. | 99.00
000

Program

Pengendalian
2 | Pencemaran 1.860.000.000 | 1.782.6 | 95.84
dan/Atau Kerusakan 31.564
Lingkungan Hidup

Program
Meningkatn | |ndeks Pengendalian Bahan
ya Kualitas | Kualitas nde | 66.2 Berbahaya dan
Lingkungan | Lingkungan | ,*° | ;7 | 6484 | 8280 | , | Beracun (B3) dan
4| Hidup yang | Hidup S Limbah Bahan

berkelanjut | (IKLH) Berbahaya dan
an dan Beracun  (Limbah
Tangguh B3)

75.000.000 | 44.850. | 59.80
000

Bencana
Program

4 | Pengelolaan 2.633.303.000 | 2.352.9 | 89.35
Persampahan 87.015

Program
Pengelolaan
Keanekaragaman
Hayati (Kehati)

1.674.990.000 | 1.600.2 | 95.54
22.800

Program
Penghargaan 30.200.
Lingkungan  Hidup ESUUELY 000.00 eel

untuk Masyarakat

6.313.793.000 | 5.850.4 | 92.66
CAPAIAN 82.80 Jumlah 91.379

TINGKAT EFISIENSI -

TINGKAT EFEKTIFITAS -

Sumber : DinLH Kab. Demak, 2022
Berdasarkan tabel di atas, efisiensi dan efektivitas indikator Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH) tidak dapat dihitung karena capaian kerja belum mencapai 100%.

B. Indeks Resiko Bencana

Indeks Risiko Bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang
diperkirakan apabila bahaya menjadi bencana. Indeks risiko bencana disusun dari
komponen bahaya, keterpaparan/kerentanan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas
dalam menghadapi bencana. Indeks Resiko Bencana diukur menggunakan rumus

sebagaimana tampak pada gambar berikut :
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Gambar I11.1
Indeks Resiko Bencana
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Sumber : Perbup Demak No 1 Tahun 2022

Kabupaten Demak merupakan wilayah dengan potensi ancaman bencana tinggi.
Ancaman bencana tersebut dikarenakan Kabupaten Demak yang memiliki luas wilayah
seluas £ 1.149,07 km?2 yang terdiri dari daratan seluas * 897,43 km?2, dan lautan seluas *
252,34 km2 dengan kondisi tekstur tanah terdiri atas tekstur tanah halus (lanau) dan tekstur
tanah sedang (lempung) serta sudut elevasi wilayah mulai dari 0 m sampai dengan 100 m.
Wilayah Kabupaten Demak sebagian besar berada di daerah cekungan bekas rawa alias
tanah lumpur sehingga saat musim hujan di daerah Kabupaten Demak sering digenangi Air
dan saat musim kemarau tanahnya banyak yang retak/mengalami kekeringan.

Potensi ini ditambah dengan beberapa aliran sungai yang mengalir di Demak antara
lain Sungai Wulan yang melintas di Kecamatan Dempet, Gajah, Karanganyar, Mijen dan
Wedung; Sungai Cabean yang melintas di Kecamatan Karangawen, Guntur, Karangtengah
dan Sayung; Sungai Dolok yang melintas di Kecamatan Mranggen, Guntur dan Sayung;
Sungai Tuntang yang melintas di Kecamatan Kebonagung, Guntur, Wonosalam, Demak,
Karangtengah dan Bonang; Sungai Dombo yang melintas di Kecamatan Mranggen dan
Sayung; Sungai Setu yang melintas di Kecamatan Karangawen, Guntur dan Karangtengah,
dan Masih banyak sungai lain yang melintas di Kabupaten Demak yang berpotensi
menimbulkan bencana. Hal ini dikarenakan Sungai-sungai di Kabupaten Demak hanya
berfungsi sebagai sungai buangan dari wilayah atas tanpa ada pintu pengendali serta
kondisi tanggul di wilayah Kabupaten Demak sudah tidak normal.

Melihat potensi tersebut ancaman bencana di Kabupaten Demak tidak bisa
dipandang sebelah mata dan penanganannya harus dilakukan secara kolaboratif antara
Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Media untuk meningkatkan kapasitas
daerah sehingga menurunkan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Demak karena bencana
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merupakan urusan bersama sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 24 tahun

2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Indeks Risiko Bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang
diperkirakan apabila bahaya menjadi bencana. Pada hakikatnya penyelenggaraan
penanggulangan bencana baik di tingkat pusat dan daerah, jika berpedoman pada dokumen
Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana 2015-2019 adalah menurunkan indeks
risiko bencana. Penurunan indeks risiko tersebut sangat dipengaruhi oleh komponen
penyusunannya yaitu Bahaya/Hazard (H), Kerentanan/Vulnarbi lity (V), dan Kapasitas/Risk
(C). Risiko Bencana (R) dapat ditimbulkan karena tingginya tingkat bahaya dan kerentanan,
serta oleh rendahnya tingkat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Semakin tinggi
tingkat kerentanan dan bahaya daerah dan semakin rendahnya kapasitas membuat semakin
tingginya risiko terhadap bencana.

Capaian indikator Indeks Risiko Bencana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 111.45
Capaian indikator Indeks Risiko Bencana

Indeks Resiko

118.21 105.77 105.21 103.45 103.88 99.01 95.08
Bencana

Sumber : BPBD Kab. Demak, 2022

Berdasarkan tabel di atas realisasi Indeks Resiko Bencana Kabupaten Demak Tahun
2022 mencapai 103.88 dari target yang ditetapkan yaitu 103.45 dengan capaian 99.58%.
Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 dengan realisasi sebesar 105.21 menunjukkan
bahwa realisasi 2022 lebih baik mengingat Indeks Resiko Bencana adalah indikator negatif.
Realisasi Indeks Resiko Bencana Kab. Demak menunjukkan nilai yang lebih baik dari tahun
ke tahun melihat Indeks Resiko Bencana Kab. Demak tahun 2019 adalah 118.21 dan tahun
2020 Indeks Resiko Bencana Kab. Demak adalah sebesar 105.77. Realisasi Indeks Risiko
Bencana sebesar 103.88 pada tahun 2022 masih belum mencapai target atau kondisi yang
diharapkan pada akhir periode RPIJMD yakni 99.01 dengan capaian 95.08%, dalam artian
bahwa masih perlu diupayakan untuk menurunkan Indeks Risiko Bencana pada tahun —
tahun mendatang.

Angka Indeks Resiko Bencana Kab. Demak lebih baik apabila dibandingkan dengan
Indeks Risiko Bencana Indonesia/Nasional tahun 2021 yaitu 138.81 (Data Indeks Resiko
Bencana Indonesia (IRBI) 2022 belum realease). Perkembangan Indeks Risiko Bencana

Kabupaten Demak dapat dilihat pada grafik berikut :
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Grafik 111.4
Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Demak
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Sumber data : Buku IRBI BNPB (data diolah oleh BPBD Kabupaten Demak)

Berdasarkan Grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa setiap tahun Indeks Risiko

Bencana Kabupaten Demak selalu mengalami penurunan yaitu: Tahun 2018 = 118,21,
Tahun 2019 = 118,21, Tahun 2020 = 105,77, Tahun 2021 = 105,21 dan Tahun 2022
diproyeksikan akan turun menjadi 103,88. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Target

Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Demak setiap tahun mengalami Progres yang

baik.

Pencapaian target kinerja Indeks Risiko Bencana ini tidak terlepas dari hal — hal
berikut:
1. Adanya kerjasama antara Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Media

2.

yang bersinergi dalam Penanggulangan bencana;

Adanya UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perda Kab.
Demak Nomor 9 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di
Kabupaten Demak;

Telah terbentuknya Relawan di 5 Kecamatan (1. Relawan Kalijaga di Kecamatan
Karangawen, 2. Relawan Jakatingkir di Kecamatan Mijen, 3. Relawan Angling Kusumo di
Kecamatan Mranggen, 4. Relawan Glagah Wangi di Kecamatan Sayung dan yang ke- 5.
Relawan Demak Rescue di Kecamatan Demak) serta Relawan Desa yang terbentuk
melalui Desa Tangguh Bencana yang sampai dengan Tahun 2022 sudah terbentuk 29
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Sedangkan Faktor Penghambat pencapaian target kinerja Indeks Risiko Bencana ini

adalah:
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2. Lemahnya Data dan Regulasi di Tingkat Daerah terkait Penanggulangan Bencana untuk
mendukung Indeks Ketahanan Daerah yang mampu mendongkrak penurunan nilai
Indeks Risiko Bencana

Gambar [11.2
Sosialisasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana

Sumber : BPBD Kab. Demak, 2022

Sasaran Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh
bencana dengan indikator Indeks Risiko Bencana dicapai melalui program dan anggaran
sebagai berikut:

Tabel 111.46
Program dan Anggaran Indikator Indeks Resiko Bencana
No Program Anggaran Realisasi e
Capaian
Program Penanggulangan Bencana 2.549.530.484 2.419.598.075 94.90
2 | Program Penanganan Bencana 3.144.196.000 3.095.211.725 98.44
Program Pencegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan
3 | Non Kebakaran 186.112.500 173.953.300 93.47
Jumlah 5.879.838.984 5.688.763.100 96.75

Sumber Data : BPBD Kab. Demak, 2022

Indikator Indeks Resiko Bencana didukung oleh 3 (tiga) program dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 5.688.763.100,- dari pagu anggaran Rp. 5.879.838.984,- dengan
capaian realisasi anggaran sebesar 96.75%. Dalam pencapaian Indeks Resiko Bencana
didukung upaya sebagai berikut :

4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana
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b. Program Penanggulangan Bencana bertujuan untuk mengurangi kerentanan dan

meningkatkan ketahanan suatu daerah terhadap bencana melalui berbagai kegiatan,
seperti penyusunan rencana tanggap darurat, pelatihan kesiapsiagaan bencana, dan
peningkatan infrastruktur yang aman terhadap bencana. Program Penanggulangan
Bencana, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan suatu daerah dalam
menghadapi bencana sehingga dampak dari bencana yang terjadi dapat
diminimalisir. Hal ini dapat berdampak pada penurunan IRB suatu daerah karena
tingkat kerentanan yang rendah serta kemampuan untuk mengurangi dampak
bencana yang tinggi.
5. Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non Kebakaran bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan
penanggulangan terhadap kebakaran dan bencana lainnya. Program-program ini dapat
dilakukan melalui kegiatan pencegahan, pelatihan, peningkatan infrastruktur, dan
penanganan kebakaran.
6. Meningkatkan pemulihan sosial dan perlindungan korban bencana
Program Penanganan Bencana bertujuan untuk memberikan bantuan dan dukungan
kepada korban bencana serta melakukan pemulihan sosial dan ekonomi di daerah yang
terdampak bencana. Program ini dapat dilakukan melalui kegiatan pemulihan,
pendistribusian bantuan, pemberian fasilitas kesehatan, dan pemberian bantuan
finansial kepada korban bencana.
Adapun analisis efisiensi dan efektivitas indikator Indeks Resiko Bencana dapat
dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 111.47
Efisiensi dan efektivitas indikator Indeks Resiko Bencana
Kinerja Keuangan
Ml Sasaran Indikator Sat T j Reali ° li
o uan ar ealis o n realisa | ,
get | asi (%) o Program Pagu si %
Program
1 | Penanggulangan 2.549.530.484 | 2.419.5 94.90
Bencana 98.075 )
Meningkat Program
nya 2 | Penanganan 3.144.196.000 | 3.095.2 98.44
Kualitas Indeks Bencana 11.725 )
. : Inde | 103.
Lingkunga | Resiko 103.88 Program
) ks 45
1 | N Hidup | Bencana Pencegahan,
yang Penanggulangan,
berkelanju 3 | Penyelamatan 186.112.500 | 173.95 93.47
tan  dan Kebakaran dan 3.300 '
Tangguh Penyelamatan Non
Bencana Kebakaran
CAPAIAN Jumlah 5.879.838.984 | 5.688.7 96.75
63.100 )
TINGKAT EFISIENSI -
TINGKAT EFEKTIFITAS -
Sumber : BPBD Kab. Demak, 2022
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Berdasarkan tabel di atas, efisiensi dan efektivitas indikator Indeks Resiko Bencana

tidak dapat dihitung karena capaian kinerja belum mencapai 100%.

10. Analisis Kinerja Tujuan 3 : “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan
Kesejahteraan Masyarakat”
Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan
Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat” dengan Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi
(LPE) dan Tingkat Kemiskinan mencapai 115.5% dan termasuk predikat “Sangat

Tinggi” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 111.48
Capaian Indikator Kinerja
Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Laju

P | am | o | | s | o

(LPE)

L L e [0 e R 5 e
Rata - Rata Capaian

Sumber: BPS Kab. Demak, 2022
Tujuan Daerah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan
Masyarakat diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
A. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan persentase pertumbuhan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

,pg _ PDRBe—PDRB.;
~ " PDRB,, 7

Ket:
PDRB atas dasar harga konstan
t= tahun berjalan; t-1= tahun sebelumnya
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 111.49
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Demak

Laju
Pertumbuhan 541 |-023 2.62 3;551 5.25 ‘;Zﬁ 93.58%
Ekonomi (LPE) ' '

Sumber : BPS Kab. Demak, 2022

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak pada tahun 2020 mengalami kontraksi
hingga sebesar - 0,23 persen. Angka ini tentu saja menurun tajam apabila dibandingkan
dengan tahun 2019 dimana angka Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Demak adalah 5.41.
Kondisi pandemi menyebabkan pelambatan pada sektor perekonomian pada tahun 2020.
Kondisi perekonomian Kab. Demak berangsur pulih pada tahun 2021 dengan angka laju
Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mengalami kenaikan menjadi 2.62. Angka Laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPE) Kab. Demak tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 5.25.
Angka ini melampaui target daerah sebesar 3.57-4.54 dengan capaian kinerja 115.64%.
Dengan demikian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kab. Demak tahun 2022 dapat
dikategorikan “SANGAT TINGGI". Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD
sebesar 4.66-5.61 didapat capaian kinerja sebesar 93.58%.

PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Demak pada tahun 2022 sebesar
30,26 trilyun rupiah. Sedangkan untuk nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2022
sebesar 19,86 trilyun rupiah. Seperti tahun sebelumnya lapangan usaha Industri masih
menjadi kontributor utama, sebagai pemberi andil terbesar dalam PDRB tahun 2022.
Kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan PDRB tahun 2022 atas dasar harga berlaku
sebesar 31,64 persen, diikuti oleh lapangan usaha. pertanian, kehutanan, dan perikanan
sebesar 19,81 persen. Laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Demak tahun 2022 atas dasar
harga konstan seri 2010 adalah sebesar 5,25 persen, yang berarti telah terjadi peningkatan
riil kuantitas barang/jasa yang dihasilkan yaitu sebesar 5,25 persen dibanding tahun
sebelumnya.

Meskipun Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kab. Demak tahun 2022 lebih
rendah dari Provinsi Jawa Tengah pada Quartal 2, angka Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Kab. Demak dapat dikatakan lebih tinggi dari Nasional pada Quartal 1 sebagaimana tampak
pada tabel berikut :

Tabel 111.50
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kab. Demak, Prov. Jateng, Nasional
2019 2020 2021 2022
Kab. Demak 5.36 -0.23 2.62 5.25
Prov. Jateng 5.41 -2.65 3.32 5.66 (Q2)

122
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



| Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Demak 2022

Nasional 5 -2.07 3.69 5.01(Q1)

Sumber : BPS 2022, data diolah

Beberapa faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak,

antara lain:

1.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas dan kuantitas SDM di Kabupaten Demak sangat mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi. SDM yang berkualitas dan terampil dapat meningkatkan produktivitas dan daya
saing sektor industri.

Investasi

Investasi yang masuk ke Kabupaten Demak dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Semakin banyak investasi yang masuk, semakin banyak peluang kerja yang tersedia,
dan semakin meningkatkan kegiatan ekonomi.

Infrastruktur

Infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan sarana
pendukung lainnya dapat memperlancar distribusi barang dan jasa. Hal ini dapat
meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya transportasi.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah seperti perpajakan, investasi, dan regulasi lainnya dapat
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang menguntungkan sektor usaha
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Potensi Alam

Kabupaten Demak memiliki potensi alam yang cukup besar seperti pertanian, perikanan,
dan pariwisata. Potensi alam ini dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan yang
signifikan bagi masyarakat dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara
keseluruhan.

Teknologi

Penggunaan teknologi yang canggih dan efektif dapat mempercepat pertumbuhan
ekonomi. Perusahaan yang menggunakan teknologi yang terbaru dan efektif dapat
meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten

Demak antara lain :

1.

Memberikan bantuan permodalan dan pelatihan bagi para petani, memperbaiki
infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan desa, dan jaringan distribusi hasil pertanian.
Memberikan kemudahan dalam proses perizinan, memberikan insentif pajak, serta

meningkatkan pelayanan publik.
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3. Mengembangkan sektor pariwisata, akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

dan membuka peluang pekerjaan baru.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, serta memberikan akses
yang lebih baik pada teknologi informasi.
Meningkatkan kerjasama antar daerah
Memberikan pelatihan dan bantuan modal kepada kelompok-kelompok usaha kecil dan

menengah (UKM), serta memfasilitasi pembentukan koperasi dan kelompok tani.

B. Tingkat Kemiskinan
Tingkat kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk miskin yaitu penduduk yang
rata-rata pengeuluaran per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan dibanding

jumlah penduduk.

, o Jumlah Penduduk Miskin
Tingkat kemiskinan = Jumiah Penduduk x100%
Capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Demak dapatdilihat pada tabel berikut :
Tabel 111.51

Tingkat Kemiskinan Kab. Demak

Tingkat 10.67- 9.32-
kemiskinan NA NA 12.92 13.05 1209 11.40 93.95

Sumber :BPS Kab. Demak, 2022

Realisasi Tingkat kemiskinan Kabupaten Demak tahun 2022 sebesar 12.09 atau
capaian indicator tingkat kemiskinan sebesar 107.36% jika dibandingkan dengan target
tahun 2022 sebesar 13.05. Namun jika dibandingkan dengan target 2026 sebesar 11.40
maka capaian atas indicator tingkat kemiskinan baru mencapai 93.95%, dengan kata lain
masih dibutuhkan upaya keras untuk mencapai target sebesar 11.40.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Demak sebesar 12,09 persen, jika dibandingkan
dengan rata-rata tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah sebesar 10.93 %,
menunjukkan bahwa Kabupaten Demak memiliki tingkat kemiskinan yang sedikit lebih tinggi
dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menjadi
tantangan bagi pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Demak dalam upaya mengurangi
kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu
adanya upaya dan kebijakan yang tepat guna mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten

Demak.
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Perbandingan Tingkat kemiskinan Kabupaten Demak dengan rata-rata Prov. Jateng

dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 111.5
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Demak

Perbandingan Tingkat Kemiskinan

B Kabupaten Demak M Rata-Rata ProvinsiJawa Tengah ® Rata-Rata Nasional

12.92
12.54
11.86 11.41 11.79 12.09

10.93
10.8 10.19

9.57

2019 2020 2021 2022
Sumber : BPS Kab. Demak, 2022
Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Kemiskinan Kabupaten

Demak lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata Prov. Jateng dan rata-rata
Nasional dimana pada tahun 2022 Tingkat Kemiskinan Demak adalah 12.09 % Prov. Jateng
10.93% dan rata-rata Nasional 9.57%.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret

2022— September 2022 antara lain adalah:

1. Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tanggal 3 September 2022 untuk
jenis bahan bakar Pertalite, Solar, dan Pertamax (nonsubsidi).

2. Inflasi pada bulan September 2022 sebesar 1,17 persen (m-to-m) dan 5,95 persen (y-
on-y).

3. Secara g-to-q, pertumbuhan ekonomi melambat pada triwulan 3-2022 yakni sebesar
1,81 persen. Sementara, Konsumsi Rumah Tangga pada periode yang sama tumbuh
melambat, yakni turun sebesar 0,11 poin persen.

4. Pada periode Maret 2022—September 2022, secara nasional harga eceran beberapa
komoditas pokok mengalami kenaikan, antara lain beras (1,46 persen), gula pasir (2,35
persen), tepung terigu (13,97 persen), cabai merah (42,60 persen), dan telur ayam ras
(19,01 persen). Namun demikian, terdapat beberapa komoditas yang mengalami
penurunan harga, antara lain daging ayam ras (1,78 persen) dan minyak goreng (0,48

persen).
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11.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 5,86 persen atau turun
sebesar 0,63 persen poin dibandingkan Agustus 2021 (6,49 persen).

Proporsi pekerja penuh pada Agustus 2021 sebesar 68,46 persen atau meningkat
dibandingkan Agustus 2021 (64,30 persen).

Rata-rata upah buruh pada Agustus 2022 meningkat sebesar 12,22 persen
dibandingkan Agustus 2021.

Pemberian kompensasi atas penyesuaian harga BBM berupa kenaikan bansos sebesar
Rp150.000,00 per bulan; subsidi upah sebesar Rp600.000,00 per pekerja; serta subsidi
transportasi angkutan umum ojek online dan nelayan.

Analisis Kinerja Sasaran 8 : “Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah
berbasis potensi lokal”

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya pertumbuhan
perekonomian daerah berbasis potensi lokal” dengan Indikator LPE kategori Industri
Pengolahan, LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencapai 95.8% dan
termasuk predikat “Sangat Tinggi” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 111.52
Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah berbasis potensi lokal

Indikator
LPE
kategori NA NA 4.65 6.84 159.07%

3.57- 4.30-

Industri 580 5.88

Pengolahan

LPE

Kategori
0.72- 1.50-

Pertanian,
Kehutanan | A NA I e | 09 250

dan
Perikanan

0%

Rata — rata capaian

Sumber: Dinnakerind Kab. Demak, Dinpertanpangan Kab. Demak, Dinlutkan Kab. Demak, 2022

Sasaran Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah berbasis potensi lokal

diukur dengan menggunakan 2 (dua) Indikator yaitu 1. LPE kategori Industri Pengolahan 2.

LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

A.

LPE Kategori Industri Pengolahan

126
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



- | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Demak 2022

LPE kategori Industri Pengolahan merupakan persentase pertumbuhan PDRB atas dasar

harga konstan pada lapangan usaha industri pengolahan.
PDRB(IP)t - PDRB(IP)t—l

LPE(IP) =
Ur PDRB(1pyt-1

x100%

Ket:
PDRB atas dasar harga konstan
t= tahun berjalan; t-1= tahun sebelumnya

IP= Kategori Industri Pengolahan
_ 5.964.931-5583257

X 100% = 6.84%

5583257
Sumber Data : BPS Kab. Demak, 2022
Capaian Indikator LPE kategori Industri Pengolahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 111.53
LPE kategori Industri Pengolahan

Indikator

LPE

kategori NA NA 465 | 31 g4 430- 1 459 079%
, 5.50 5.88

Industri

Pengolahan

Sumber: Dinnakerind Kab. Demak, 2022

Pertumbuhan PDRB atas harga konstan akan meningkatkan ekonomi Kabupaten
Demak, sehingga kesejahteraan warga akan semakin meningkat pula. Realisasi kinerja
sasaran ini sebesar 6,84% dari target yang ditetapkan sebesar 3,57-5,50% dan mampu
melampaui dengan capaian kinerja sebesar 191,6%. Pencapaian kinerja sasaran ini
mencapai 159,07% terhadap RPJMD. Pada tahun 2022 penambahan industri kecil dan
menengah Kabupaten Demak sebanyak 92 industri dari 14 kecamatan di Kabupaten Demak
total industry kecil dan menengah sebanyak 9966. Tahun 2021 jumlah industri kecil dan
menengah kabupaten Demak sebanyak 6607. Tahun 2020 jumlah industri kecil dan
menengah sebanyak 6.517 industri, sedangkan tahun 2019 jumlah industri kecil dan
menengah di kabupaten Demak sebanyak 8.391 industri. Hal ini terjadi karena adanya
peraturan dari Badan Pusat Statistk Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia yang mana aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang
menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, diklasifikasikan berdasarkan
lapangan usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta
sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
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Tabel I11.54
Jumlah Perusahaan Industri Tahun 2019 — 2022

No Kecamatan 2019 2020 2021 2022
Penamba  Jumlah ~ Jumlah | Penamba Jumlah Penamba Jumlah
hanlKM KM KM han IKM IKM han IKM IKM
1 | Sayung 5 488 374 10 384 12 39
2 | Bonang 50 1017 841 2 843 3 846
3 | Demak 14 787 484 9 493 3 496
4 | Dempet 2 369 262 3 265 2 267
5 | Guntur 2 526 445 3 448 5 453
6 | Karanganyar 3 459 259 5 264 4 268
7 | Karangtengah 0 587 406 9 415 4 419
8 | Kebonagung 2 229 224 7 231 28 259
9 | Karangawen 4 299 269 11 280 2 282
10 | Wedung 8| 1145 993 7 1000 1 1001
11 | Wonosalam 1 437 314 8 322 12 334
12 | Mranggen 14 1186 1060 7 1067 3 1070
13 | Mijen 1 516 391 5 396 1 397
14 | Gajah 1 346 195 4 199 12 211
Jumlah 107 | 8.391 6517 90 6607 92 6699

Sumber : Dinnakerind Kab. Demak, 2022

Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ini,antara lain :
a. Tumbuhnya jiwa wirausaha baru dikalangan masyarakat setelah mendapatkan motivasi
dan pembinaan dari Dinnakerind
b. Semangat yang tinggi yang dimiliki oleh IKM untuk memajukan industri yang sedang
dijalani
c. Kemudahan dalam mendaftarkan IUMK.
Faktor-faktor yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja indikator ini antara
lain :
a. Rendahnya pendidikan para pelaku industri kecil menengah.
b. Rendahnya kapasitas dan ketrampilan Sumber Daya Manusia industri kecil
c. Rendahnya kualitas produk industri kecil dan menengah.
Solusi untuk mengurangi hambatan tersebut di masa mendatang antara lain adalah :
Meningkatkan pengetahuan pelaku industri kecil menengah melalui pelatihan.
b. Memotivasi untuk maju melalui Achievement Motivation Training (AMP).
c. Mensosialikasikan kepada IKM akan pentingnya ljin Usaha Mikro Kecil sebagai legal
formal suatu usaha industri kecil menengah.
d. Memberikan contoh nyata dengan kunjungan ke Industri Kecil Menengah (IKM) yang

telah berhasil.
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e. Menjalin komunikasi intensif dengan pelaku IKM sehingga mengetahui permasalahan

dan solusinya.

f. Melakukan sosialiasi terhadap kecamatan berkaitan dengan syarat yang harus
dilampirkan dalam pengajuan IUMK.

g. Survey secara berkala ke 14 kecamatan untuk memantau perkembangan pengajuan ljin
Usaha Mikro Kecil (IUMK).
Indikator LPE kategori Industri Pengolahan tersebut didukung melalui program dan

anggaran sebagai berikut:

Tabel II1.55
Indikator LPE kategori Industri Pengolahan
No Program Anggaran Realisasi % Capaian
4 | Program Perencanaan dan 800.000.000 |  752.256.000 94.03
Pembangunan Industri
o | Program Pemberdayaan dan 279.000.000 |  278.407.800 99.79
Perlindungan Koperasi
Program Pemberdayaan Usaha
3 | Menengah, Usaha Kecil, Dan 1.290.200.000 1.245.133.805 96.51
Usaha Mikro (UMKM)
4 | Program Pengembangan UMKM 60.000.000 60.000.000 100.00
Program Pengolahan dan
5 Pemasaran Hasil Perikanan 4.276.636.275 4.144.219.703 96.90
g | "rogram Pengelolaan Sistem 50.000.000 50.000.000 100.00
Informasi Industri Nasional
Jumlah 6.755.836.275 6.530.017.308 96.66

Sumber : Dinnakerind Kab. Demak, Dindagkop UKM Kab. Demak, Dinlutkan Kab. Demak, 2022
Indikator Indikator LPE kategori Industri Pengolahan didukung oleh 6 (enam) program

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.530.017.308,- dari pagu anggaran Rp.
6.755.836.275,- dengan capaian realisasi anggaran 96.66%. Dalam pencapaian LPE
kategori Industri Pengolahan didukung upaya sebagai berikut :
1. Meningkatkan pertumbuhan industri kecil dan menengah

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri bertujuan untuk membantu
pengembangan industri melalui perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang
tepat. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat tercipta industri yang
berkualitas, efisien, dan mampu bersaing di pasar global.

b. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional bertujuan untuk
meningkatkan akses dan kualitas informasi bagi industri. Dengan adanya sistem
informasi yang terintegrasi, diharapkan dapat memudahkan pengambilan keputusan
dalam industri dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya.

2. Meningkatkan pertumbuhan sektor koperasi
a. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi akan membantu

meningkatkan pertumbuhan sektor koperasi yang pada gilirannya akan membantu
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pertumbuhan sektor industri pengolahan. Koperasi yang kuat dan produktif akan

dapat menyediakan bahan baku dan pasar yang stabil bagi sektor industri
pengolahan. Melalui program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, koperasi
akan diberi dukungan dalam hal pengembangan usaha, pengembangan sumber
daya manusia, pengembangan teknologi, pengembangan pasar, dan perlindungan
terhadap risiko bisnis. Dengan dukungan ini, diharapkan koperasi dapat menjadi
lebih produktif, efisien, dan inovatif.

3. Meningkatkan pertumbuhan sektor UKM

c. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro
(UMKM) merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas sektor
UKM. Program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan keterampilan dan
kemampuan pengusaha dalam mengelola usahanya serta meningkatkan akses
modal dan teknologi. Dengan program ini, diharapkan sektor UKM dapat tumbuh dan
berkembang menjadi lebih produktif, efisien, dan inovatif.

d. Program pengembangan UMKM juga penting untuk meningkatkan pertumbuhan
sektor UKM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pasar, meningkatkan
kualitas produk, serta meningkatkan akses pembiayaan dan teknologi bagi
pengusaha UMKM. Dengan program ini, diharapkan sektor UKM dapat
meningkatkan daya saingnya di pasar lokal maupun global, sehingga mampu
menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan lebih kompetitif.

4. Meningkatkan Produksi Olahan Hasil Perikanan

a. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan juga dapat membantu
meningkatkan kualitas produk olahan hasil perikanan, meningkatkan daya saing
produk dalam pasar, dan meningkatkan nilai tambah produk olahan hasil perikanan.
Dalam jangka panjang, hal ini dapat membawa dampak positif pada pertumbuhan
ekonomi sektor industri pengolahan secara keseluruhan.

Adapun analisis tingkat efisiensi dan efektivitas Indikator Indikator LPE kategori
Industri Pengolahan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 111.56
Efisiensi dan Efektivitas Indikator Indikator LPE kategori Industri Pengolahan

Kinerja Keuangan
N Sasaran Indikator Satu Targ | Realisas n
o an ot : (%) o Program Pagu realisasi | %
Meningkatny Program Perencanaan 752 256
a LPE k . 1 | dan Pembangunan 800.000.000 A 94.03
ategori ] 000
pertumbuha X 0 3.57- Industri
1 n Industri % 550 6.84 Program
perekonomi | Fengolahan 2 | Pemberdayaan dan 279.000.000 278'480076 99.79
an_ daerah Perlindungan Koperasi
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berbasis Program
potensi lokal Pemberdayaan Usaha 124513
3 | Menengah, Usaha 1.290.200.000 oo 96.51
. 3.805
Kecil, Dan Usaha
Mikro (UMKM)
Program
4 | Pengembangan 60000000 | %% | 10000
UMKM
Program Pengolahan 4.144.21
5 | dan Pemasaran Hasil 4.276.636.275 Ao 96.90
. 9.703
Perikanan
Program Pengelolaan
6 | Sistem Informasi 50.000.000 50'0000'8 100.00
Industri Nasional
CAPAIAN Jumlah 6.755.836.275 | “O0501 | 9666

TINGKAT EFISIENSI 3.34

TINGKAT EFEKTIFITAS 198.22%

Sumber : Dinnakerind Kab. Demak, 2022
Berdasarkan tabel di atas Indikator Indikator LPE kategori Industri Pengolahan

memiliki efisiensi sebesar 3.34 dan efektivitas sebesar 198.22%.

B. LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan persentase pertumbuhan

PDRB atas dasar harga konstan pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.

PDRB pkp)t — PDRB (pkp)t-1

LPE(PKP) = T — x100%
Ket:
PDRB atas dasar harga konstan
t= tahun berjalan; t-1= tahun sebelumnya
PKP= Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
LPE(PKP) = 3.689.422 — 3.708.469 <100%

3.708.469
=-0.51%
Sumber : BPS Kab. Demak, 2022
Angka PDRB dan LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten
Demak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel l11.57
PDRB dan LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Demak
PDRB
2020 2021 2022
3.790.239 3.689.422 | 3.708.469
LPE
2020 2021 2022
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-2.16 -1.7658065 -0.51
Sumber : BPS Kab. Demak, 2022

Pada tahun 2022 PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan atas harga konstan

sebesar Rp. 3.708.469 sehingga didapat angka LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan sebesar -0.51. Pada tahun 2021 Pada tahun 2022 PDRB Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan atas harga konstan sebesar Rp. 3.689.422 sehingga didapat angka LPE
kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar -1.77. Pada tahun 2020 PDRB
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan atas harga konstan sebesar Rp. 3.790.239 sehingga
didapat angka LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar — 2.16.

LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kab. Demak dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 111.58
LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kab. Demak

LPE Kategori

Pertanian, 0.72- 1.50- 0
Kehutanan dan NA 216 A7 1.68 051 2.50 0
Perikanan

Sumber : Dinpertanpangan Kab. Demak, Dinlutkan Kab. Demak, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian LPE kategori Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan Kab. Demak tahun 2022 adalah sebesar 0%. Hal ini dikarenakan
realisasi -0.51 dengan target 0.72-1.68. Realisasi tahun 2022 lebih tinggi apabila
dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dengan angka -1.77. Apabila dibandingkan
dengan realisasi tahun 2020 dengan angka -2.16 maka LPE kategori Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan Kab. Demak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun capaian
masih minus.

Laju pertumbuhan ekonomi kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan melibatkan
2 (dua) sektor yaitu sektor pertanian dan sektor perikanan. Sektor pertanian mengacu pada
persentase kenaikan produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian dari waktu ke waktu. Ini
dapat dihitung dengan membandingkan PDB sektor pertanian saat ini dengan PDB sektor
pertanian pada periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang cepat
dapat mengindikasikan peningkatan produksi, investasi, dan konsumsi dalam sektor
pertanian, sementara pertumbuhan yang lambat dapat menunjukkan penurunan aktivitas
ekonomi dalam sektor pertanian. Sektor pertanian sering kali dianggap sebagai sektor
penting bagi ekonomi, karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor ini dan sektor

ini dapat berkontribusi pada pangan dan sumber daya alam.
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Data Produksi Produksi Komoditas Perkebunan

Grafik 111.6
Produksi tanaman Perkebunan

4,000 3,459
3,500
3,000
2,500 16058 204715

2,000 : @Ton

1,500
1,000 | 627.00

0
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun2021 Tahun 2022
‘ OTon 3,459 1,960.58 2,047.15 627.00
Sumber : Dinpertanpangan Kab. Demak, 2022

Grafik di atas menunjukkan bahwa produksi tanaman perkebunan Kabupaten Demak
pada tahun 2022 menurun tajam dari tahun 2021 yaitu dari total produksi 2.047.15 ton pada
tahun 2021 menjadi 627 ton pada tahun 2022.

Data Produksi Komoditas Peternakan

Grafik 111.7
Capaian produksi daging ternak besar , ternak kecil, unggas

40,000
35,000
30,000
25,000
Besar
20,000 Ternak
15,000 Kecil
10,000
5,000
0 e
2019 2020 2021 2022
Ternak Besar 645 703 648 924
Ternak Kecil 550 911 934 1,448

Unggas 21,341 31,043 31259 38,838

Ternak

Sumber : Dinpertanpangan Kab. Demak, 2022

Pada capaian produksi daging ternak besar , ternak kecil, unggas terjadi kenaikan
pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2021 sebagaimana terlihat dalam
grafik di atas.

Grafik 111.8
Capaian produksi telur
3000 2,689
2338 Nn7A [ ]
2500 1954 074~ 11945 1,909
2000 — ] == 1,650
1500 2319 —1 | | OAya
1000 — m
500 - —
0
2019 2020 2021 2022
OAyam 1319 2338 2,689 1,650
o Itik 1954 2074 1,945 1,909

Sumber : Dinpertanpangan Kab. Demak, 2022
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Produksi telur ayam dan itik pada tahun 2022 mengalami penurunan apabila dibandingkan

dengan tahun 2021 dimana produksi telur ayam sebesar 1.650 dan produksi telur itik
sebesar 1.909.

Dari data tersebut diatas bahwa produksi komoditas pertanian mengalami

penurunan terhadap produksi tahun 2022 sehingga mengakibatkan ketidaktercapaian

sasaran karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, diantaranya :

1.

ini

Terjadi penurunan produksi komoditas tanaman pangan karena luas panen turun
disebabkan puso (gagal panen) ;
Dampak pengaruh iklim ekstrim dimana curah hujan tinggi;
Penurunan target pupuk bersubsidi sehingga petani dalam kegiatan pemupukan tidak
tepat dikarenakan kekurangan pupuk berakibat terancam OPT

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran
antara lain:

Masih adanya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penyakit ternak;

2. Terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian;

w

© o N o 0 A

Masih adanya ancaman banijir, kekeringan, iklim ekstrim dan intrusi air laut yang
mencemari persawahan;

Masih rendahnya populasi ternak sapi dan kerbau betina produktif;

Belum memadainya sarana dan prasarana usaha pertanian;

Turunnya tingkat kesuburan tanabh;

Kurangnya permodalan petani;

Posisi tawar petani rendah;

Rendahnya harga jual hasil pertanian pada saat panen raya;

. Kurangnya minat generasi muda di bidang pertanian;

Adapun alternatif solusi dalam pencapaian adalah melalui:
Optimasi lahan;
Antisipasi penyempitan lahan pertanian produktif dengan mematuhi pembagian tata
ruang utamanya dalam bidang penggunaan secara terkoordinasi dengan Dinas/ instansi
terkait;
Pengembangan sarana dan prasarana sumber daya air.
Memasyarakatkan Pengendalian Hama Terpadu melalui SLPHT (Sekolah Lapang
Pengendalian Hama Terpadu);
Pengembangan budidaya secara organik;
Mengintensifkan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida dalam pemantauan distribusi

pupuk bersubsidi;
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7. Melaksanakan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai

alokasi kebutuhan;

Penggunaan pupuk dan pestisida secara bijaksana;

Mengembangkan pupuk organik;
10. Memasyarakatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
11. Mengembangkan sistem pemasaran;
12. Pengembangan penerapan Alsintan saat pra panen;

13. Mengembangkan penerapan teknologi pasca panen;

14. Mengembangkan usaha pembibitan ternak.

Gambar 111.3
Pengembangan Ternak Kambing

Sumber : Dinpertanpangan Kab. Demak, 2022

Sektor perikanan meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan dan budidaya
segala jenis ika dan bio air lainnya baik yang berada di air tawar, air payau maupun laut.
Komoditas yang dihasilkanoleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan crustacea,
molusca, rumput laut dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan di laut dan
perairan umumdan budidaya (laut, tambak, keramba) jaring apung, kolam dan sawah.

Potensi perikanan di Kabupaten Demak meliputi perikanan laut dan perikanan darat
yang dibudidayakan berupa ikan konsumsi dan ikan hias. Tetapi minimnya akses terhadap
informasi dan sumber permodalan, menyebabkan masyarakat nelayan maupun petani dan
masyarakat pesisir tidak dapat mengembangkan usahanya secara layak dari segi ekonomi.
Akses mereka terhadap prasarana dan sarana transportasi juga menghambat pemasaran
produk mereka yang dapat menyebabkan terjadinya harga produk. Armada atau kapal yang

digunakan nelayan masih sederhana dengan ukuran relatif kecil dengan perlengkapan
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sederhana sehingga belum mampu menjangkau fishing-ground yang luas dari Zona
Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Salah satu kendala pengembangan sub sektor perikanan khususnya perikanan laut

di Kabupaten Demak disebabkan karena sangat terbatasnya sarana prasarana dan

infrastruktur diantaranya adalah Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI). Nelayan Demak masih

ragu untuk mengembangkan usahanya karena belum ada tempat pendaratan yang

memadahi dan memberikan rasa aman sehingga nelayan yang memperoleh hasil tangkapan

banyak lebih mendaratkan hasil tangkapannya di PPl Kabupaten Demak dan sekitarnyayang

memiliki fasilitas lengkap.

P 0w N PR

© 0 N o

A A

Faktor yang mempengaruhi pencapaian LPE sub sektor perikanan :
Modifikasi alat tangkap yang digunakan oleh nelayan
Meluasnya area penangkapan ikan oleh nelayan
Keberanian nelayan dalam penangkapan ikan
Meningkatnya pelayanan TPl Morodemak kepada nelayan sehingga semakin meningkat
jumlah nelayan yang ikut lelang
Pemberian bantuan mesin perahu kepada nelayan
Bantuan BBM solar untuk nelayan yang bersumber dari Gubernur Jateng
Bimbingan dan pembinaan dari petugas PPL dan Pembina dari Dinlutkan Kab. Demak
Pengelolaan penyaluran BBM Solar kepada nelayan
Kelompok pembudidaya ikan yang aktif dan produktif dalam kegiatan budidaya ikan
Adapun permasalahan/ hambatan adalah :
Penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan
Over fishing, banyaknyajumlah alat tangkap yang beroperasi di wilayah pantai
Cuaca ekstrem yang terjadi diseluruh wilayah perairan di Utara Pulau Jawa
Sarana aksesjalan bagi nelayan Kec. Bonang karena jalan terhambat harga ikan turun
Akses keluar masuk Pelabuhan Morodemak yang tidak memungkinkan kapal besar bisa
bersandar di TPl Morodemak
Harga ikan pabrikan yang tinggi yang menyebabkan menurunnya jumlah produksi
perikanan
Kurang baiknya bibit dari pembibitan yang tidak bersertifikasi sehingga bibit ikan tidak
tahan terhadap penyakit dan perubahan lingkungan
Rob disertai dengan curah hujanyang tinggi sehingga menyebabkan banijir

Program dan Anggaran yang mendukung indikator Laju pertumbuhan ekonomi

kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 111.59

Program dan Anggan Indikator Laju pertumbuhan ekonomi kategori Pertanian,

Kehutanan dan Perikanan

%

No Program Anggaran Realisasi Capaian
1 Program Penyediaan dan Pengembangan
Prasarana Pertanian 9,815,035,211 | 9,528,354,611 | 97.08
2 Program Penyuluhan Pertanian 720,662,000 686,754,000 95.29
3 Program Pengendalian Kesehatan Hewan
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 148,000,000 147,125,060 99.41
4 Program Penyediaan dan Pengembangan
Sarana Pertanian 14,472,495,850 | 13,852,748,960 | 95.72
5 Program Peningkatan Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan Masyarakat 1,047,000,000 | 1,024,137,823 | 97.82
Program Pengelolaan Sumber Daya
6 | Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan 4,000,000,000 | 3,936,575,000 | 98.41
Kemandirian Pangan
7 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2702499725 | 2.200432.800 | 81.76
8 Program Pengelolaan Perikanan
Budidaya 1,125,700,000 | 1,116,658,220 | 99.20
Jumiah 34,031,392,786 | 32,501,786,474 | 95.51

Sumber : Dinpertanpangan Kab. Demak, Dinlutkan Kab. Demak, 2022

Indikator Laju pertumbuhan ekonomi kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

didukung oleh 8 (delapan) program dengan realisasi anggaran sebesar Rp32,501,786,474,-

dari pagu anggaran Rp. 34,031,392,786,- dengan capaian realisasi anggaran 95.51%.

Dalam pencapaian indikator sasaran didukung upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan Produktivitas dan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

a.

d.

Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, seperti irigasi,

jalan, dan jembatan, akan mempermudah petani untuk mengakses lahan pertanian

mereka dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Program penyuluhan pertanian akan membantu petani dalam meningkatkan

pengetahuan mereka tentang teknik bertani yang lebih baik dan efektif.

Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

juga sangat penting untuk menjaga kesehatan hewan ternak dan mencegah

penyebaran penyakit pada manusia yang dapat mengganggu produksi peternakan.

Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian seperti pusat

penjualan, pasar, dan fasilitas penyimpanan juga akan membantu petani dalam

menjual produk mereka dan meningkatkan nilai tambah.

2. Meningkatkan ketersediaan pangan
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a.

3.

a.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan keanekaragaman makanan
di masyarakat. Program ini akan mendorong masyarakat untuk memproduksi sendiri
pangan mereka, seperti sayuran dan buah-buahan, di halaman rumah mereka.
Dalam jangka panjang, program ini akan membantu meningkatkan kemandirian
pangan masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan.

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan
Kemandirian Pangan bertujuan untuk memperkuat sektor pertanian, kehutanan,
dan perikanan sebagai sumber penghasilan utama bagi masyarakat. Program ini
akan membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam penggunaan
sumber daya alam dan memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara

berkelanjutan.

Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya Tangkap, dan Kelautan

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap bertujuan untuk mengoptimalkan
potensi sumber daya ikan tangkap di laut. Program ini meliputi pengawasan dan
pengelolaan sumber daya ikan untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut

digunakan secara berkelanjutan. Dalam jangka panjang, program ini akan

membantu meningkatkan produksi perikanan tangkap dan meningkatkan

pendapatan nelayan.

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya bertujuan untuk meningkatkan
produksi perikanan budidaya, seperti ikan air tawar, ikan laut, udang, dan rumput
laut. Program ini meliputi dukungan teknologi budidaya yang modern,
pengembangan varietas ikan yang unggul, dan pelatihan bagi peternak ikan. Dalam
jangka panjang, program ini akan membantu meningkatkan produksi perikanan
budidaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perairan.

Adapun analisis tingkat efisiensi dan efektivitas Indikator Indikator Laju pertumbuhan

ekonomi kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 111.60
Efisiensi dan Efektivitas Indikator Laju pertumbuhan ekonomi kategori Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan

Kinerja Keuangan
Sasaran Indikator Satu Targ | Realisas n
an ot i (%) o Program Pagu realisasi | %
Meningkatny | Laju Program Penyediaan
a pertumbuhan 1 | dan Pengembangan 9,528,35
pertumbuha | ekonomi % 0.72- 051 Prasarana Pertanian S 2 4,611 s
:erekonomi Efﬁgﬁ;n, 1o 2 E;orgﬁirgnPenyuluhan 720.662.000 686,754, 95.29
an  daerah | Kehutanan T 000 '
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berbasis dan Program Pengendalian
potensi lokal | Perikanan Kesehatan Hewan dan
3 | Kesehatan Masyarakat 148,000,000 | 471251 gq41
) 060
Veteriner
Program Penyediaan
4 | dan Pengembangan 13,852,7
Sarana Pertanian K2R 0 48,960 He.02
Program Peningkatan
Diversifikasi dan
5 Ketahanan Pangan 1,047,000,000 1,024,13 97.82
7,823
Masyarakat
Program Pengelolaan
Sumber Daya Ekonomi
6 | Untuk Kedaulatan Dan 4000000000 | 937 | gg 49
~ 5,000
Kemandirian Pangan
Program Pengelolaan
7| Perikanan Tangkap 2702499725 | 220943 | 5475
2,800
Program Pengelolaan
8 | Perikanan Budidaya 1125700000 | 11685 1 999
8,220
CAPAIAN Jumlah 32,5017
34,031,392,786 86,474 95.51
TINGKAT EFISIENSI -
TINGKAT EFEKTIFITAS -

Sumber : Dinnakerind Kab. Demak, 2022
Berdasarkan tabel di atas tingkat efisiensi dan efektivitas Indikator Indikator Laju
pertumbuhan ekonomi kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tidak dapat dihitung

karena capaian kinerja belum mencapai 100%.

12. Analisis Kinerja Sasaran 9 : “Meningkatnya investasi daerah”
Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya investasi daerah” dengan
Indikator Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB) mencapai 66.47% dan termasuk
predikat “Sedang” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 111.61
Capaian Indikator Kinerja Utama
Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat
Pertumbuhan
Investasi
(PMTB)
Sumber: DPMPTSP Kab. Demak, 2022

5.54 9.77 3.98 5.1 3.39 66.47 5.65 60

Tingkat Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) merupakan
penambahan/pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi dalam satu tahun.
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PDRB — PDRB -
PMTE = PMTB PMTB-1 . 100%
PDRBpyTB-1

5.577.152 — 5.394.390
= AX]i)OQQ
5.394.390
= 3.39

Sumber : BPS Kab. Demak, 2022
Ket:

PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga konstan
t= tahun berjalan; t-1= tahun sebelumnya

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) didefinisikan sebagai penambahan dan
pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup
pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang
modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter
barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati
yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau
barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (financial leasing). Pengecualian
kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.
Sehingga Tingkat Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) merupakan
penambahan/pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi dalam satu tahun.

Perkembangan Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB) Kab. Demak dapat dilihat
pada tabel berikut :

Grafik 111.5
Perkembangan PMTB Kab. Demak

PMTB KAB. DEMAK

15
10
s /\

2019 2020 2021 2022

e Series 1 e Columnl Column2

Sumber : BPS Kab. Demak, 2022

Berdasarkan tabel di atas Capaian Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB) Kab.
Demak bersifat fluktuatif. Pada tahun 2022 Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB) sebesar
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66.47% dengan realisasi 3.39 dari target 5.1. Pada tahun 2021 Tingkat Pertumbuhan
Investasi (PMTB) di Kabupaten Demak sebesar 3.98 persen. Realisasi tahun 2021

mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya, dimana realisasi tahun 2020 sebesar 9.77
persen. Pertumbuhan PMTB pada Tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup tinggi
dari tahun sebelumnya, dimana realisasi tahun 2019 sebesar 5.54 persen. Hal ini karena
pada tahun 2020 merupakan awal pembangunan jalan tol di Kabupaten Demak, sedangkan
pada tahun 2021 meskipun mengalami peningkatan namun tidak setinggi tahun sebelumnya.

Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB) di Jawa Tengah pada tahun 2021 sebesar
6,84 persen. Realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana
realisasi tahun 2020 sebesar -6,98 persen. Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB) secara
nasional pada tahun 2021 sebesar 3,80 persen. Realisasi tahun 2021 mengalami
perlambatan dari tahun sebelumnya, dimana realisasi tahun 2020 sebesar 3,99 persen.

Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah dengan indikator Tingkat Pertumbuhan
Investasi (PMTB) didukung oleh program dan anggaran sebagai berikut :

Tabel 111.62
Program dan Anggaran Indikator Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB)

No Program Anggaran Realisasi % Capaian
1 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 40.125.000 40.006.680 99.71
2 | Program Promosi Penanaman Modal 88.900.000 85.448.700 96.12
3 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 449.015.500 432.690.500 96.36

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

4 | Penanaman Modal 127.651.700 119.155.570 93.34

5 | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 2.470.146.365 2.301.587.000 93.18
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan

6 | Ekonomi, Sosial, dan Budaya 424.835.000 399.104.000 93.94
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga
Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan

7 | Etika Serta Budaya Politik 1.523.810.000 1.492.797.700 97.96
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi

8 Kemasyarakatan 4.422.397.600 4.419.595.000 99.94
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter

9 | Kebangsaan 1.336.903.000 1.213.496.700 90.77
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan
Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik

10 | Sosial 1.061.592.400 1.035.309.000 97.52
Jumlah 11.945.376.565 | 11.539.190.850 96.60

Sumber : DPMPTSP Kab. Demak, Satpol PP Kab. Demak, Bakesbangpol Kab. Demak, 2022

Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah dengan Indikator Tingkat Pertumbuhan

Investasi (PMTB) didukung oleh 10 (sepuluh) program dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 11.539.190.850,-

anggaran sebesar 96.60%. Dalam pencapaian Persentase Peningkatan PAD Sektor

dari pagu anggaran Rp. 11.945.376.565,- dengan capaian realisasi

Pariwisata didukung upaya sebagai berikut :
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1. Meningkatkan Nilai Investasi

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal: Program ini bertujuan untuk
menciptakan lingkungan investasi yang kondusif bagi investor dalam berbagai
sektor ekonomi. Hal ini dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang
dapat menghambat investasi, seperti birokrasi yang berbelit-belit atau regulasi yang
tidak jelas.

b. Program Promosi Penanaman Modal: Program ini bertujuan untuk
mempromosikan peluang investasi yang tersedia di dalam negeri kepada investor
lokal dan asing. Dalam rangka ini, pemerintah dapat melakukan berbagai kegiatan
promosi, seperti pameran dagang atau kunjungan bisnis.

c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal: Program ini bertujuan
untuk mengawasi pelaksanaan investasi agar sesuai dengan aturan yang berlaku
dan tidak merugikan masyarakat. Pemerintah dapat melakukan pengawasan secara
langsung atau melalui kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat.

d. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal: Program
ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengelola data terkait investasi untuk
membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan di masa yang akan
datang.

2. Menurunkan potensi gangguan trantibum linmas

Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum dapat meningkatkan rasa

aman dan nyaman bagi masyarakat dan investor. Dengan keamanan yang terjaga,

investor akan merasa lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya di daerah

tersebut, sehingga meningkatkan PMTB. Penurunan potensi gangguan trantibum linmas

juga dapat memperbaiki citra daerah atau negara tersebut. Citra yang baik akan menarik

minat investor untuk menanamkan modalnya, sehingga berdampak positif pada PMTB.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan

Budaya. Program ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan

budaya di wilayah tersebut. Ketahanan ekonomi dapat membantu meningkatkan PMTB

dengan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat menarik investor untuk
melakukan investasi di wilayah tersebut. Ketahanan sosial dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan stabilitas wilayah, yang dapat
memberikan kepastian bagi investor dalam melakukan investasi. Sementara itu,
ketahanan budaya dapat membantu meningkatkan daya tarik wilayah sebagai tujuan
wisata atau sebagai tempat berinvestasi yang menarik bagi perusahaan yang ingin

memasarkan produk atau layanannya kepada masyarakat lokal.
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4. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan Kesatuan Bangsa

a.

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui
Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dapat
membantu meningkatkan kesadaran politik dan keterampilan dalam proses
pengambilan keputusan, baik dalam politik maupun ekonomi. Dengan demikian,
masyarakat dapat lebih memahami implikasi kebijakan pemerintah terhadap
investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan juga
dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan dan pemantauan kinerja pemerintah, termasuk dalam hal pembangunan
dan investasi. Hal ini dapat memperkuat tata kelola yang baik, meningkatkan
kepercayaan investor, dan meminimalkan risiko korupsi.

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dapat
membantu memperkuat kesatuan bangsa dan stabilitas politik, yang merupakan
faktor penting dalam menarik investasi asing dan domestik. Investor akan merasa
lebih percaya diri dalam berinvestasi jika negara memiliki stabilitas politik dan
keamanan.

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan
Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial juga dapat membantu menciptakan
lingkungan yang kondusif bagi investasi, terutama di wilayah yang mungkin rentan
terhadap konflik dan kekerasan. Hal ini dapat membantu menarik investor dan
mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang sebelumnya terlupakan.

Adapun analisis efisiensi dan efektivitas Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah

dengan Indikator Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 111.63
Efisiensi dan efektivitas indikator Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB)
Kinerja Keuangan
R Tar | Realisa n realisas
uan . (%) Program Pagu . %
get | si 0 i
Program
1 Pengembangan
Iklim Penanaman 40.006.
Meningkatn | Tingkat Modal 40.125.000 680 | 99.71
A Eerm:sutggi % | 51 | 339 | 6647 |2 | Program Promosi 85.448.
Daerah (PMTB) Penanaman Modal 88.900.000 700 | 96.12
Program
3 Pengendalian
Pelaksanaan 432.690
Penanaman Modal 449.015.500 500 | 96.36
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Program
Pengelolaan Data
4 | dan Sistem
Informasi 119.155
Penanaman Modal 127.651.700 570 | 93.34

Program

Peningkatan
Ketenteraman Dan 2.301.5
Ketertiban Umum 2.470.146.365 | 87.000 | 93.18

Program Pembinaan
6 | dan Pengembangan

Ketahanan Ekonomi, 399.104
Sosial, dan Budaya 424.835.000 000 | 93.94
Program

Peningkatan Peran
Partai Politik dan
Lembaga

7 | Pendidikan Melalui
Pendidikan Politik
Dan Pengembangan

Etika Serta Budaya 1.492.7
Politik 1.523.810.000 | 97.700 | 97.96
Program

Pemberdayaan dan
8 | Pengawasan

Organisasi 44195
Kemasyarakatan 4.422.397.600 | 95.000 | 99.94

Program Penguatan
Ideologi Pancasila

9| gan Karakter 12134
Kebangsaan 1.336.903.000 | 96.700 | 90.77
Program
Peningkatan
Kewaspadaan
1 Nasional dan
0 Peningkatan
Kualitas dan
Fasilitasi
Penanganan Konflik 1.035.3
Sosial 1.061.592.400 | 09.000 | 97.52
CAPAIAN 66.47 Jumlah 11.539.
11.945.376.565 | 190.850 | 96.60
TINGKAT EFISIENSI -
TINGKAT EFEKTIFITAS -

Sumber : DPMPTSP Kab. Demak, Satpol PP Kab. Demak, Bakesbangpol Kab. Demak, 2022
Berdasarkan tabel di atas, tingkat efisiensi dan efektivitas Sasaran Meningkatnya
Investasi Daerah dengan Indikator Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB) tidak dapat dikur

karena capaian kinerja belum mencapai 100%.
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13. Analisis Kinerja Sasaran 10 : “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor
pariwisata”
Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan
sektor pariwisata” dengan Indikator Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata
mencapai 2402.3% dan termasuk predikat “Sangat Tinggi” sebagaimana disajikan
dalam tabel berikut :
Tabel 111.64

Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor pariwisata

Persentase

Peningkatan
PAD Sektor
Pariwisata

7.29 -12.1 77.51 10 240.23 20 1202

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Demak, 2022

Persentase peningkatan PAD sektor Pariwisata merupakan persentase selisih
PAD yang berasal dari sektor pariwisata pada tahun laporan dibanding PAD dari sektor
pariwisata tahun sebelumnya.

PAD Pariwisata; — PAD Pariwisata;_,

1009
PAD Pariwisata;_4 x &

Ket:
t= tahun berjalan
t-1= tahun sebelumnya
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama
Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata dari tahun ke tahun selalu menunjukan
peningkatan dari target yang telah ditentukan, pada tahun 2019 realisasi mencapai 7,29 %
sedangkan pada tahun 2020 realisasi — 72.1 tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh
karena pandemic covid 19 dengan pemberlakukan PPKM sehingga semua destinasi wisata
tutup sehingga terjadi penurunan sebesar 77.51 % dan situasi ini tentunya akan terjadi di
semua daerah di Indonesia. Pada tahun 2021 kembali terjadi peningkatan PAD Sektor
Pariwisata dengan realisasi sebesar 77.51 %.
Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor signifikan yang mempengaruhi
diantaranya :
1. Eforia masyarakat untuk berwisata/ berzarah setelah pandemic covid 19 PPKM sudah

tidah pembatasan.
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2. Capaian vaksin masyarakat yang tinggi sehingga daya tahan tubuh masyarakat bagus,

sehingga Pemerintah melonggarkan PPKM, dan masyarakat dapat beraktivitas Kembali
namun tetap mematuhi protokol Kesehatan.

3. Geliat kepariwisataa mulai bangkit Kembali, pelaku ekonomi kreatif Kembali dapat
beraktifitas, pelaku usaha kepariwisataan Kembali beroperasional , masyarakat Kembali
mencari hiburan setelah sekian lama harus tetap diam di rumah, tidak dapat beraktivitas
dengan bebas.

Pada tahun 2022 Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata menunjukan peningkatan
yang sangat signifikan yaitu dari target yang ditentukan 10 % terealisasi 240,23 capaian
2.402,3 %. Faktor yang mempengaruhi peningktan Capaian kinerja yang signifikan
dibandingkan dengan tahun — tahun sebelumnya adalah :

1. Telah bangkitnya Kembali dunia kepariwisataan Indonesia.

2. Pemberlakuan Tarip retribusi tempat pariwisata dan olahraga yang baru

3. Kegiatan-kegiatan/event — event Kabupaten Demak , untuk menunjang perkembangan

kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Demak.

Promosi, pemasaran , sosialisasi baik melalui media onlin dan media cetak.

Menjalin Kerjasama dengan OPD terkait untuk pemenuhan sarana dan prasarana

destinasi pariwisata.

6. Menciptakan inovasi even baru melalui Tembiring Creative Fun.

Mendorong kepada pengelola usaha kepariwisataan Kabupaten Demak  untuk

berkembang , meningkatkan kompentsi melalui pelatihan-pelatihan.

8. Terjalinnya koordinasi lintas sektoral dalam pengembangan produk objek wisata.

Bila dibandingkan dengan target RPJMD 2026 sebesar 1.201, optimis akan mengalami
peningkatan yang sangat tinggi, oleh karena pada tahun 2022 sudah melampaui dari target
RPJMD 2026 yaitu sudah mencapai 1.202. sementara target RPJMD akan berakhir tahun
2026 ( masih 4 tahun lagi ).

Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor pariwisata dengan Indikator
Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata dicapai melalui program sebagaimana

tampak pada tabel berikut:

Tabel 111.65
Program dan Anggaran indikator Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata
. %
No Program Anggaran Realisasi Capaian
1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi 869.088.000.00 610.418.100.00 7024
Pariwisata '
2 Program Pemasaran Pariwisata 958.795.380.00 953.836.893.00 99.48
Program Pengembangan Sumber Daya 1.088.702.000.00 | 1.084.762.600.00
3 e . . 99.64
Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
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No Program Anggaran Realisasi i
Capaian

4 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar 125.000.000.00 124.583.950.00 99 67
Budaya '

5 Program Pengelolaan Permuseuman 750.000.000.00 602.147.200.00 80.29

6 Program Pengembangan Kebudayaan 400.000.000.00 399.965.000.00 99.9
Jumlah 4.191.585.380.00 | 3.775.713.743.00 90.08

Sumber data : Dinparta Kab. Demak, Dindikbud Kab. Demak 2022

Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor pariwisata dengan Indikator
Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata didukung oleh 6 (enam) program dengan
realisasi anggaran Rp. 3.775.713.743.00 dari pagu anggaran Rp 4.191.585.380.00 dengan
capain realisasi anggaran sebesar 90.08%. Dalam pencapaian Persentase Peningkatan
PAD Sektor Pariwisata didukung upaya sebagai berikut :
1. Meningkatkan daya tarik pariwisata daerah

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata bertujuan untuk
meningkatkan daya tarik wisata dari destinasi-destinasi pariwisata yang ada di
daerah tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan fasilitas,
infrastruktur, dan pengalaman wisata yang ditawarkan, sehingga dapat menarik
lebih banyak wisatawan dan meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata bertujuan untuk mempromosikan destinasi-
destinasi pariwisata daerah agar lebih dikenal dan diminati oleh wisatawan. Dalam
program ini, dilakukan berbagai kegiatan pemasaran seperti promosi melalui media
sosial, kampanye iklan, partisipasi dalam pameran pariwisata, dan sebagainya.
Dengan meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke daerah tersebut, maka
akan meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam
sektor pariwisata dan juga mengembangkan industri ekonomi kreatif yang terkait
dengan pariwisata, seperti kerajinan tangan dan kuliner khas daerah. Dengan
adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan industri ekonomi kreatif yang
berkembang, maka akan meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan dan juga
menciptakan lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

2. Meningkatkan pelestarian Warisan Budaya Benda dan tak benda

a. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan untuk menjaga
dan melestarikan warisan budaya benda seperti bangunan bersejarah, situs
arkeologi, dan artefak sejarah lainnya. Hal ini dilakukan dengan cara memperbaiki
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dan merawat bangunan serta mempromosikan keberadaan cagar budaya tersebut
sebagai destinasi wisata yang menarik.

b. Program Pengelolaan Permuseuman bertujuan untuk mengembangkan dan
meningkatkan kualitas museum di daerah tersebut. Dalam program ini, dilakukan
berbagai kegiatan seperti perbaikan dan renovasi museum, penyusunan koleksi

yang lebih baik, serta pelayanan dan pendidikan yang lebih baik bagi pengunjung.
Hal ini dapat meningkatkan daya tarik wisata dan juga memperkaya pengetahuan
masyarakat tentang warisan budaya benda dan tak benda di daerah tersebut.

c. Program Pengembangan Kebudayaan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran
dan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya tak benda, seperti adat istiadat,
kesenian, dan tradisi daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempromosikan
kegiatan-kegiatan kebudayaan, seperti festival dan pertunjukan seni, serta
memperkuat identitas budaya daerah tersebut.

Adapun tingkat efisiensi dan efektivitas Sasaran Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan sektor pariwisata dengan Indikator Persentase Peningkatan PAD Sektor
Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 111.66
Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor pariwisata
dengan indikator Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata

Kinerja Keuangan
Ml Sosaran  Indikator [ PR NPT n realisas
Y uan . (%) Program Pagu . %
get | si o i
Program
Peningkatan Daya | 869.088.00000 | °10:418
1 . S .100.00 | 70.24
Tarik Destinasi
Pariwisata
953.836
2 Progrgm Pemasaran 958.795.380.00 89300 | 9948
Pariwisata
Program
Persent Pengembangan 1.088.702.000.0 23202307
. ersentase 3| Sumber Daya 0| %% | 9964
Meningkatn | Peningkatan % 10 | 24023 Pariwisata Dan 00
ya kualitas | PAD Sektor ' Ekonomi Kreatif
len Pariwisata "

1 | penyreleng Program Pelestarian 124.583
ganan 4 | Dan Pengelolaan 125.000.000.00 | g5 59 | 9967
pariwisata CagaiEldays

Program 750.000.000.00 602.147
5| Pengelolaan R .200.00 | 80.29
Permuseuman
Program 399.965
6 | Pengembangan 400.000.000.00 | ~ 555 0 | 999
Kebudayaan
41915853800 | 31>
CAPAIAN Jumlah 0 ' 06 90.08
TINGKAT EFISIENSI 9.92
TINGKAT EFEKTIFITAS 150%
Sumber data : Dinparta Kab. Demak, 2022
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Berdasarkan tabel di atas, Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor

pariwisata dengan Indikator Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata memiliki

efisiensi sebesar 9.92 dan efektivitas sebesar 150%.

14. Analisis Kinerja Sasaran 11 : “Menurunnya jumlah pengangguran”
Hasil pengukuran Sasaran “Menurunnya jumlah pengangguran” dengan Indikator
Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 107% dan termasuk predikat “Sangat Tinggi”
sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :
Tabel 111.67

Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Menurunnya jumlah pengangguran

Tingkat
6.57- 6.05-
Pengangguran 5.46 5.78 5.28 6.11 99.01%
749 6.89
Terbuka

Sumber: Dinnakerind Kab. Demak, 2022

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase antara angkatan kerja yang
menganggur dengan jumlah penduduk angkatan kerja.

Jumlah Penduduk Angkatan
Kerja Menganggur
Jumlah Penduduk

Angkatan Kerja

TPT =

x100%

8
R — 0,
608,754 *100%

TPT = 6.11
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk

TPT

mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang
termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Survei Angkatan Kerja Nasional
(Sakernas) Agustus 2022 sebesar 6,11 persen. Berarti, di antara 100 orang angkatan kerja,
ditemukan sekitar enam orang penganggur.

Pemerintah Kabupaten Demak berusaha secara optimal dalam penyerapan tenaga
kerja lokal. Hal itu dinilai dapat membantu persoalan ketenagakerjaan dan angka
pengangguran di Kabupaten Demak. Capaian atas kinerja Sasaran menurunnya jumlah
pengangguran tahun 2022 sebesar 107% dengan realisasi tingkat pengangguran terbuka
sebesar 6,11 dengan target yang telah ditentukan sebesar 6,57-7,49. Dari tabel diatas dapat
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dibandingkan target akhir RPJMD yaitu 6,05-6,89 dan mengalami kenaikan sebesar 0,83
dibandingkan tahun lalu. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten
Demak dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 111.6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Demak

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten

Demak
6.5
6
5.5 /\/
5
45
2019 2020 2021 2022

Sumber : Dinnakerind Kab. Demak, 2022

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi angkat Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Demak bersifat fluktuatif dan realisasi terbesar
pada tahun 2022 dengan angka 6.110. Apabila dibandingkan dengan angka Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional sebesar 5.860 tentunya angka Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Demak jauh lebih besar. Hal ini menunjukkan
keberhasilan Pemerintah Kabupaten Demak dalam menurunkan angka pengangguran.

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang penting dalam mengukur
kondisi ekonomi suatu daerah. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menunjukkan
rendahnya pertumbuhan ekonomi dan kurangnya peluang kerja yang tersedia bagi
penduduk. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang rendah menunjukkan adanya
pertumbuhan ekonomi yang stabil dan lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Data
TPT Kab. Demak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 111.68

Data Anikatan Ker"a, Jumlah Penianiiuran dan TPT tahun 2016-2022
2016 580.355 33.968 5,85% 546.387 94,15%
2017 574.999 25.704 4.47% 549.295 95,53%
2018 608.427 43.563 7,16% 564.864 92,84%
2019 588.140 32.127 5,46% 556.013 94,54%
2020 556.013 32.127 5,78% 523.886 94,22%
2021 595.111 31.403 5,28% 563.708 94,72%
2022 608.754 37.188 6,11% 571.566 93,89%

Sumber : Dinnakerind Kab. Demak, 2022
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Berdasarkan tabel di atas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Demak

bersifat fluktuatif dimana TPT tertinggi terjadi pada tahun 2022 dan tahun 2018.

o o

Faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja, antara lain:
Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi permenaker terbaru tentang tata cara perjanjian
LPK
Semakin meningkatnya kesadaran calon pencari kerja untuk meningkatkan pendidikan
dan ketrampilan yang di laksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melalui
Balai Latihan Kerja
Pengadaan Job Fair dan kegiatan kewirausahaan dan tenaga kerja mandiri.
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain :
Masih rendahnya kualitas dan produktivitas, pendidikan tenaga kerja dan pekerja
Penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan TKI ke luar negeri belum dapat dilakukan
secara optimal
Angka pengangguran yang relatif masih tinggi dan terbatasnya kesempatan kerja
Relatif rendahnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja/ pekerja
Relatif kurangnya peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan
Masih membutuhkan tenaga teknis.

Pemerintah Kabupaten Demak melakukan strategi dalam pemecahan masalah

tersebut, antara lain :

a.

Penyelesaian pengangguran terbuka dan setengah pengangguran melalui pelatihan
vokasi dan kurikulum yang lebih mengarah kepada tenaga kerja mandiri sekaligus bursa
kerja.

Peningkatan kompetensi angkatan kerja sesuai dengan dunia kerja melalui proses
pemagangan dalam negeri.

Pembinaan secara berkala kepada Organisasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh, pekerja
dan pengusaha.

Pembekalan kepada angkatan kerja.

Pemanfaatan wajib lapor perusahaan secara online terkait penempatan dan
ketenagakerjaan.

Peningkatan kapasitas instruktur melalui sertifikasi/uji kompetensi instruktur.

Mendorong partisipasi Non Goverment Organization (NGO) dalam peningkatan kapasitas
angkatan kerja melalui pelatihan dan pendidikan seperti Baznas dan BUMD.

Pembukaan akses kesempatan kerja ke luar negeri melaui program pemagangan kerja

luar negeri sektor formal.
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Sumber : Dinnakerind Kab. Demak, 2022

SRR Gampar ma
Pelatihan tata kecantikan rambut di LPKS FLORENZA desa Bulusari Kecamatan Sayung

I

Sasaran Menurunnya jumlah pengangguran dengan Indikator Tingkat Pengangguran

Terbuka didukung oleh program dan anggaran sebagaimana tampak dalam tabel berikut :

Tabel 111.69
Program dan Anggaran Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka
No Program Anggaran Realisasi % Capaian
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas
1 | Tenaga Kerja 3.450.233.550 3.439.044.980 99.68
2 | Program Penempatan Tenaga Kerja 245.000.000 244.475.000 99.79
3 | Program Pemberdayaan Sosial 714.337.100 699.565.667 97.93
4 | Program Rehabilitasi Sosial 2.201.269.700 2.146.327.075 97.50
5 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 13.760.083.317 13.519.564.035 98.25
Program Pengelolaan Taman Makam
6 | Pahlawan 25.735.000 25.735.000 100.00
Program Pengembangan Kawasan
7 | Transmigrasi 47.454.000 47.454.000 100.00
Jumlah 20.444.112.667 20.122.165.757 98.43

Sumber : Dinnakerind Kab. Demak, DinsosP2PA Kab. Demak, 2022
Berdasarkan tabel di atas Sasaran Menurunnya jumlah pengangguran dengan

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka didukung oleh 7 (Tujuh) Program dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 20.122.165.757,- dari pagu anggaran Rp. 20.444.112.667,- dengan

capaian realisasi anggaran sebesar 98.43%. Dalam pencapaian Tingkat Pengangguran

Terbuka didukung upaya sebagai berikut :

1.

Meningkatkan penyerapan angkatan kerja
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a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dapat membantu

meningkatkan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja sehingga mereka dapat
lebih siap dalam menghadapi persaingan di pasar tenaga kerja.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja dapat membantu memfasilitasi hubungan
antara pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia.

c. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dapat membantu memperluas
kesempatan kerja bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu.

2. Menurunkan tingkat PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)

Untuk menurunkan TPT, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan

menurunkan tingkat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PPKS

merupakan suatu kondisi di mana seseorang membutuhkan bantuan sosial karena
mengalami kesulitan ekonomi atau sosial.

a. Program Pemberdayaan Sosial bertujuan untuk membantu masyarakat untuk
mandiri secara ekonomi sehingga tidak lagi membutuhkan bantuan sosial. Program
ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan,
pengembangan usaha mikro, dan program bantuan modal usaha. Dengan adanya
program ini, diharapkan masyarakat yang semula bergantung pada bantuan sosial
dapat menjadi lebih mandiri dan produktif

b. Program rehabilitasi sosial dapat melibatkan berbagai pihak seperti lembaga
sosial, psikolog, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan. Mereka akan memberikan
dukungan dan bantuan kepada korban untuk mengembangkan kemampuan,
kepercayaan diri, dan keterampilan yang diperlukan untuk dapat kembali bekerja dan
berkontribusi dalam masyarakat.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dapat membantu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah pengangguran terbuka dengan
memberikan jaminan keamanan ekonomi bagi mereka yang mengalami
ketidakpastian pekerjaan atau kesulitan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, program
ini dapat melibatkan lembaga-lembaga sosial, pemerintah, dan masyarakat dalam
memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka yang membutuhkan.

d. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan bukanlah program yang langsung
terkait dengan penurunan tingkat PPKS atau pengangguran. Program ini bertujuan
untuk mengelola dan merawat taman makam pahlawan sebagai bentuk
penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan. Meskipun tidak terkait
langsung, program ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam hal

pelestarian sejarah dan meningkatkan nilai-nilai kebangsaan.
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Adapun tingkat efisiensi dan efektivitas Sasaran Menurunnya jumlah pengangguran

dengan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 111.70
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Sasaran Menurunnya jumlah pengangguran dengan
Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Kinerja Keuangan
N Sasaran Indikator Satu Targ | Realisas n
° an ot i (%) o Program Pagu realisasi | %
Program Pelatihan
1 | Kerja dan Produktivitas 3.450.233.550 | 3.439.04 99.68
Tenaga Kerja 4,980
g | FTOHEN FETEE D 245000000 | 244475. | 9979
Tenaga Kerja
000
g | (PRIE . 714.337.100 | 699.565. | 97.93
Pemberdayaan Sosial 667
Tingkat I
57-
Menurunnya | Penganggura | % ?ig 6.110 4 g“’grfm Renabiltasi 2201269700 | 214632 | 97550
1 jumlah n Terbuka ‘ osia 7.075
penganggur .
an 3 | [FEOETL e e 13.760.083.317 | 135195 | 98.25
dan Jaminan Sosial 64.035
Program Pengelolaan
6 | Taman Makam 25.735.000 | 25.735.0 | 100.00
Pahlawan 00
Program
7 | Pengembangan 47454000 | 47.454.0 | 100.00
Kawasan Transmigrasi 00
CAPAIAN Jumlah 20.444.112.667 | 20.122.1 98.43
65.757

TINGKAT EFISIENSI 8.57

TINGKAT EFEKTIFITAS 108.7%

Sumber : Dinnakerind Kab. Demak, 2022
Sasaran Menurunnya jumlah pengangguran dengan Indikator Tingkat Pengangguran

Terbuka memiliki tingkat efisiensi sebesar 8.57 dan tingkat efektivitas sebesar 108.7%

15. Analisis Kinerja Sasaran 12 : “Meningkatnya pemerataan kondisi sosial ekonomi
masyarakat”
Hasil pengukuran Sasaran “Meningkatnya pemerataan kondisi sosial ekonomi
masyarakat” dengan Indikator Indeks Gini mencapai 99.33% dan termasuk predikat

“Sangat Tinggi” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 111.71
Capaian Indikator Kinerja Utama
Sasaran Meningkatnya pemerataan kondisi sosial ekonomi masyarakat
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Indeks 0.270- 0.261-
Gini NA NA 0.368 0.298 0.300 - 0.289 96.33

Sumber: BPS Kab. Demak, 2022

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan

menggunakan data pengeluaran yang bersumber dari Susenas.

n
GR=1-) " fy&(Fe;+Fe;_y)
=1

Kabupaten Demak telah melakukan upaya untuk mengurangi disparitas atau
ketimpangan ekonomi antara wilayah dengan membangun infrastruktur seperti kawasan
permukiman, sarana prasarana umum, irigasi, dan jalan penghubung. Nilai Indeks Gini
Kabupaten Demak tahun 2022 sebesar 0,300 termasuk kategori rendah jika nilai indeks Gini
tersebut kurang dari 0.36.

Dengan infrastruktur yang memadai, usaha ekonomi masyarakat di seluruh wilayah
dapat terhubung dengan baik sehingga potensi ekonomi dapat berkembang secara merata.
Selain itu, sentra perdagangan juga diperluas untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Hal
ini tercermin dari indeks GINI di Kabupaten Demak yang masih rendah, menunjukkan
adanya kemajuan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya upaya ini,
diharapkan disparitas antar wilayah dapat semakin berkurang dan masyarakat Kabupaten
Demak dapat merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur yang merata.

Walaupun capaian di tahun 2022 sebesar 0.300 atau 99.33% belum mencapai target
namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, telah mengalami perbaikan sebesar
0.068. Capain indikator Indeks Gini tahun 2022 bisa dikatakan Sangat Tinggi jika
dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 0.261-0.289 atau 96,33%. Apabila
dibandingkan dengan angkai nasional sebesar 0.381 angka Indeks Gini Kabupaten jauh
lebih baik.

Sasaran Meningkatnya Pemerataan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dengan
Indikator Indeks Gini didukung oleh program dan anggaran sebagaimana tampak dalam
tabel berikut :

Tabel 111.72
Program dan Anggaran Indikator Indeks Gini
No Program Anggaran Realisasi % Capaian
Program Peningkatan Kerjasama
1 | Desa 55.526.200 55.526.200 100.00
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Program Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan

2 | Masyarakat Hukum Adat 982.473.800 959.474.473 97.66

3 | Program Pengendalian Penduduk 166.032.000 155.462.132 93.63
Program Pembinaan Keluarga

4 | Berencana (KB) 6.886.935.300 6.659.246.631 96.69
Program Pemberdayaan dan

5 | Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 6.002.960.000 3.301.445.000 55.00
Program Administrasi Pemerintahan

6 | Desa 9.190.200.000 9.062.765.559 98.61

7 | Program Kawasan Permukiman 2.973.950.000 2.889.294.050 97.15
Program Perumahan dan Kawasan

8 | Permukiman Kumuh 94.527.458.250 93.176.431.600 98.57
Program Pengelolaan dan

9 | Pengembangan Sistem Air Limbah 13.012.482.000 12.328.261.350 94.74
Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Penyediaan

10 | Air Minum 28.767.585.000 26.313.630.360 9147

11 | Program Penyelenggaraan Jalan 102.863.717.272 101.816.071.644 98.98
Program Pengelolaan Sumber Daya

12 | Air (SDA) 15.823.806.000 15.577.094.468 98.44
Program Pengelolaan dan

13 | Pengembangan Sistem Drainase 910.000.000 897.559.400 98.63
Program Penyelenggaraan Penataan

14 | Ruang 750.000.000 739.339.581 98.58

15 | Program Penataan Bangunan Gedung 48.113.129.685 47.404.186.831 98.53
Program Pengembangan Jasa

16 | Konstruksi 66.194.000 65.424.000 98.84
Program Penyelenggaraan

17 | Penatagunaan Tanah 640.000.000 560.530.731 87.58

18 | Program Pengembangan Perumahan 6.062.400.000 6.015.463.300 99.23
Program Peningkatan Prasarana,

19 | Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 2.600.000.000 2.590.130.000 99.62
Jumlah 340.394.849.507 330.567.337.310 97.11

Sumber : DinpermadesP2KB Kab. Demak, Dinperkim Kab. Demak, Dinputaru Kab. Demak, 2022
Berdasarkan tabel di atas Sasaran Meningkatnya Pemerataan Kondisi Sosial Ekonomi

Masyarakat dengan Indikator Indeks Gini didukung oleh 19 (sembilan belas) program

330.567.337.310,- dari pagu anggaran Rp.

340.394.849.507,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar 97.11%. Dalam pencapaian

dengan realisasi anggaran Rp.
Indeks Gini didukung upaya sebagai berikut :
1. Meningkatkan status desa menjadi mandiri
a. Program Peningkatan Kerjasama Desa dapat membantu meningkatkan
persentase kerjasama antar desa. Dengan kerjasama yang baik, desa-desa dapat
saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan antara desa-desa

yang lebih maju dan yang masih tertinggal.
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Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan
Masyarakat Hukum Adat dapat membantu masyarakat untuk memperoleh akses
ke sumber daya dan kesempatan yang sama. Melalui program ini, masyarakat dapat
diberdayakan untuk mengambil keputusan dan memanfaatkan sumber daya lokal
secara efektif. Hal ini dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi
di desa-desa.

Program Administrasi Pemerintahan Desa dapat membantu meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan
publik di desa-desa. Dengan pemerintahan yang baik, desa-desa dapat memperoleh
akses ke sumber daya yang dibutuhkan dan mendapatkan layanan publik yang
sama baiknya. Hal ini dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Meningkatkan kepesertaan KB Aktif

a. Program Pengendalian Penduduk bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan

penduduk di suatu wilayah. Dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk, dapat
mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan serta
meningkatkan akses ke sumber daya bagi masyarakat yang sudah ada. Hal ini
dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan karena masyarakat dapat
memperoleh akses yang lebih merata ke sumber daya yang tersedia.

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk memberikan
edukasi dan dukungan kepada keluarga dalam penggunaan alat kontrasepsi. Melalui
program ini, diharapkan dapat mengurangi angka kelahiran dan membantu keluarga
mengatur kehamilan. Hal ini dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan
karena keluarga dapat memperoleh akses yang lebih merata ke sumber daya karena
tidak terbebani oleh biaya yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak.

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pengembangan keterampilan
dan pendidikan. Melalui program ini, diharapkan keluarga dapat meningkatkan
keterampilan dan memiliki akses yang lebih baik ke lapangan pekerjaan. Hal ini
dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan karena keluarga dapat
memperoleh akses yang lebih merata ke sumber daya dan memiliki kesempatan

yang sama untuk meningkatkan kesejahteraannya.

3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni

a.

Program Pengembangan Perumahan bertujuan untuk meningkatkan akses
masyarakat terhadap perumahan layak huni yang memenuhi standar kesehatan,
keamanan, dan kenyamanan. Dengan adanya perumahan yang layak, diharapkan
dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dan
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meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas dan pelayanan publik. Hal ini

dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan karena masyarakat dapat
memperoleh akses yang lebih merata ke fasilitas dan pelayanan publik.

b. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) bertujuan
untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana, sarana, dan utilitas
umum seperti jalan, listrik, air bersih, dan sanitasi. Dengan adanya akses yang lebih
baik ke prasarana, sarana, dan utilitas umum, diharapkan dapat membantu
meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dan meningkatkan
akses masyarakat terhadap fasilitas dan pelayanan publik. Hal ini dapat membantu
mengurangi ketimpangan pendapatan karena masyarakat dapat memperoleh akses
yang lebih merata ke fasilitas dan pelayanan publik.

4. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh

a. Program Kawasan Permukiman bertujuan untuk meningkatkan kualitas kawasan
permukiman dengan memperbaiki dan memperindah lingkungan sekitar. Dengan
adanya kawasan permukiman yang lebih baik, diharapkan dapat membantu
meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat ikatan sosial di antara
mereka. Hal ini dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan karena
masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih merata ke fasilitas dan pelayanan
publik yang ada di sekitar kawasan permukiman.

b. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Dbertujuan untuk
meningkatkan kualitas hunian di kawasan permukiman kumuh dan memperbaiki
lingkungan sekitarnya. Dengan adanya perbaikan hunian dan lingkungan,
diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan
permukiman kumuh dan memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Hal ini dapat
membantu mengurangi ketimpangan pendapatan karena masyarakat dapat
memperoleh akses yang lebih merata ke fasilitas dan pelayanan publik yang ada di
sekitar kawasan permukiman.

5. Meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat

a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dapat membantu
memperbaiki sanitasi dan mengurangi tingkat penyakit yang terkait dengan sanitasi
yang buruk, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan kesehatan dan
produktivitas masyarakat.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dapat
membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sehat, yang
dapat membantu meningkatkan kesehatan dan produktivitas mereka.

6. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan kewenangan kabupaten

a. Program Penyelenggaraan Jalan dapat membantu meningkatkan kualitas jalan

dan jembatan, sehingga masyarakat dapat menggunakan transportasi dengan lebih

aman dan mudah. Dengan aksesibilitas yang lebih baik, masyarakat dapat lebih
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mudah mengakses berbagai sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk

meningkatkan kualitas hidup mereka.
7. Meningkatkan kualitas saluran air

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air dapat membantu memastikan bahwa
sumber daya air yang tersedia dikelola dengan baik dan dijaga keberlanjutannya,
sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya secara efektif dan efisien.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dapat membantu
memperbaiki sanitasi dan mengurangi risiko banjir atau bencana lain yang terkait
dengan buruknya sistem drainase. Dengan demikian, masyarakat dapat
menggunakan sumber daya air yang lebih bersih dan sehat, yang pada gilirannya
dapat membantu meningkatkan kesehatan dan produktivitas mereka

8. Meningkatkan Ketaatan terhadap RTRW

a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat membantu memastikan bahwa
penggunaan sumber daya tanah dan ruang yang ada dilakukan secara terencana
dan berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi konflik dan ketidakadilan dalam
pemanfaatan sumber daya tersebut.

b. Program Penataan Bangunan Gedung dapat membantu mengurangi ketimpangan
distribusi pendapatan atau kekayaan dengan cara memastikan bahwa
pembangunan gedung dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, sehingga
dapat meminimalkan kerugian dan memaksimalkan manfaat dari penggunaan
sumber daya yang tersedia.

c. Program Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah dapat membantu memastikan
bahwa penggunaan tanah dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga dapat
mengurangi konflik dan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya tanah.

9. Meningkatkan partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah

a. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dapat membantu meningkatkan
partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah dengan cara
meningkatkan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja konstruksi, sehingga
dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas dari pekerjaan yang dilakukan.

Adapun tingkat efisiensi dan efektivitas Sasaran Meningkatnya Pemerataan Kondisi
Sosial Ekonomi Masyarakat dengan Indikator Indeks Gini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 111.73
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Indikator Indeks Gini

Kinerja Keuangan
N Sasaran Indikator Satu Targ | Realisas n
o an o : (%) o Program Pagu realisasi | %
Meningkatny 0.27 :
1 |a Indeks Gin 2”9" 0- | 0300 1 E;‘;%r:;“mze&l%kata” 55.526.2
Pemerataan 0.2 ) 55.526.200 00 | 100.00
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Sasaran

Kondisi
Sosial
Ekonomi
Masyarakat

Indikator

Satu
an

Kinerja Keuangan
If 9 iReallsas (%) 2 Program Pagu realisasi | %
8 Program

Pemberdayaan
Lembaga

2 | Kemasyarakatan,
Lembaga Adat Dan
Masyarakat Hukum 959.474.
Adat 982.473.800 473 97.66

3 | Program Pengendalian 155.462.
Penduduk 166.032.000 132 93.63
Program Pembinaan

4 | Keluarga Berencana 6.659.24
(KB) 6.886.935.300 6.631 96.69
Program

5 Pemberdayaan dan
Peningkatan Keluarga 3.301.44
Sejahtera (KS) 6.002.960.000 5.000 55.00

6 | Program Administrasi 9.062.76
Pemerintahan Desa 9.190.200.000 5.559 98.61

7 | Program Kawasan 2.889.29
Permukiman 2.973.950.000 4.050 97.15
Program Perumahan
dan Kawasan 93.176.4
Permukiman Kumuh 94.527.458.250 31.600 98.57
Program Pengelolaan
dan Pengembangan 12.328.2
Sistem Air Limbah 13.012.482.000 61.350 94.74
Program Pengelolaan
dan Pengembangan
Sistem Penyediaan Air 26.313.6
Minum 28.767.585.000 30.360 9147
Program
Penyelenggaraan 101.816.
Jalan 102.863.717.272 | 071.644 98.98
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air 15.577.0
(SDA) 15.823.806.000 94.468 98.44
Program Pengelolaan
dan Pengembangan 897.559.
Sistem Drainase 910.000.000 400 98.63
Program
Penyelenggaraan 739.339.
Penataan Ruang 750.000.000 581 98.58
Program Penataan 47.404.1
Bangunan Gedung 48.113.129.685 86.831 98.53
Program
Pengembangan Jasa 65.424.0
Konstruksi 66.194.000 00 98.84
Program
Penyelenggaraan 560.530.
Penatagunaan Tanah 640.000.000 731 87.58
Program
Pengembangan 6.015.46
Perumahan 6.062.400.000 3.300 99.23
Program Peningkatan
Prasarana, Sarana dan 2.590.13
Utilitas Umum (PSU) 2.600.000.000 0.000 99.62
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Kinerja Keuangan
Indikator Satu i
an Z:\rg iReallsas (%) 2 Program Pagu realisasi | %
CAPAIAN Jumlah 330.567.
340.394.849.507 | 337.310 97.11
TINGKAT EFISIENSI -
TINGKAT EFEKTIFITAS -

Sumber : DinpermadesP2KB Kab. Demak, Dinperkim Kab. Demak, Dinputaru Kab. Demak, 2022
Tingkat efisiensi dan efektivitas Sasaran Meningkatnya Pemerataan Kondisi Sosial

Ekonomi Masyarakat dengan Indikator Indeks Gini tidak dapat dihitung karena capaian

kinerja belum mencapai 100%.

B. Realisasi Anggaran

Sumber daya keuangan Pemerintah Kabupaten Demak ditetapkan setiap tahun

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD Kabupaten Demak tahun
2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 111.74
Sumber Daya Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak 2022
TA 2022 TA 2021
URAIAN
Anggaran Realisasi Realisasi
o | s 241042021411700 | 2409153370.16294 | 2.365.244.750.68579
Bzg‘r’:ﬁata” Asli 453.397.479.712,00 477.199.961.524,94 445.010.135.308,79
Pendapatan 1.045.781.734.405.00 |  1.920.845.090.002,00 | -/93.631.270.307,00
Transfer
Lain-lain
Pendapatan 11.250.000.000,00 11.108.308.756,00 126.603.354.070,00
Daerah Yang Sah
B | Belanja Daerah 2196.244.148.319,29 |  2.046.866.928.108,00 |  1.898.629.991.637,00

Belanja Operasi

1.838.452.921.626,62

1.702.565.561.623,00

1.618.707.505.965,00

Belanja Modal 355.191.226.692,67 344.301.366.485,00 279.922.485.672,00
Belanja Tidak 2.600.000.000,00 0,00 0,00
Terduga

C | Transfer 441.444.003.440,00 440.475.699.191,00 437.385.734.160,00
Transfer Bagi Hasil 19.427.537.440,00 19.317.115.191,00 18.372.347.160,00
Pendapatan
Transfer Bantuan 422.016.466.000,00 421.158.584.000,00 |  419.013.387.000,00
Keuangan

D Pembiayaan
Daerah
Penerimaan 242.258.937.642,29 242.258.937.642,29 245.029.903.753,50
pembiayaan
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TA 2022 TA 2021
URAIAN
Anggaran Realisasi Realisasi
Pengeluaran 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 32.000.000.000,00
pembiayaan
Pembiayaan Netto 227.258.937.642,29 227.258.937.642,29 213.029.903.753,50

Sumber : BPKAD Kabupaten Demak Tahun 2022, data diolah

Efisiensi Penggunaan Anggaran
Efisiensi penggunaan anggaran dapat disampaikan informasi sebagai berikut:
1. Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan
persentase realisasi atau penyerapan anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui pembandingan antara persentase

rata- rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang

dijelaskan sebagai berikut:

a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau
lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata
capaian kinerja sasaran

b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari
100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-
rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase

penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel ll.75
Rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran
Capaian Efisi
Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja | Kinerja | Anggaran | Realisasi % ensi Efektivitas Ket
(%)

Tujuan 1 : Meningkatkan .
Tata Kelola Pemerintahan :;?grrzzeformam 101.38
yang Baik dan Bersih
Sasaran 1 : Meningkatnya Indeks Kepuasan
kinerja pelayanan publik Masyarakat (IKM) 100 458.462.3 | 411.766.6 89.81 10.69 111.90 Efisien
Pemerintahan Daerah Daerah 49.613 93.359

g:z:r::KlP 100.01 | 871.652.5 | 815.472.2 | 93.55 | 6.46 106.9 Efisien

28.237 53.008

Sasaran 2 : Meningkatnya , ,
akuntabilitas kinerja '}2:523: erseps! 99.94 | 1.287500. | 1.285.800 | 99.87 | - - ;'I:an
Pemerintahan Daerah 000 .000

Indeks 453.164.2 | 448.725.0 Tidak

Pengelolaan 98.82 33.061.00 | 93.602.00 | 9.02 - - .

Efisien
Keuangan Daerah
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1 7 Capaian | | | | el |
Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja | Kinerja | Anggaran | Realisasi % ensi Efektivitas Ket
(%)
Tujuan 2: Menlngkat.kan Indeks
Sumber Daya Manusia
. Pembangunan 100.44
yang Berkualitas dan Manusia (IPM)
Berdaya Saing
ij:l?t;asn i;g?jirll:r?kat”ya Indeks Pendidikan | 100.36 | 258.867.9 | 247.1346 | 9547 | 484 | 10507 | Efisien
P 93328 | 02713
Sasaran 4 : Meningkatnya 142.228.5 | 131.339.9
derajat kesehatan Indeks Kesehatan 100 28.884 36.884 92.34 | 7.66 108.29 Efisien
masyarakat
S::Z;ar;gél\ri:n:rl;?ga ::s:k:Iuaran 53 14.579.82 | 1402119 97.51 ’ I;-f::i;
pencap y g 5553 | 5627 '
Sasaran 6 : Meningkatnya IPG (Indeks ,
kesetaraan dan keadilan Pembangunan 99.58 1.052.505. 974.102.8 | 92.55 - Tld?k
919 Efisien
gender dalam pembangunan | Gender) 61
Tujuan 2 : Meningkatkan
Sumber Daya.Manu5|a Emisi GRK 89.27
yang Berkualitas dan
Berdaya Saing
Indeks Kualitas
6.283.293. | 5.820.291 Tidak
Sasaran 7 : Meningkatnya Lingkungan Hidup 82.80 92.63 - ! ?
L , 000 379 Efisien
kualitas lingkungan hidup (IKLH)
yang berkelanjutan dan . ,
tangguh bencana Indeks Risiko 99.58 | 5.879.838. | 5.688.763 - Tidak
Bencana 96.75 Efisien
984 100
Tujuan 3 : Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi dan | Laju Pertumbuhan 115.64
Pemerataan Kesejahteraan | Ekonomi (LPE) '
Masyarakat
LPE kategori
Industri 191.6 6'75257'5836' 653;%?” 96.66 | 3.34 198.22 Efisien
Sasaran 8 : Meningkatnya Pengolahan '
pertumbuhan perekonomian | LPE Kategori
daerah berbasis potensi lokal E::jtr:z;,n o 0 3403139 | 3250178 . ) ;::?el;
. 2.786 6.474 '
Perikanan
- Tingkat ,
ii:::;iéyrz:”gkamya Pertumbuhan 8647 | 1104537 | 1153019 | o . ;:fekn
Investasi (PMTB) 6.565 0.850 '
Sasaran 10 : Meningkatnya Persentase 4.191.585. | 3.775.713
kualitas penyelenggaraan peningkatan PAD 2402.3 380.00 .743.00 | 90.08 | 9.92 150 Efisien
sektor pariwisata Sektor Pariwisata
Tujuan 3 : Meningkatkan ,
Tingkat
Pertumbuhan Ekonomi dan mg. @ . 107.36
. Kemiskinan
Pemerataan Kesejahteraan
163




| Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

= /) Kabupaten Demak 2022
Capaian Efisi
Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja | Kinerja | Anggaran | Realisasi % ensi Efektivitas Ket
(%)
Masyarakat
. Tingkat
Eﬁi;ag;;ga?ge;;g‘:”ya Pengangguran 107 | 2044411 | 2012246 | o, | B57 | 1087 | Efsien
Terbuka 2.667 5.757
Sasaran 12 : Meningkatnya Tidak
pemerataan kondisi sosial Indeks Gini 99.33 340.394.8 | 330.567.3 97 11 - Efisien
ekonomi masyarakat 49.507 37.310

Sumber : Bag. Organisasi Setda, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dari 12 (dua belas) Sasaran Daerah dengan 16 (enam
belas) indikator didapat bahwa 7 (tujuh) indikator efisien sedangkan 9 (sembilan) indikator
belum efisien dikarenakan capaian kinerja belum mencapai 100%.

Tabel 111.76
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2022
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
1 Program Penunjang Urusan 1,265,557,586,922.29 1,166,834,082,494.00 92.20
Pemerintahan Daerah
2 Program Pengelolaan Pendidikan 228,462,041,592.00 217,210,617,749.00 95.08
g | Program Pendidi Dan Tenaga 540,000,000.00 507,264,000.00 93.94
Kependidikan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
4 Perorangan Dan Upaya Kesehatan 132,662,189,759.00 121,817,390,654.00 91.83
Masyarakat
5 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber 7,342,760,000.00 7,330,860,000.00 99.84
Daya Manusia Kesehatan
g | rogram Sediaan Farmasi, Alat 528,094,000.00 524,433,830.00 99.31
Kesehatan Dan Makanan Minuman
7 | Program Pemberdayaan Masyarakat 1,695,485,125.00 1,667,252,400.00 98.33
Bidang Kesehatan
8 (Psrgg;am Pengelolaan Sumber Daya Air 15,823,806,000.00 15,577,094,468.00 98.44
Program Pengelolaan Dan
9 Pengembangan Sistem Penyediaan Air 28,767,585,000.00 26,313,630,360.00 9147
Minum
1o | Program Pengelolaan Dan 13,012,482,000.00 12,328,261,350.00 94.74
Pengembangan Sistem Air Limbah
11 | Program Pengelolaan Dan 910,000,000.00 897,559,400.00 98.63
Pengembangan Sistem Drainase
12 Program Penataan Bangunan Gedung 48,113,129,685.00 47,404,186,831.00 98.53
13 Program Penyelenggaraan Jalan 102,863,717,272.00 101,816,071,644.00 98.98
14 Program Pengembangan Jasa Konstruksi 66,194,000.00 65,424,000.00 98.84
15 ;Lofr:gm Penyelenggaraan Penataan 750,000,000.00 739,339,581.00 98.58
16 Program Pengembangan Perumahan 6,062,400,000.00 6,015,463,300.00 99.23
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NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %

17 Program Kawasan Permukiman 2,973,950,000.00 2,889,294,050.00 97.15

yg | Program Perumahan Dan Kawasan 94,527,458,250.00 93,176,431,600.00 98.57
Permukiman Kumuh

yg | Program Peningkatan Prasarana, Sarana 2,600,000,000.00 2,590,130,000.00 99.62
Dan Utilitas Umum (Psu)

gg | Program Peningkatan Ketenteraman Dan 2,470,146,365.00 2,301,587,000.00 93.18
Ketertiban Umum

21 Program Penanggulangan Bencana 2,549,530,484.00 2,419,598,075.00 94.90
Program Pencegahan, Penanggulangan,

22 Penyelamatan Kebakaran Dan 186,112,500.00 173,953,300.00 93.47
Penyelamatan Non Kebakaran

23 Program Pemberdayaan Sosial 714,337,100.00 699,565,667.00 97.93

24 Program Rehabilitasi Sosial 2,201,269,700.00 2,146,327,075.00 97.50

25 22‘;?;"‘ Perlindungan Dan Jaminan 13,760,083,317.00 13,519,564,035.00 98.25

26 Program Penanganan Bencana 3,144,196,000.00 3,095,211,725.00 98.44

g7 | Program Pengelolaan Taman Makam 25,735,000.00 25,735,000.00 100.00
Pahlawan

gg | Frogram Pelatihan Kerja Dan 3,450,233,550.00 3,439,044,980.00 99.68
Produktivitas Tenaga Kerja

29 Program Penempatan Tenaga Kerja 245,000,000.00 244,475,000.00 99.79

30 Program Hubungan Industrial 130,000,000.00 129,710,000.00 99.78

31 Program Pengarus Utamaan Gender Dan 42.250,000.00 42.250,000.00 100.00
Pemberdayaan Perempuan

32 Program Perlindungan Perempuan 102,275,500.00 72,929,125.00 71.31

33 Program Peningkatan Kualitas Keluarga 555,000,000.00 552,698,676.00 99.59

34 | Program Pengelolaan Sistem Data 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00
Gender Dan Anak

35 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) 200,000,000.00 198,914,800.00 99.46

36 Program Perlindungan Khusus Anak 137,980,419.00 92,310,260.00 66.90
Program Pengelolaan Sumber Daya

37 Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan 4,000,000,000.00 3,936,575,000.00 98.41
Kemandirian Pangan

3g | Program Peningkatan Diversifikasi Dan 1,047,000,000.00 1,024,137,823.00 97.82
Ketahanan Pangan Masyarakat

39 Program Penatagunaan Tanah 640,000,000.00 560,530,731.00 87.58
Program Pengendalian Pencemaran

40 Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 1,860,000,000.00 1,782,631,564.00 95.84

41 | Program Pengelolaan Keanekaragaman 1,674,990,000.00 1,600,222,800.00 95.54
Hayati (Kehati)
Program Pengendalian Bahan Berbahaya

42 Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan 75,000,000.00 44,850,000.00 59.80
Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
Program Pembinaan Dan Pengawasan

43 Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin 40,000,000.00 39,600,000.00 99.00
Perlindungan Dan Pengelolaan
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NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
Lingkungan Hidup (Pplh)

44 | Program Penghargaan Lingkungan Hidup 30,500,000.00 30,200,000.00 99.02
Untuk Masyarakat

45 Program Pengelolaan Persampahan 2,633,303,000.00 2,352,987,015.00 89.35

46 Program Pendaftaran Penduduk 154,294,000.00 146,980,000.00 95.26

47 Program Pencatatan Sipil 78,667,000.00 78,464,000.00 99.74

4g | Program Pengelolaan Informasi 95,004,000.00 94,896,100.00 99.89
Administrasi Kependudukan

49 Program Peningkatan Kerjasama Desa 55,526,200.00 55,526,200.00 100.00

50 Program Administrasi Pemerintahan Desa 9,190,200,000.00 9,062,765,559.00 98.61
Program Pemberdayaan Lembaga

51 Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan 982,473,800.00 959,474,473.00 97.66
Masyarakat Hukum Adat

52 Program Pengendalian Penduduk 166,032,000.00 155,462,132.00 93.63

53 (PKrg?ram Pembinaan Keluarga Berencana 6,886,935,300.00 6,659,246,631.00 96.69

54 | Program Pemberdayaan Dan 6,002,960,000.00 3,301,445,000.00 55.00
Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

55 | Mrogram Penyelenggaraan Lalu Lintas 5,259,500,000.00 5,241,659,367.00 99.66
Dan Angkutan Jalan (Llaj)

56 | | rogram Pengelolaan nformasi Dan 1,384,900,000.00 1,374,095,725.00 99.22
Komunikasi Publik

57 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 754,858,000.00 751,356,159.00 99.54

sg | Frogram Pemberdayaan Dan 279,000,000.00 278,407,800.00 99.79
Perlindungan Koperasi
Program Pemberdayaan Usaha

59 Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha 1,290,200,000.00 1,245,133,805.00 96.51
Mikro (Umkm)

60 Program Pengembangan Umkm 60,000,000.00 60,000,000.00 100.00

g1 | Program Pengembangan i 40,125,000.00 40,006,680.00 99.71
Penanaman Modal

62 Program Promosi Penanaman Modal 88,900,000.00 85,448,700.00 96.12

63 Program Pelayanan Penanaman Modal 192,747,700.00 192,318,950.00 99.78

g4 | Program Pengendalian Pelaksanaan 449,015,500.00 432,690,500.00 96.36
Penanaman Modal

65 | Frogram Pengelolaan Data Dan Sistem 127,651,700.00 119,155,570.00 93.34
Informasi Penanaman Modal

66 | Lrogram Pengembangan Kapasitas Daya 561,941,100.00 508,197,350.00 90.44
Saing Kepemudaan

g7 | Program Pengembangan Kapasitas Daya 27,888,019,136.00 27,504,663,664.00 98.63
Saing Keolahragaan

gg | "rogram Pengembangan Kapasitas 754,659,330.00 652,389,400.00 86.45
Kepramukaan

g9 | -rogram Penyelenggaraan Statistik 57,715,800.00 57,124,000.00 98.97
Sektoral

70 | Program Penyelenggaraan Persandian 39,700,000.00 39,371,140.00 99.17
Untuk Pengamanan Informasi
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71 Program Pengembangan Kebudayaan 400,000,000.00 399,965,000.00 99.99

7 | Program Pelestarian Dan Pengelolaan 125,000,000.00 124,583,950.00 99.67
Cagar Budaya

73 Program Pengelolaan Permuseuman 750,000,000.00 602,147,200.00 80.29

74 Program Pembinaan Perpustakaan 1,912,219,600.00 1,846,424,300.00 96.56

75 Program Pelestarian Koleksi Nasional 65.713,000.00 65.633,000.00 99.88
Dan Naskah Kuno

76 Program Pengelolaan Arsip 358,389,000.00 357,395,686.00 99.72

77 Z:i%ram Perlindungan Dan Penyelamatan 70,000,000.00 69.728,019.00 99,61

78 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2,702,499,725.00 2,209,432,800.00 81.76

79 | Program Pengelolaan Perikanan 1,125,700,000.00 1,116,658,220.00 99.20
Budidaya

go | Program Pengolahan Dan Pemasaran 4,276,636,275.00 4,144,219,703.00 96.90
Hasil Perikanan

g1 | rogram Peningkatan Daya Tark 869,088,000.00 610,418,100.00 70.24
Destinasi Pariwisata

82 Program Pemasaran Pariwisata 958,795,380.00 953,836,893.00 99.48

g | /rogram Pengembangan Sumber Daya 1,088,702,000.00 1,084,762,600.00 99.64
Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

g4 | Program PenyediaanDan 14,472,495,850.00 13,852,748,960.00 95.72
Pengembangan Sarana Pertanian

g5 | Program Penyediaan Dan _ 9,815,035,211.00 9,528,354,611.00 97.08
Pengembangan Prasarana Pertanian

g | Program Pengendalian Kesehatan Hewan 148,000,000.00 147,125,060.00 99.41
Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

87 Program Penyuluhan Pertanian 720,662,000.00 686,754,000.00 95.29

gg | Frogram Peningkatan Sarana Distribusi 12,833,225,123.00 12,632,984,477.00 98.44
Perdagangan

89 Program Standardisasi Dan Perlindungan 100,000,000.00 97.914,400.00 9791
Konsumen

gp | Program Perencanaan Dan 800,000,000.00 752,256,000.00 94.03
Pembangunan Industri

g1 | Frogram Pengelolaan Sistem Informasi 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00
Industri Nasional

gp | Program Pengembangan Kawasan 47,454,000.00 47,454,000.00 100.00
Transmigrasi
Program Pemerintahan Dan

93 : 19,477,198,000.00 19,154,344,432.00 98.34
Kesejahteraan Rakyat

g4 | Program Perekonomian Dan 2,072,431,800.00 1,820,140,980.00 87.83
Pembangunan

g5 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas 24,024,575,803.00 21,153,323,852.00 88.05
Dan Fungsi Dprd

g | Mrogram Perencanaan, Pengendalian 573,354,500.00 565,403,610.00 98.61
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

g7 | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi 1,572,032,600.00 1,523,848,816.00 96.93
Perencanaan Pembangunan Daerah
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Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kabupaten Demak 2022

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %

98 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 426,981,662,000.00 423,395,490,632.00 99.16

g9 | Frogram Pengelolaan Barang Mil 1130,000,000.00 1.059,917,850.00 93.80
Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan

100 | S 25,052,571,061.00 24,269,685,120.00 96.88

101 Program Kepegawaian Daerah 1,565,510,700.00 1,130,456,880.00 72.21

102 | Frogram Pengembangan Sumber Daya 1184,400,000.00 1.178.875,590.00 99,53
Manusia

103 | Program Penelitan Dan Pengembangan 515,055,500.00 512,997,716.00 99.60
Daerah

104 Program Penyelenggaraan Pengawasan 986,200,000.00 984,850,000.00 99.86

105 | Frogram Perumusan Kebijakan, 301,300,000.00 300,950,000.00 99.88
Pendampingan Dan Asistensi

106 | rogram Penyelenggaraan Pemerintahan 230,153.600.00 219,467,900.00 95.36
Dan Pelayanan Publik

1o7 | Program Pemberdayaan Masyarakat 612,136,300.00 503,539.800.00 96.96
Desa Dan Kelurahan

108 | Frogram Koordinasi Keteniraman Dan 2,699,630.200.00 2,655,635.450.00 98.37
Ketertiban Umum

109 | Frogram Penyelenggaraan Urusan 213,891.500.00 208,301,500.00 97.39
Pemerintahan Umum

110 | Program Pembinaan Dan Pengawasan 1.371,144,925.00 1.332,621,525.00 97.19
Pemerintahan Desa

141 | Program Penguatan ldeologi Pancasila 1.336,903,000.00 1.213,496,700.00 90.77
Dan Karakter Kebangsaan
Program Peningkatan Peran Partai Politik
Dan Lembaga Pendidikan Melalui

M2 | oo dikan Poltk Dan Pengembangan 1523,810,000.00 1.492,797,700.00 97.96
Etika Serta Budaya Politik

113 | Frogram Pemberdayaan Dan 4,422,397.600.00 4.419,595,000.00 99.94
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

114 | Program Pembinaan Dan Pengembangan 424.835,000.00 399,104,000.00 93.94
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
Program Peningkatan Kewaspadaan

115 Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan 1,061,592,400.00 1,035,309,000.00 97.52

Sumber : Bagian Organisasi dan BPKPAD Kab. Demak, 2022

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian 12 (dua belas) Sasaran Daerah dengan 16

(enam belas) indikator didukung oleh 115 (seratus lima belas) program.

BAB IIT AKUNTABILITAS KINERJA

168




B3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Demak 2022

BAB IV
PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan
dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,
partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan
yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja
pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun
tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai
dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Demak Tahun
2022, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Demak telah memperlihatkan
pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 3 (tiga)
Tujuan Daerah 12 (dua belas) Sasaran Daerah dengan 21 (duapuluh satu) Indikator Kinerja
Utama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun
2021 — 2026 serta Peraturan Bupati Demak Nomor 1 tahun 2022 tentang Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Kabupaten Demak. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah
tercapai sesuai dengan target, bahkan banyak yang melebihi target.

Adapun pencapaian kinerja Kabupaten Demak pada tahun 2022 sebagai berikut :

a. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) Tujuan Daerah 12 (dua belas)
Sasaran Daerah dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa
2 (dua) Tujuan Daerah dengan predikat “Sangat Tinggi”, 1 (satu) Tujuan Daerah predikat
“Tinggi”. 10 (sepuluh) Sasaran Daerah dengan predikat “Sangat Tinggi”, 1 (satu) Sasaran
Daerah predikat “Sedang”, 1 (satu) Sasaran Daerah predikat “Rendah”. 16 (enam belas)
Indikator Kinerja Predikat "Sangat Tinggi” dengan prosentase 76.19%. 2 (dua) Indikator
Kinerja predikat “Tinggi”. 1 (satu) Indikator predikat “Sedang”. 1 (satu) Indikator predikat
“‘Rendah”. 1(satu) Indikator predikat “Sangat Rendah”.

b. Pendapatan Daerah tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 2.409.153.370.182,94 dari pagu
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.410.429.214.117,00 atau terealisasi sebesar
100.05%.
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c. Belanja Daerah tahun 2022 menggunakan dana kurang dari dana yang dianggarkan dari
total APBD Kabupaten Demak Rp. 2.196.244.148.319,29 terealisasi Rp
2.046.866.928.108,00 atau terealisasi sebesar 93.20%.

d. Hasil pengukuran kinerja terhadap dari 12 (dua belas) Sasaran Daerah dengan 16 (enam
belas) indikator didapat bahwa 7 (tujuh) indikator efisien sedangkan 9 (sembilan) indikator
belum efisien dikarenakan capaian kinerja belum mencapai 100%.

a. Efisiensi di masing-masing Indikator Kinerja berbeda-beda, dari 12 (dua belas) Sasaran
Daerah dengan 16 (enam belas) indikator yang ditetapkan, terdapat 7 (tujuh) Indikator
Kinerja yang dinilai efisien dan 9 (sembilan) Indikator lainnya dinilai belum efisien.
Indikator Kinerja yang belum efisien tersebut adalah Indeks Persepsi Korupsi, Indeks
Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Pengeluaran, IPG (Indeks Pembangunan
Gender), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Risiko Bencana, LPE Kategori
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB), Indeks
Gini.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai
kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

1. Masih belum sepenuhnya terjadi sinergi dalam pelaksanan pemerintahan dan
pembangunan serta pelayanan masyarakat antara pemerintah, pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten sehingga masih terdapat beberapa sasaran yang tingkat
pencapaian indikator kinerjanya belum optimal
Prioritas Pemanfaatan anggaran yang belum sepenuhnya menjawab visi dan Misi Bupati

3. Masih terjadi gap kompetensi antara tuntutan kompetensi pelaksanaan tugas dengan
kopentensi aparatur yang tersedia sehingga menyebabkan ketidakefektifan.

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait.

2. Melaksanakan perencanaaan pembangunan dengan mendasarkan pada skala prioritas
sasaran utama dan memaksimalkan anggaran yang ada dengan memilih prioritas
pembangunan yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan,
realistis dapat dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurung waktu satu tahun dan
manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

3. Meningkatkan kompetensi dan responsibilitas aparatur melalui pendidikan dan
pelatihan,sehingga diharapka aparatur yang cepat dan tepat dalam merespon segala
permasalahan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang
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dibuat selaras dengan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021 — 20226 khususnya untuk
Tahun Anggaran 2022 sebagian besar sudah dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika
terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-
mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari
kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan
ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2022, semoga dapat

menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.
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Prestasi Kabupaten Demak Tahun 2022

Selama kurun waktu Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Demak telah mendapatkan

beberapa penghargaan di Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Jawa Tengah,

diantaranya :

1.

Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia kepada Demak Emergency System (DES) PSC 119
Dinas Kesehatan sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Tahun 2022.
Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
kepada Kabupaten Demak sebagai Kabupaten Layak Anak Tahun 2022 Peringkat
Madya dengan nilai 697,40.

Penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Rl sebagai Smart
Living Gerakan Menuju Smart City dalam Seminar dan pameran gerakan menuju
smart city.

Penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Kabupaten
Demak atas keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun
2021 dengan opini WTP. (WTP ke 6 kali)

Apresiasi dalam inovasi Penurunan Stanting dalam Scaling Up Nutrition (SUN)
Annual Meeting tahun 2022 oleh Bappenas.

Anugerah Meritokrasi atas Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN
dengan Predikat Baik oleh Komisi Aparatur Sipil Negara

Penghargaan dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional kepada
Kabupaten Demak sebagai sebagai Juara 2 Kabupaten/Kota Terbaik Nasional KB
Pasca Persalinan Kelompok Target Pelayanan KB Pasca Persalinan 200-700
Akseptor pada kegiatan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor.

Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dengan predikat Baik
Tahun 2021 dari Menteri Hukum dan HAM.

Peringkat Pertama Capaian Indeks Pencegahan Korupsi Tahun 2021 dengan Nilai
96.95 Kategori Pemerintah Kabupaten dari Komisi Pemberantasan Korupsi

Republik Indonesia.



10.Penghargaan Anugerah Pesona Indonesia kepada kepada "ASAP INDAH
WONOSARI" Kabupaten Demak sebagai Juara | "Destinasi Belanja Terbaik / Best
Shopping Destination" dalam ajang APl 2022.

11.Penghargaan dari Deputi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Badan
Pangan Nasional (Bapanas) kepada Dinas Pertaian dan Pangan sebagai Otoritas
Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Terbaik dalam Pembinaan
Keamanan Pangan Tingkat Nasional Tahun 2022.

12.Penghargaan dari Rekor Dunia "Muri" kepada Bupati Demak sebagai "Pemrakarsa
dan Penyelenggara Pawai Delman Terbanyak.

13.Penghargaan dari Kementerian Kesehatan Rl kepada Dinas Kesehatan sebagai
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Awards.

14.Penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Rl kepada SMAN 1 Mijen sebagai
Sekolah Adiwiyata Nasional 2022.

15.Penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi RI kepada SMP Negeri 3
Mranggen sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri 2022.

16. Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Dyah Arum Hettyningtyas, S.ST
sebagai Nutrisionis Teladan Peringkat Pertama Provinsi Jawa Tengah Kategori
Puskesmas.

17.Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Triyana Ismawati Anis Nurlaili,
Amd.Ak sebagai ATLM Teladan Peringkat Pertama Provinsi Jawa Tengah Kategori
Puskesmas.

18.Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah kepada dr. Eka Novaryanti Dalimunthe
sebagai Dokter Teladan Peringkat Pertama Provinsi Jawa Tengah Kategori
Puskesmas.

19. Penghargaan Kabupaten Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

20.Penghargaan dari Majalah It Works sebagai Top Digital Implementation 2022 Level
Stars 4 dalam ajang TOP Digital Award 2022.

21.Penghargaan dari Majalah It Works sebagai Top Leader on Digital Implementation
2022 dalam ajang TOP Digital Award 2022.



22.Juara 3 LPPL Terbaik se Jawa Tengah dalam Penganugerahan Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah (KPID) Award 2022.

23.Juara 2 Penyiar Terbaik se Jawa Tengah dalam Penganugerahan Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Award 2022.

24.Penyiar Radio Terfavorit se Jawa Tengah dalam Penganugerahan Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Award 2022.

25.Terbaik Il Pelaksanaan Penyelengaraan Pokja PKP dari Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah.

26.Lembaga Pengembangan Kompetensi yang Kontributif Menuju Human Capital
BerAKHLAK Melalui Pengembangan Kompetensi yang Merdeka dari Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah.

27.Penghargaan dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak sebagai Lembaga
Pemerintah Pengguna Bahasa Indonesia Terbaik di Jawa Tengah.

28.Penghargaan dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
kepada SMP 1 Demak sebagai Juara || Lomba Permainan Anak Tradisional.

29.Penghargaan dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Kepada Grup Kesenian / Dindikbud Sebagai Juara | Parade Seni Budaya.

30.Penghargaan dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD Provinsi Jawa Tengah
kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaetn Demak sebagai Terbaik IV
Kriteria Penilaian Pengajuan Permohonan Akreditasi PAUD dan PNF Terbanyak.

31.Jura Harapan Il Lomba Pranatacara-Nyandra Tingka Provinsi Jawa Tengah Tahun
2022 dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

32.Juara 1 Nulis Gurit Festival Tunas Bahasa Ibu, Lomba Nulis Gurit dari Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

33.Juara 1 Festival Tunas Bahasa lbu, Lomba Membaca Geguritan bagi siswa SD
Tingkat Provinsi Jawa Tengah dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KementerianPendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi.



34.Juara 3 Kempo - Randori Kls 55 Kg Putri Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata kepada Septiana Reny Ramadhani.

35.Juara 2 Pencak Silat - Jurus Tunggal Putra Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(O2SN) Jenjang SMP dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan kepada Aldo Satria Wibowo.

36.Juara 3 T12 Lari 100M Kejuaraan Provinsi (KEJURPROV) NPCI Jawa Tengah dari
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah kepada Khoirul Anam.

37.Juara 1 Lomba Pramuka Garuda Berprestasi Golongan Siaga.

38.Juara 1 MAPSI Tingkat Provinsi Jawa Tengah Jenjang SD Cabang Pengetahuan
PAL.

39.Juara Harapan | MAPSI Tingkat Provinsi Jawa Tengah Jenjang SMP Cabang
Kaligrafi Putra.

40. Apresiasi Guru dengan Aksi Nyata Teraktif pada Platform Merdeka Mengajar dari
Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah.

41.Kepala Sekolah Penggerak Terbaik Jenjang PAUD dari Balai Besar Guru
Penggerak Provinsi Jawa Tengah.

42.Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah kepada SD Negeri Bintoro 1
Kecamatan Demak.

43. Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah kepada SD Negeri Jatimulyo Kec.
Bonang.

44. Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah kepada SMP Negeri 3 Demak.

45. Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah kepada SMP Negeri 4 Demak.

46.Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah kepada SMP Negeri 1
Wonosalam.

47.Juara 2 Taekwondo Kejuaraan Taekwondo, Kyorugi Cadet Over 52 Putri oleh Dyah
Octa Aryani pada SALATIGA OPEN II.

48. Juara 2 Kumite Pra Pemula +40 Kg Putra C Oleh Bisma Afandi Putra.

49. Juara 3 Kumite Pra Pemula +45 Kg Putra Oleh Bisma Afandi Putra.

50.Juara 3 "Indonesia Taekwondo Virtual Challenge 2022" Juara 3 Cadet Prestasi
Individual Poomsai Putra dari Kementrian Pemuda dan Olah Raga Republik

Indonesia kepada Fabian Nabiih.



51.JUARA 3 WORLD CLASS-MALE-WORLD CLASS CADET 3rd PLACE dari
Taekwondo Indonesia kepada Fabian Nabiih

52.JUARA 2 Poomsae Cadet Individual Putra POOMSAE CADET PUTRA dari
Taekwondo Indonesia kepada Fabian Nabiih.

53.Juara 2 Kata Perorangan Usia Dini Putri Kejuaraan Nasional Karate Terbuka
GARUDA OPEN CHAMPIONSHIP Il dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Jepara kepada Putri Ayu ibnu Siena.

54.Juara 3 KUMITE-25 USIA DINI Kejuaraan Nasional Karate Terbuka GARUDA
OPEN CHAMPIONSHIP Il dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Jepara kepada Putri Ayu ibnu Siena.

55.International ICIA Creativity & Innovation Award Certificate of achievement the
Innovation Award Silver Award dari Krya Educate to Innovate kepada Achmad
Kavin A'd Alfither.

56.International ICIA Creativity & Innovation Award Certificate of achievement the
Innovation Award Silver Award dari Krya Educate to Innovate kepada Maharani

Citra Xina.



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Alléh SWT, karena berkat
rahmat dan hidayah-Nya Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Demak Tahun
2022 dapat tersusun dengan baik.

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu bagian utama dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan di awal tahun anggaran
sebagai bentuk komitmen Bupati dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang
akuntabel dan berorientasi pada hasil (Outcome).

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

Akhirnya, semoga Allah SWT senatiasa memberikan kekuatan dan
meridhoi segala upaya kita dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat

dan negara.

Demak, 10 Januari 2022

N




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.
Jabatan : BUPATI DEMAK

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Demak, 10 Januari 2022




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

Meningkatkan Tata
1 Kelola Indeks Reformasi 68.99
Pemerintahan yang Birokrasi ’
Baik dan Bersih
Meningkatnya
5 kinerja pelayanan Indeks Kepuasan 85 50
publik Pemerintahan | Masyarakat (IKM) Daerah !
Daerah
Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas
5 akuntabilitas kinerja | Kinerja Instansi 68.95
Pemerintahan Pemerintah (SAKIP) '
Daerah Daerah
4 Indeks Persepsi Korupsi 3,73
Indeks Pengelolaan
5 Keuangan Daerah 72,50
Meningkatkan
Sumber Daya
6 | Manusia yang ;‘:ﬁt:i:?;;;ingu"a" 73,04
Berkualitas dan
Berdaya Saing
Meningkatnya o
7 kualitas pendidikan Indeks Pendidikan 0,638
Meningkatnya
8 derajat kesehatan Indeks Kesehatan 0,854
masyarakat
Meningkatnya
9 pendapatan Indeks Pengeluaran 0,715
masyarakat
Meningkatnya
kesetaraan dan IPG (Indeks
= n
10 keadilan gender Pembangunan Gender) 91,54
dalam
pembangunan
Emisi Gas Rumah Kaca
11 (GRK) 1.693,35




Meningkatnya
kualitas lingkungan intiaks Kigliias
12 hidup yang _ - 66,23
Hidup (IKL
berkelanjutan dan Linghungan Hidop el
tangguh bencana
13 Indeks Risiko Bencana 103,45
Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi dan Laju Pertumbuhan
14 Pemerataan Ekonomi (LPE) 3,57-4,54
Kesejahteraan
Masyarakat
Meningkatnya
pertumbuhan Laju Pertumbuhan
15 perekonomian Ekonomi (LPE) kategori 3,57-5,50
daerah berbasis Industri Pengolahan
potensi lokal
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPE) Kategori
L Pertanian, Kehutanan dan 0,72-1,68
Perikanan
. Tingkat Pertumbuhan
- Meningkatnya Investasi Pembentukan 510
investasi daerah Modal Tetap Bruto '
(PMTB)
Meningkatnya .
kualitas Persentase peningkatan
18 R — Pendapatan Asli Daerah 10,00
penyelengga (PAD) Sektor Pariwisata
sektor pariwisata
19 Tingkat Kemiskinan 10,67-13,05
Menurunnya jumlah | Tingkat Pengangguran
o pengangguran Terbuka RrTaR
Meningkatnya
pemerataan kondisi .
21 amhialakbab Indeks Gini 0,270-0,298
masyarakat




10

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

PROGRAM

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Pendidikan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kesehatan

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan
Minuman

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
Limbah

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase

Program Penataan Bangunan Gedung
Program Penyelenggaraan Jalan

Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pengembangan Perumahan
Program Kawasan Permukiman

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

ANGGARAN
(Rp.)
585.937.283.974

226.592.439.760
540.000.000

341.461.769.401

129.126.161.640

5.647.760.000

528.094.000

1.674.419.600

24.775.796.304

21.850.000.000

25.675.402.000

15.094.290.000

300.000.000

9.175.000.000
46.975.726.272
100.000.000
250.000.000

6.209.082.975

9.822.490.240
2.594.000.000

73.196.405.000



22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

PROGRAM

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum (PSU)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penanggulangan Bencana

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pemberdayaan Sosial

Program Rehabilitasi Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program Penanganan Bencana

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan

Program Perlindungan Perempuan

Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program Perlindungan Khusus Anak

ANGGARAN
(Rp.)
690.000.000

10.618.939.389

1.842.544.427

95.000.000

4.223.189.789

2.700.407.484

6.623.886.552

651.737.100
2.298.284.510
3.419.230.000
2.669.196.000

25.735.000

5.515.379.930

1.960.811.750
245.000.000
130.000.000

42.250.000

55.500.000
560.000.000
15.000.000
100.000.000

34.500.000



e

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

PROGRAM

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk
Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan Masyarakat

Program Penatagunaan Tanah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau
Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun

(B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Limbah B3)

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin
Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH)

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk
Masyarakat

Program Pengelolaan Persampahan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pendaftaran Penduduk
Program Pencatatan Sipil

Program Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Peningkatan Kerjasama Desa
Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,
Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program Pengendalian Penduduk

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

ANGGARAN
(Rp.)
4.000.000.000

827.000.000

560.000.000

13.327.395.525

1.710.000.000

435.000.000

10.000.000

20.000.000

20.000.000

2.224.743.000

8.844.722.645

155.494.000
78.667.000

95.004.000

5.921.747.018

55.526.200
8.141.000.000

832.473.800

166.032.000

6.686.935.300



64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

PROGRAM

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga
Sejahtera (KS)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan (LLAJ)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Informasi dan Komunikasi Publik
Program Aplikasi Informatika

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,

Dan Usaha Mikro (UMKM)
Program Pengembangan UMKM

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pengembangan lklim Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Kepemudaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Keolahragaan

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk
Pengamanan Informasi

ANGGARAN
(Rp.)
6.002.960.000

23.403.013.191

2.854.500.000

5.456.244.650

875.000.000
509.258.000
279.000.000

1.230.200.000

120.000.000

5.022.358.978

40.125.000
88.900.000
162.747.700
449.015.500

127.651.700

4.051.929.586

953.740.200

17.641.280.136

554.370.730
53.215.800

39.700.000



85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

28

99

100

101

102

103

104

105

106

PROGRAM

Program Pengembangan Kebudayaan

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Program Pengelolaan Permuseuman

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Program Pembinaan Perpustakaan

Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Program Pengelolaan Arsip

Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan

Ekonomi Kreatif

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana
Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana
Pertanian

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program Penyuluhan Pertanian

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

ANGGARAN
(Rp.)
350.000.000

125.000.000
750.000.000

4.034.706.798

1.876.469.600
65.713.000
321.389.000
70.000.000

4.696.507.602

2.832.499.725
945.000.000
3.916.636.275

5.050.945.175

508.288.000
850.000.000

883.152.000

15.763.099.457

15.687.446.000

5.737.681.000

75.000.000

937.400.000

12.136.054.130



107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

PROGRAM
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Program Perekonomian dan Pembangunan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
DPRD

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Kepegawaian Daerah
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

ANGGARAN
(Rp.)
5.413.725.000

100.000.000
2.904.158.650
50.000.000
50.000.000

26.941.053.295

17.055.948.000
8.641.990.150

44.191.977.319

22.728.239.803

4.380.256.950

575.473.056

1.570.931.700

16.539.346.068

426.996.016.000
650.000.000
24.494.381.450

5.999.029.448

837.390.700
789.000.100
585.618.200

7.405.262.187



129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

PROGRAM
Program Penyelenggaraan Pengawasan
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan

Asistensi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

ANGGARAN
(Rp.)
819.850.000

317.650.000

2.534.719.439

42.255.000

34.050.000

128.590.000
10.625.000

9.050.000

2.365.429.520

32.825.000

45.700.000

193.000.000
24.600.000

43.350.000

2.375.816.117

4.166.600

38.197.200

222.747.200
21.544.400

33.328.000

2.538.651.879



150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

PROGRAM

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

ANGGARAN
(Rp.)
12.910.000

55.979.800

221.540.000
23.270.000

19.820.800

2.325.713.305

15.288.600

30.518.600

191.768.600
4.370.000

20.855.000

2.453.797.805

19.145.000

32.683.600

185.800.000
7.012.900

27.997.900

2.557.272.633

28.058.600

37.496.500

209.337.200



171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

PROGRAM
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

ANGGARAN
(Rp.)
42.129.800

55.873.200

2.392.150.248

15.000.000

35.000.000

208.912.000

556.614.400

2.233.201.390

23.000.000

39.690.000

211.000.000
15.000.000

17.250.000

2.188.930.303

22.543.600

56.222.100

220.698.500
12.389.400

32.489.000

8.283.076.870

25.000.000



192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

PROGRAM

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

ANGGARAN
(Rp.)
78.803.100

524.900.000
15.000.000

766.713.400

2.348.266.819

10.000.000

35.000.000

175.000.000
5.000.000

28.000.000

2.271.991.383

11.400.000

66.330.000

208.900.000
5.860.000

24.200.000

2.381.890.028

22.714.800

40.177.300

157.315.200

17.680.000



213

214

215

216

217

218

219

PROGRAM

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penguatan ldeologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga
Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan
Pengembangan Etika Serta Budaya Palitik

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Program Pembinaan dan Pengembangan Kétahanan
Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan

Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik
Sosial

JUMLAH

ANGGARAN
(Rp.)
33.157.600
2.086.652.665

1.365.503.000

1.325.310.000

4.922.397.600

429.635.000

1.189.775.400

2.449.631.876.898

Demak, 1 0Januari 2022

BUPATI DEMAK



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat
rahmat dan hidayah-Nya Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten
Demak Tahun 2022 dapat tersusun dengan baik.

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu bagian utama dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan di awal tahun anggaran
sebagai bentuk komitmen Bupati dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang

akuntabel dan berorientasi pada hasil (Outcome).

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

Akhirnya, semoga Allah SWT senatiasa memberikan kekuatan dan

meridhoi segala upaya kita dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat

dan negara.

Demak, 10 Oktober 2022

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

Jabatan : Bupati Demak

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Demak, 10 Oktober 2022

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi | Angka 68,99
Tata Kelola Meningkatnya
Pemerintahan L
kinerja pelayanan Indeks K M cat
i ndeks Kepuasan Masyaraka
yang Baik dan | i P Y Angka 85,50
Bersih ) (IKM) Daerah
Pemerintahan
Daerah
Nilai Sistem Akuntabilitas
Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah Angka 68,95
akuntabilitas (SAKIP) Daerah
kinerja . .
) Indeks Persepsi Korupsi Angka 3,73
Pemerintahan
Indeks Pengelolaan
Daerah J Angka 72,50

Keuangan Daerah
Meningkatkan Indeks Pembangunan

_ Angka 73,04
Sumber Daya Manusia (IPM)
Manusiayang | Meningkatnya

Berkualitas kualitas Indeks Pendidikan Angka 0,638
dan Berdaya pendidikan

Saing Meningkatnya
derajat kesehatan | Indeks Kesehatan Angka 0,854

masyarakat

Meningkatnya
pendapatan Indeks Pengeluaran Angka 0,715

masyarakat

Meningkatnya

kesetaraan dan
_ IPG (Indeks Pembangunan
keadilan gender Angka 91,54
Gender)
dalam

pembangunan

Emisi Gas Rumah Kaca Gg

1.354,88
(GRK) CO2eq




Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi dan
Pemerataan
Kesejahteraan

Masyarakat

Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Anak 56.23
. ngka )
kualitas Hidup (IKLH) J
lingkungan hidup
yang
berkelanjutan dan Indeks Risiko Bencana Angka 103,45
tangguh bencana
Laju Pertumbuhan Ekonomi
% 3,57-4,54
(LPE)
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatnya _ _
(LPE) kategori Industri % 3,57-5,50
pertumbuhan
_ Pengolahan
perekonomian : :
_ Laju Pertumbuhan Ekonomi
daerah berbasis _ _
_ (LPE) Kategori Pertanian, % 0,72-1,68
potensi lokal _
Kehutanan dan Perikanan
) Tingkat Pertumbuhan
Meningkatnya )
_ _ Investasi Pembentukan % 5,10
investasi daerah
Modal Tetap Bruto (PMTB)
Meningkatnya )
_ Persentase peningkatan
kualitas ,
Pendapatan Asli Daerah % 10,00
penyelenggaraan o
o (PAD) Sektor Pariwisata
sektor pariwisata
_ Tingkat Kemiskinan % | 10,67-13,05
Menurunnya ]
_ Tingkat Pengangguran
jumlah % 6,57-7,49
Terbuka
pengangguran
Meningkatnya
pemerataan
kondisi sosial Indeks Gini Angka | 0,270-0,298
ekonomi
masyarakat




No

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

PROGRAM

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Pendidikan

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kesehatan

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan

Minuman

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
Limbah

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase

Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penyelenggaraan Jalan

Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah
Program Pengembangan Perumahan

Program Kawasan Permukiman

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum (PSU)
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan

Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

ANGGARAN (Rp.)

1.265.557.586.922.29

228.462.041.592

540.000.000

132.662.189.759

7.342.760.000

528.094.000

1.695.485.125

15.823.806.000

28.767.585.000

13.012.482.000

910.000.000

48.113.129.685
102.863.717.272
66.194.000
750.000.000
640.000.000
6.062.400.000
2.973.950.000

94.527.458.250

2.600.000.000

186.112.500



No

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

PROGRAM

Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban

Umum

Program Penanggulangan Bencana

Program Pemberdayaan Sosial

Program Rehabilitasi Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Penanganan Bencana

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Hubungan Industrial

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan

Program Perlindungan Perempuan

Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program Perlindungan Khusus Anak

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk
Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan Masyarakat

Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau

Kerusakan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Limbah B3)

ANGGARAN (Rp.)

2.470.146.365

2.549.530.484
714.337.100
2.201.269.700
13.760.083.317
3.144.196.000
25.735.000
3.450.233.550
245.000.000

130.000.000

42.250.000

102.275.500
555.000.000

15.000.000
200.000.000

137.980.419

4.000.000.000

1.047.000.000

1.860.000.000

1.674.990.000

75.000.000



No

43

44

45

46

a7

48

49

50

51

52

53

54

55

56

S7

58

59

60

61

62

63

PROGRAM

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin
Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH)

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk
Masyarakat

Program Pengelolaan Persampahan
Program Pendaftaran Penduduk

Program Pencatatan Sipil

Program Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan

Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,

Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program Pengendalian Penduduk

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga
Sejahtera (KS)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan (LLAJ)

Program Informasi dan Komunikasi Publik
Program Aplikasi Informatika

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecll,

Dan Usaha Mikro (UMKM)

Program Pengembangan UMKM
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal

ANGGARAN (Rp.)

40.000.000

30.500.000

2.633.303.000
154.294.000

78.667.000

95.004.000

55.526.200

9.190.200.000

982.473.800

166.032.000

6.886.935.300

6.002.960.000

5.259.500.000

1.384.900.000
754.858.000

279.000.000

1.290.200.000

60.000.000
40.125.000
88.900.000

192.747.700



No

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

PROGRAM

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Kepemudaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Keolahragaan

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk

Pengamanan Informasi

Program Pengembangan Kebudayaan

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Program Pengelolaan Permuseuman

Program Pembinaan Perpustakaan

Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Program Pengelolaan Arsip

Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana
Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana

Pertanian

ANGGARAN (Rp.)

449.015.500

127.651.700

561.941.100

27.888.019.136

754.659.330

57.715.800

39.700.000

400.000.000
125.000.000
750.000.000
1.912.219.600
65.713.000
358.389.000
70.000.000
2.702.499.725
1.125.700.000
4.276.636.275
869.088.000

958.795.380

1.088.702.000

14.472.495.850

9.815.035.211



No

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

PROGRAM

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan

Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program Penyuluhan Pertanian

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program Perekonomian dan Pembangunan

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
DPRD

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program Kepegawaian Daerah

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan
Asistensi

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Kelurahan

ANGGARAN (Rp.)

148.000.000

720.662.000
12.833.225.123
100.000.000
800.000.000
50.000.000
47.454.000
19.477.198.000

2.072.431.800

24.024.575.803

573.354.500

1.572.032.600

426.981.662.000
1.130.000.000
25.052.571.061
1.565.510.700
1.184.400.000
515.055.500

986.200.000

301.300.000

230.153.600

612.136.300



No

108

109

110

111

112

113

114

115

PROGRAM

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga
Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan
Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan

Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik

Sosial
JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)
2.699.630.200.00

213.891.500

1.371.144.925.00

1.336.903.000

1.523.810.000

4.422.397.600

424.835.000

1.061.592.400

2.631.052.249.759.29

Demak1 0 Oktober 2022

H, S.E.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

